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7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan
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Abstrak

Dalam memutuskan sebuah hukum, sebagaimana dimaklumi, NU
mempunyai sebuah forum yang dinamakan bahsul maséil yang dikordinasi oleh
Lembaga Syuriyah (legislatif). Dari mulai didirikan yaitu 16 Rajab 1344 H yang
bertepatan dengan 31 Januari 1926 M Nahdlatul Ulama sudah melaksanakan
muktamar sebanyak 32 kali. Pada Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama yang
diadakan di Bandar Lampung pada tanggal 16-20 Rajab 1412 H yang
bertepatan dengan 21-25 Januari 1992 M ada sebuah keputusan yang cukup
penting yaitu mengenai asuransi Islam. Didalam keputusan munas Alim Ulama
tersebut dikatakan bahwa seperti apa asuransi Islam itu. Padahal disatu sisi
yang lain Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa
mengenai asuransi syariah. Seperti apakah asuransi Islam Menurut Munas Alim
Ulama NU dan Fatwa Dewan Syapia Vo, 21/2001 itu?

Tujuan dari penelitian i igrdaia yenjeldskan  perbandingan terhadap
asuransi Islam antara hasil kep lunitis A Ulama Nahdlattul Ulama
(NU) di Bandar Lampung tahu. a Dewan Syariah Nasional
no.21/2001 . Kegunaan dari p@ teoritis untuk memberikan
sumbangan/koniribusi pemikira Qukum? Islam, khususnya pemikiran
tentang asuransi Islam. Secara praktis pemelitiavini dapat menjadi rujukan bagi

pembahasan tentang asuransi ]sl%M urut keputusan Munas Alim
Ulama Nahdlatul Ulama (NU) diBandar-Limping — dan keputusan DSN No.
21/2001.

Jenis peneligian i ah ﬂkSﬁn ibrary research) yaitu
penelitian yang OMM ulk dan literatur
lainnya, yang berkaitan denggn gudul di atas. Oleh karena itu, penelitian ini
merupakan penelitian kualitali an Mapangan (field research).

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan dua (2) pendekatan yaitu
yuridis-normatif ,dan sjmgm %lp ma yuridis-normatif;
yaitu cara mendekati alalrden n a ra hukum yang berlaku
dalam hal ini hukum Islam. Kedua, pendekatan sosio-historis  yaitu suatu
pendekatan masalah dengan melihat latar sejarahnya. Asumsinya setiap produk
pemikiran orang, kelompok atau organisasi (Nahdlatul Ulama dan Dewan
Syariah Nasional) pada dasarnya merupakan hasil interaksi dengan lingkungan
sosial dan budaya yang melingkupinya.

Menurut NU akad dalam asuransi itu adalah akad syirkah ta’awuniyah
bukan akad mu'awadhah pada asuransi sosial. Pada asuransi jiwa yang
mengandung unsur saving akadnya adalah akad menabung. Sehingga waktu
menyerahkan uang premi, pihak tertanggung berniat untuk menabung untungnya
pada pihak penanggung (perusahaan asuransi). Sedangkan menurut DSN akad
dalam asuransi itu adalah akad Tijarah dan akad tabarru'. Yang dimaksud

dengan akad tijarah disini adalah akad mudharabah. Sedangkan yang dimaksud
dengan akad tabarru’ disini adalah hibah.

Kata Kunci: Nahdlatul Ulama, Dewan Syariah Nasional, Asuransi Islam.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari mulai didirikan yaitu 16 Rajab 1344 H yang bertepatan dengan
31 Januann 1926 M Nahdlatul Ulama sudah melaksanakan muktamar
sebanyak 32 kali.' Muktamar yang pertama dilaksanakan di Surabaya yaitu
pada tanggal 13 Rabi‘u as-Safi 1345 H yang bertepatan dengan 21 Oktober
1926 M. Sedangkan muktamar/yang terakhir adalah di Makasar yang
dilaksanakan pada 6 Robi‘us>as-Sani 1431 H yang bertepatan dengan 22
Maret 2010 M. Pada Munas—Alim Ulama-Nahdlatul Ulama di Bandar
Lampung tanggal 16-20 Rajab 1412 H yang bertepatan dengan 21-25 Januari
1992 M ada sebuah keputusan vang cukup-penting yaitu mengenai asuransi
Islam. Didalam keputusan Munds tersebut, dibahas mengenai seperti apa
asuransi Islam itu, padahal.disatu sisi yyang lain Dewan Syari‘ah Nasional
pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah.
Bagaimanakah asuransi Islam menurut hasil keputusan Munas dan Fatwa

Dewan Syariah Nasional itu, apa ada perbedaan dan persamaanya ?

' Ahkamu al-Fugaha fi Mugororoti M utamirati Nahdlati al-‘Ulama, Solusi

Problematika Aktual Hukum Islam Keutusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul
Ulama, (1926-2004), (Surabaya: Khalista, 2007), hal. Xxiii..



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka
penelitian im akan mengkaji permasalahan pokok, sebagai berikut
Bagaimana asuransi Islam menurut keputusan Munas Alim Ulama di
Bandar Lampung tahun 1992 dan keputusan DSN No. 21/2001, apakah ada

persamaan dan perbedaannya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan
dari penelitian ini adalah:
a. Menjelaskan keputusan|Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU)
di Bandar Lampung tahun 1992 dan keputusan DSN No. 21/2001
tentang = asuransi Islam.
b. Menjelaskan persamaan-dan perbedaan keputusan Munas Alim
Ulama Nahdlatul Ulama (NU) di Bandar Lampung tahun 1992 dan

keputusan DSN No. 21/2001 tentang asuransi Islam.

2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai benkut:
a. Secara teoritis
1) Untuk memberikan sumbangan/kontribusi pemikiran dalam

hukum Islam, khususnya pemikiran tentang asuransi Islam.



2) Kajian tentang fatwa dan pendapat ulama sangat berguna bagi
pengambilan keputusan sebagai kerangka acuan dalam
pengambilan  kebijakan yang selaras dengan  proses
pembentukan hukum indonesia untuk masa yang akan datang,
karena fatwa dan pendapat ulama merupakan salah satu dan
produk pemikiran hukum Islam.?

b. Secara praktis

1) Penelitian ini dapat menjadi, rujukan bagi pembahasan tentang
asuransi Islam | dalam<perspektif | Islam, khususnya menurut
keputusan Munas, Alim Ulama “NU di Bandar Lampung dan
keputusan DSN No. 21/2001.

2) Nahdlatul Ulama (NU)-dan Dewan Syariah Nasional (DSN)
adalah organisasi yang memiliki anggota besar dibandingkan
dengan organisasi massa Islam lainnya, sehingga keputusan
hukum/fatwa " ‘mereka—- akan / sangat berpengaruh luas di

masyarakat’.

D. Kajian Pustaka
Sebagair sebuah studi /iterer, maka kajian pustaka merupakan suatu

yang sangat penting untuk mencari sumber data yang bisa memberikan

I‘Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 147 .
Lihat juga Hotnidah Nasution, Buku Daras Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta; FSH
UIN Syahid, 2007), hal. 189 Lihat juga Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata
Indonesia, (Liberty, Yogyakarta,1999a), hal. 8



penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menjamin

otensitas dan obyektifitas pembahasan.

Tulisan-tulisan yang berkartan pembahasan dalam tesis in1, diantaranya

adalah:

I.

Arie Syantoso, Analisis Figth Keuangan Terhadap Asuransi Deposito

Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, (Studi Terhadap PP. No. 39 Tahun

2005 Tentang Lembaga Penjaminan Simpanan Pada Bank Syariah), Tesis

Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia,

tahun 2008. Tesis ini membahas mengenai perlu tidaknya bank syariah

terhadap asuransi deposito. Kesimpulan dari tesis ini adalah bahwa bank
syariah periu adanya asuransi deposito dengan alasan, yakni:

a. Manusia dituntun oleh ~‘Allah~SWT.;/ agar selalu berbuat tolong-
menolong (¢ ‘awun) antar sesamanya dalam kebatkan dan didasari atas
nilai takwa kepada Allah SWT. (Q.S. Al-Maidah:2)

b. Tidak boleh membefi~rrudarat kepadda orang lain dan tidak boleh
membalas kemudaratan dengan kemuvdaratan-di, dalam Islam. (HR.
Ibnu Majah).

Ufik Nur Arifah Hidayati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek

Asuransi Jiwa Syariah (Studi Asuransi Jiwa Syariak Bumi Putera 1912

Kantor Cabang Yogvakarta). Tesis Magister Studi Islam Program

Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, tahun 2007. Tesis imi membahas

mengenai tinjauan hukum Islam terhadap konsep dan mekanisme praktek

mudarabah pada produk Mitra Sakinah Asuranst Jiwa Syariah Bumiputera



1912 Kantor Cabang Yogyakarta, mengetahut apakah konsep dan
mekanisme praktek mudarabah produk Mitra Sakinah Asuransi Jiwa
Syariah Bumiputera 1912 Kantor Cabang Yogyakarta telah benar-benar
sesual dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kesimpulan tesis ini adalah
tinjauan hukum Islam mengenai konsep dan mekanisme mudarabah pada
Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 adalah:

a. Akumulasi Premi
Akumulasi premi pada Asuransi,Jiwa Bersama Bumiputera 1912
termasuk dalam bahasan ini Mhitra Sakinah telah sesuai dengan Fatwa
DSN Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001"

b. Konsep Mudarabah pada Asuransi jiwa Bersama Bumiputera [912
termasuk dalam bahasan ini/Mitra| Sakinah, dan telah sesuai dengan
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUVIV/2000.

. Titik Hadriyani, Asuranst Syariah Perspektif Hukum [slam (Studi Kasus di

P.T. Asuransi Takaful Yogyakarta). Tests Magister Studi Islam Program

Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, tahun 2007, Tesis ini membahas

tentang konsep asuransi syariah di PT. Asuransi Takaful Yogyakarta,

operasionalisasi dan mekanisme pengelolaan dana asuransi jiwa syariah di

PT. Asuransi Takaful Yogyakarta, operasionalisasi dan mekanisme

pengelolaan dana asuransi jiwa syariah di PT. Asuransi Syariah memiliki

potensit melahirkan sengketa atau tidak. Kesimpulan tesis ini adalah
konsep Asuransi Takaful Yogyakarta adalah menerapkan konsep bekerja

dengan konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan dan



berpedoman pada tiga prinsip tegaknya sistem Takaful yaitu saling
bertanggung jawab. Sistem operasional dan mekanisme pengelolaan dana
di PT Asuransi Takaful untuk produk Asuransi Takaful Pendidikan
Fulnadi telah dilakukan pemisahan yang tegas antara rekening dana
peserta dan rekening dana tabarr ‘u.

4. Fuad Amin, Kedudukan Asuransi Dalam Hukum Waris Islam, (Telaah
Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Rl No. 198K /4G 1992
Tentang Waris). Tesis Magister_ Studi Islam Program Pascasarjana
Universitas islam Indonesiaj-tahun 2008. Tesis int membahas kedudukan
asuransi jiwa dalam hukum wars Islam ferhadap Putusan Mahkamah
Agung RI No. 198/K/AG/1992 Tentang Waris, tinjauan hukum fslam
mengenai harta waris terkait dengan putusan Mahkamah Agung RI No.
198/K/AG/1992 Tentang Waris, Kesimpulan tesis ini adalah asuransi jiwa
dari asuransi Jamaah Haji BRI Blang Pidie sebesar Rp. 5. 302.000,- dalam
keputusan Mahkamah Agung RT™ "No. T198/K/AG/1992 adalah kurang
tepat, karena tidak!mempertimbangkan-kedudukan-asuransi jiwa dalam
hukum kewarisan Islam selain sebagai wasiat juga sebagai tirkah.
Sehingga dalam putusan Mahkamah Agung tersebut seharusnya adalah 1/3
sebagai wasiat dan 2/3 merupakan tirkah.

5. Munawarah, Kedudukan Santunan Asuransi Jiwa Dalam Hukum
Kewarisan Islam.* Skripsi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2008. Skripsi

* Munawarah, Kedudiukan Santunan Asuransi Jiwa Dalam Hukum Kewarisan Islam.
Skripsi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas [slam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, Tahun 2008. Hal. 84.



ini membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum Kewarisan Islam
dalam menyikapi masalah santnan asuransi jiwa sebagai harta tirkah.
Kesimpulan dar skripsi ini adalah pada dasarnya santunan atau uang
pertanggungan asuransi jiwa merupakan harta peninggalan bukanlah
sesuatu yang mustahil.

6. Hasanah, Faktor-faktor vang Mempengaruhi Perilaku Konsumen dalam
Menggunakan Jasa Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor{ Studi Pada
PT. Asuransi Dayin Mitra  Tbk, Cabang Yogyakarta). Skripsi Program
Studi Keuangan Islam Mu’amalah, Fakultas Syariah Universitas Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007 Isi-skripsi ini menjelaskan pengaruh
kebudayaan terhadap pertfaku konsumen dalam menggunakan jasa layanan
asuransi kerugian kendaraan‘bermotor pada PT. Asuransi Dayin Mitra
Tbk. Cabang Yogyakarta. Kesimpulan dari sknpsi int adalah variabel
kebudayaan mempunyai nilai t emiwng S€besar 5,814, Dengan demikian t
terhitung 1€D1H besar dar t qper'(5:814°>71,66 M )" Dengan demikian variabel
kebudayaan secara parsial mempunyai pengaruh‘positif yang signifikan
terhadap perilaku konsumen.”

7. Miftakhul Jannah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asuransi Tenaga
Kerja Indonesia (TK!). (Studi Analitik Kepmenakertrans No. 157/ MEN
2003). Skripsi Jurusan Mu’amalat Fakultas Svariah Universitas Islam

Negert Sunan Kalijaga Yogyakarta 2006, Menjelaskan bagaimana

® Hasanah, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen dalam
Menggunakan Jasa Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor,( Studi Pada PT. Asuransi Dayin
Mitra Tbk. Cabang Yogyakarta). Skripsi Program Studi Keuangan Islam Mu’amalah. Fakultas
Syariah Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007, hal. 107.



impiementasi asuransi dalam Kepmenakertrans No. 157/ MEN/ 2003
mengenai asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) . Sistem asuransi adalah
jaminan dengan imbalan ini tentu tidak sah, karena salah satu syarat
sahnya jaminan adalah apabila pemberi jaminan tersebut berlangsung
tanpa imbalan apapun. Karena itulah secara keseluruhan asuransi adalah
bathil.° Bila akad asuransi bathil, maka harta yang diperoleh adalah haram
karena diperoleh dengan jalan haram.

8. Nurul Lisani, Perjanjian Asuransi Jiwa Ditinjau Dari Perspektif Hukum
Istam, ( Studi Kasus di Asuransiddiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor
Operasional Yunior Selong: Lombok fimur). Skripsi jurusan Mu’amalah
Fakultas Syanah Insititut Agama Islam Negen Sunan Kaljjaga Yogyakarta
2004. TIsi skripsi ini adalah‘menilai pelaksanaan perjanjian asuransi di
Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Yunior
Selong Lombok Timur, secara umum dapat dikatakan telah sesuai dengan
hukum Islam.”

9. Ahmad Shalih, Kontrak Asuransi “Konvensional' (Studi Atas Pemikiran
Afzalur Rahman). Skripsi jurusan Mu’amalah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negen Yogyakarta 2004. Isi skripsi ini menggambarkan pandangan

Afzalur Rahman tentang kontrak asuransi konvensional. Menurut Afzalur

‘Miftakhul Jannah, Tinjouan Hukum Islam Terhadap Asuransi Tenaga Kerja
Indonesia (TKl). (Studi Analitik Kepmenakertrans No. 157/MEN/ 2003). Skripsi Jurusan
Mu’amalat Fakuitas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2006, Hal.
73

7 Nurul Lisani, Perjanjian Asuransi Jiwa Ditinjau Dan Perspektif Hukum Isiam, (
Studi Kasus di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Yunior Selong
Lombok Timur). Skripsi jurusan Mu’amalah Fakultas Syariah Insititut Agama Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004, Hal. 83.



Rahman, suatu kontrak asuransi dapat didefinisikan sebagai “suatu kontrak
dimana seseorang disebut ‘penjamin’ akan memberikan penanggungan
sebagai balas jasa atas imbalan yang telah disetujui yang disebut
‘tertanggung’ berupa sejumlah uang atau yvang senilai dari suatu kejadian
tertentu.®

10. Kuat Sutrisno, Srudi Atas Asas Hukum Islam Tentang Asuransi, Tesis
Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Magister Studi Hukum Islam
Konsentrasi Keuangan dan"Perbankan Svariah. Yogyakarta 2005. Is1 tesis
in1 mengetahur keabsahan, prinsip-pnnsip-hukum asuransi konvensional,
apakah prinsip-prinsip tersebut. dapat-ditérima oleh dasar-dasar syariat
Islam atau tidak, kalau tidak afternatife apa yang harus dibangun sehingga
keberadaan asuransi dapat-‘diterima oleh umat Islam, karena secara
prinsipil keberadaannya sangat bermanfaat bagi umat. Kesimpulan dan
tesis ini adalah Prinsip-prinsip hukum asuransi yang berupa Principle of
Insurable [Interest, Principle—of’ Utmost’ Good Faith, Principle of
Indemnity. Principle’of Subrogation, adalah prinsip, vang harus dipatuhi
dalam berasuransz.

11. Muhammad Johari, Respon Masvarakat Muslim Kota Mataram Terhadap
Asuransi Syariah, Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Magister Studi Islam Yogyakarta 2010. Isi tesis ini adalah mengetahui dan
menganalisa respon masyarakat muslim kota Mataram terhadap

keberadaan asuransi syariah. Kesimpulan dari tesis ini adalah respon

* Ahmad Shalih, Kontrak Asuransi Konvensional (Studi Atas Pemikiran Afzalur
Rahman). Skripsi jurusan Mu 'amalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Yogyakaria
2004. Hal. 101,
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masyarakat muslim kota Mataram terhadap asuransi syariah secara
keseluruhan adalah positif.9

12. Sit1 Aminah Camiago, Studi Komparatif Amtara Asuransi Konvensional
Dan Takaful Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Tesis Magister Studi
islam Program Pascasarjana Untversitas Islam Indonesia, tahun 2001. Isi
dari tesis ini adalah perbandingan antara asuransi konvensional dengan
Takaful menurut perspektif ekonomi Islam. Kesimpuian dari tesis ini
adalah hasil dari penelitiannya, membuktikan bahwa perjanjian kerjasama
antara perusahaan dan peserta berdasarkan-prinsip mudharabah sedangkan
dalam asuransi konvensional berdasarkan riba'’.

13. Ahmad Marzuki, Analisa Ffektifitas Strategi Pemasaran Asuransi Takaful
Keluarga. Tesis Magister/Studi Islam| Program Pascasarjana Universitas
Islam Indonesia, tahun 2003. Isi dari tesis ini adalah Analisa Efektifitas
Strategi Pemasaran Asuransi Takaful Keluarga. Kesimpulan dari tesis ini
adalah strategi pemasaran’ 'vang digunakan oleh perseroan dalam
memasarkan produk: asuransi, takaful keltarga'-adalah strategi vang
berorientasi pada pertumbuhan''.

Dan hasil kapan pustaka di atas tidak ada satupun karya penelitian

yang sama dengan penulis teliti.

*Muhammad Johari, Respon Masyarakat Muslim Kota Mataram T. erhadap Asuransi
Syariah, Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Magister Studi Islam
Yogyakarta 2010. Hal. 152.

'° Siti Aminah Caniago, Studi Komparatif Antara Asuransi Konvensional Dan T akaful
Datam Perspektif Ekonomi Islam. Tesis Magister Studi Istam Program Pascasarjana
Universitas Islam Indonesia, tahun 2001. Hal. 138

"' Ahmad Marzuki, Analisa Efektifitas Strategi Pemasaran Asuransi T akaful Keluarga,
Tests Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, tahun
2003. Hal 139.



B

E. Kerangka Teoritik

1.

Pandangan Islam Terhadap Harta dan Ekonomi

[slam mempunyar pandangan yang jelas mengenai harta dan
kegiatan ekonomi. Pandangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama: Pemiik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di
muka bumi ini, termasuk harta benda, adalah Allah SWT. Kepemilikan
oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah
mengelola dan memanfaatkan sesuaidengan ketentuan-Nya.

“Berimanlah kamu képada Allah dan Rasul-Nya dan
nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu
menguasainya. Maka orang-orang| yang beriman di antara kamu dan
menafkahkan (sebagian) hartanya mendapatkan pahala yang besar.”"?
Kedua: Status harta yang dimiliki manusia adalah:

a. Harta sebagai amanah (titipan) dari Allah SWT. Manusia hanyalah
pemegang amanah Karena-memang tidak' mampu mengadakan benda
dari tiada.

b. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa
menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan.

¢. Harta sebagai ujian keimanan.

d. Harta sebagai bekal ibadah, vakni untuk melaksanakan perintah-Nya
dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia, melalui

zakat, infaq dan shadaqah.

12QS. al-Hadid (57): (7)
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Ketiga: Pemilikan harta dapat dilakukan antara lain melalui usaha
(amal) atau mata pencaharian (/na’syah) yang halal dan sesuai dengan
aturan-Nya.t3

Keempar: Dilarang mencari harta, berusaha atau bekernja yang
dapat melupakan kematian, melupakan zikru//ah, melupakan shalat dan
zakat, dan memusatkan kekayaan hanya pada sckelompak orang kaya
saja.’*

Kelima: Dilarang /menempuh usaha yang haram, seperti melalui
kegtatan riba, perjudian, berjual-beli, barang yang dilarang atau haram,
mencuri, merampok, penggasaban, curang-dalam takaran dan timbangan,
melaiul cara-cara yang~bathil dan merugikan dan melalui suap

menyuap.

2. Nilai-nilai Sistem Perekonomian Islam
a. Perekonomian masyarakat-luas, bukan hanya masyarakat muslim,
akan memjadi baik _bila_menggunakan kerangka kerja atau acuan

norma-norma Islami.

“*Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malaibary, Fathu al-Mu ‘in Bisyarhi Qurratu al-'Ain
Semarang: Toha Putra Semarang, 1 t), hal. 66-67 .

“QS. Al-Hasyr (59) : (7)

' Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malaibary, Fathu al-Mu 'in Bisyarhi Qurratu al-* Ain,(
Semarang: Toha Putra Semarang, tt), hal. 67. Lihat juga Muhammad bin Qasim al-Gazi,
Fathu al-Qarib al-Mujib,(Semarang: Toha Putra Semarang, t.t) hal. 31. Lihat juga, Zakariya
al-Anshori, Tuhfah at-Tullsh, (Semarang: Toha Putera Semarang, t.t), hal. 67. Lihat juga,
Nawawi bin Umar al-Jawi, Tausyeh ala Ibni Qasim, (Surabaya: Syirkah An-Nur Asiya, t.1),
Hal. 132. Lihat juga, Abi Ishaq Ibrahim bin ‘Ali bin Yusup al-Faeruzabadi as-Syaerozi, Al-
Muhazab, (Semarang: Toha Putera Semarang, t.t), hal. 367 Jilid. 1. Lihat juga, Abdullah al-
Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: Darul Haq,
2004/1425), Hal 11. Muhammad Amin al-Kurdi, Tanwir al-Qulub, (Semarang: Toha
Putera Semarang, t.t), Hal. 292 Lihat Abi Bakn, I'anatut at-Tolibin, (Baerut: Dar al- Thyai
at-Turasi al-* Arobi, 1.t ), hal. 8. Jilid. 3-4.
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Banyak ayat Ai-Qur’an yang menyerukan penggunaan kerangka
kerja perekonomian Islam, diantaranya:
“Makan dan minumiah dan nzki yang diberikan Allah dan janganiah
berkeliaran di muka bumi ini dengan berbuat kerusakan.”'®
Keadilan dan persaudaraan menyeluruh.
Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan sosial
yang solid. Dalam tatanan itu, setiap individu diikat oleh
persaudaraan dan kasih- sayang bagai satu keluarga. Sebuah
persaudaraan yang universal‘dan tak diikat batas geografis.
“Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu seorang
laki-laki dan seorang> perempuan serta menjadikan kamu bersuku-
suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal.
Sesungguhnya orang-yang-paling-mulia diantara kamu di sisi Allah
adalah orang vang/ paling ‘bertagwa. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui, Maha Mengenal. g
Keadilan dalam Istam memiliki impikas: sebagai berkut:
1) Keadilan sosial
Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. Maka,
semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama di
hadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan yang kaya dan
yang miskin, demikian juga tidak membedakan yang hitam dan
yang putth. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan

yang lain adalah ketagwaan, ketulusan hati, kemampuan dan

pelayanan pada kemanusiaan.

**QS. al-Bagarah (2): (60)
17QS. al-Hujurat (49): (13)
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“Sesungguhnya Allah tidak melthat pada wajah dan
kekayaanmu, tapi pada hati dan perbuatan (yang ikhlas). 18
Sifat-sifat tersebut merupakan cermman dan ketaqwaan
seseorang.

2) Keadilan Ekonomi
Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap
individu dalam masyarakat dan di hadapan hukum harus
diimbangi dengan keadilan, ekonomi. Tanpa pengimbangan
tersebut, keadilan sosial kehilangan makna. Dengan keadilan
ckonomi, setiap individu akan” mendapatkan haknya sesuai
dengan kontribusi msing-masing kepada masyarakat.

3) Keadilan Distribust Pendapatan
Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam
masyarakat berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam
terhadap  perSaudaraan’ — dan ¥ keadilan  sosial-ekonomi.
Kesenjangan harus_diatasi  deéngan) menggunakan cara vang
ditekankan Islam. Diantaranya adalah dengan:'’
a) Menghapuskan monopoli, kecuali oleh pemerintah untuk

bidang-bidang tertentu.

®Ibnu Majah , Sunan Ibnu Majah, dalam kitab Al-Qona‘ah, (tnt. : Al-Maktabah
Asy-Syamilah, t.t ), juz, 2.,hal. 1388. E.Book

“Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan,
(Jakarta: Tazkia Institute, 999), hal 51.
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b) Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif
dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulast,
maupun konsumsi.

¢) Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup (basic needs
Julfillment) setiap anggota masyarakat.

d) Melaksanakan “ar-takaful al-ijtimar” atau “social economic
security insurance” di mana yang mampu menanggung dan
membantu yanhg tidak-mampun

Dengan cara itu, Standaf kehidupan setiap individu akan febih
terjamin. Sisi manusiawi, dan kehormatan setiap individu akan lebih
terjaga sesuai dengan martabat yang telah melekat pada manusia sebagai
khalifah Allah di muka bumi: Rsulullah' SAW bersabda:

“Bukan muslim yang baik, orang yang tidur dengan kenyang

sementara tetangganya tak tidur karena kelaparan.”

Kebebasan Individu dalam Konteks kesejahteraan Sosisl.

Pilar terpenting dalam keyakinan seorang muslim adalah
kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah. la tidak tunduk
kepada siapapun kecuali kepada Allah.

Menyangkut masalah hak individu dalam kaitannya dengan
masyarakat, para sarjana muslim sepakat pada prinsip-prinsip sebagai

berikut:

2QS. ar-Ra’du (13) : (36)
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a. Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dart
kepentingan individu.

b. Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat
(menolak kerusakan itu didahulukan dari pada memberi
kemaslahatan), meskipun keduanya sama-sama merupakan tujuan
syariah.’!

¢. Kerugian yang lebih besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan
vang lebih kecil”%.

4. Metode Penemuan Hukum Islam.

Istilah hukum Islam (figh) seringdisinonimkan dengan syariah.
Isttlah syariah secara ketat dimdentifikasikan dengan wahyu ilahi,
sementara istilah figh secara lebih longgar dipergunakan untuk segala
bentuk hasil'fjtihad manusia.”Syariah menjangkau dan meliputi lingkaran
yang luas™ sementara figh-jangkauannya lebih sempit yang dimaksudkan
untuk menghukumi | perbuatan (a/-akkani) aléamalivah) manusia.**
Ringkasnya, syariah ditetapkan oleh Allah dan Rasuinya, sedangkan figh
hasil usaha manusia. Jadi figh adalah refleksi dan pergumulan akal
manusia atas ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis Nabi yang melalui sederet

tahapan dan dialektikanya dengan realitas empirik.

“Suyuti, Al-Asybah Wa an-Nadloir, (1.nt. Al-Maktabah Asy-Syamilah, t.t), hal. 87
E. Book

* Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta
Tazkia Institute dan Bank Indonesia, 1999), hal. 53.

®Muhammad Zuhri, Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah, (Jakarta: P.T. Raja
Grafindo, 1996), hal. 2

**Abdul Wahad Khalaf, lmu Ushul Figh, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978}, hal. 11.



17

Ulama telah meletakan dan mengembangkan kaedah-kaedah
deduksi hukum (istimbat) yang menjadi perangkat penting dalam
menggall hukum atau ijtthad. Ada tiga (3) macam perangkat atau metode
vang dikembangkan oleh ulama Ushul Figh yakni,Perfama, metode yang
dilakukan dengan langsung mengembalikan kepada Nash al-Qur’an dan
Hadis. Kedua, metode yang dilakukan dengan tidak langsung
mengembalikan kepada nash tetapi melalui kaidah-kaidah umum yang
dikenal dengan kaidah fighivyah. Dan kefiga, metode penyelarasan. Jenis
metode yang pertama terbagidiga (3) macam vaitu metode istinbat

2 metode istinbat 1a '1ili*® danmetode istimbath istislahi® Ketiga

bayani,
metode 1n1 dikenal dengan; metode \usuli(pokok), metode kedua disebut
dengan metode istinbat qowaid kulliyvah®™ vakni seperangkat kaidah
yang dibangun berdasarkan_penelitian induktif tethadap berbagai kasus
hukum yang kemudian dijustifikasi dengan nash yang bersifat kul/ivvah
untuk menyelesaikan “Kasus-kasus' " cabang. Sedangkan merode
penvelarasan adalah ‘metode-untuk | mempertermukan berbagai konflik

hukum dan menyelesaikan pertentangan antara dalil-dahil baik melalui

Jama', nasakh dan tarjih.”’

*Interpretasi Literal, deduksi hukum yang didasarkan pada kaidah bahasa dan makna
lafadz.

**Kausasi, metode penemuan hukum yang tertumipu pada rasio/alasan logisthikmah
dari sebuah ketetapan hukum.

*Metode penemuan hukum yang didasarkan kepada dalil-dalil umum karena tidak
ada dalil yang spesifik.

**Metode penemuan hukum yang didasarkan kepada kaidah-kaidah yang diambil dari
kasus-kasus hukum Islam secara induktif yang kemudian dicarikan dailnya yang bersifat
kully.

“Mempertemukan berbagai konflik hukum dan pertentanan antara dalil-dalil baik
melalui pengumpulan, pengunggulan dan pembatalan.
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F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library
research) vyaitu penelitian yang obyvek utamanya adalah buku-buku
kepustakaan dan literatur lamnnya, yang berkaitan dengan judul di atas.

Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian, ini -adalah menggunakan dua (2)
pendekatan yaitu yuridis-normatif. dan sosio-historis™.

Pendekatan yang pertama yuridis-normatif, yaitu cara mendekati
masalah dengan pendekatan-‘secara hukum yang berlaku dalam hal
hukum Islam. Karena itu pendekatan untuk memahami hukum asuransi
jiwa adalah pendekatan fikith dan ushul figih, yakni pendekatan yang
bertitik tolak kepada kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang
digunakan sebagai alat untuk’ memperoleh hukum-hukum syara yang
amaliy dari dalil-dalil yang tafsiliy.”’

Kedua, pendekatan sosio-historis yattu suatu pendekatan masalah

dengan melihat latar sejarahnya’. Asumsinya setiap produk pemikiran

**M.Iksanudin, Pemikiran Keagamaan Muhammadiyah Dan NU Tentang Hak
Reproduksi (Studi Perbandingan Hasil Keputusan MT-PPI Muhammadiyyah dan LBM NU),
Tesis Magister, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007, hal. 18 Lihat juga, Agus Salim,
Pengantar Sosiologi Mikro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal.1.

**Abdut Wahab Khalaf, Il Usul al-Figh, (Kuwait: Dar al-Qalam, t.t.), hal. 12.

*M Iksanudin, Pemikiran Keagamaan Muhammadiyah Dan NU Tentang Hak
Reproduksi (Studi Perbandingan Hasil Keputusan MT-PPI Muhammadiyyah dan LBM NU)),
Tesis Magister, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007, hal. 18. Lihat juga, Agus Salim,
Pengantar Sosiologi Mikro, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), hal 1.
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orang, kelompok atau organisasi (Nahdlatul Ulama dan Dewan Syariah
Nasional) pada dasarnya merupakan hasil interaksi dengan lingkungan
sostal dan budaya yang melingkupinya.

Pendekatan ini berguna untuk melihat latar belakang pemikiran dan
faktor-faktor yang mempengaruh: kedua organisasi ini. Kedua pendekatan
int digunakan sebagai starting point atau kaca mata intelektual untuk
melihat dan memahami data penelitian tentang Nahdlatul Ulama (NU) dan

Dewan Syariah Nasional (DSN)serta keputusan yang dihasilkannya.

. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan datanya didasarkan atas data
primer dan data sekunder:-‘Data primer'adalah data yang diperoleh
langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya,
diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

b. Ahkamu al-Fuqaha fi’ Mugororeti Muldmiratis\ Nahdlati al-*Ulama
Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keutusan Muktamar, Munas
dan Konbes Nahdlatul Ulama.

Sedangkan data sekunder adalah data vang diusahakan sendiri
pengumpulannya oleh peneliti sebagai pelengkap dan penguat data primer,
diantaranya adalah:

a. Muhammad Sulaiman al-'Asyqor, Buhus Fighiyyi i Qadaya

Igtisodiyyah Mu‘asiroh, (Yordania: Dar an-Nafa'is, 1998 M/1418 H)
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b. Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama dan

Cendikiawan, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999).

Husain Husain Syahatah, Aswransi dalam Perspektif Syari‘ah,
(Jakarta: Amzah, 2006).

AM. Hasan Al, Aswransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu
Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis, (Jakarta: Prenada
Media, 2004)

Kitab-kitab fiqih yang secara umum membicarakan mengenai tema

diatas, diantaranya adalah;

a.

Zainuddin bin Abdul-Aziz al-Malaibary, Fathu al-Mu'in Bisyarhi
Qurratu al-"Ain,( Semarang: Toha Putra Semarang, t.t).

Muhammad bin Qasim al-Gazi; Fathi al-Qarib al-Mujib,(Semarang;
Toha Putra Semarang, t.t) hal.

Zakariya “al-Anshori, Tuhfah ai-Tullab, (Semarang: Toha Putera
Semarang, t.t).

Selain pustaka di_atas, digunakan pula pustaka pendukung dalam

penulisan tesis ini yang berupa literatur atau bahan-bahan pustaka yang

isinya cukup relevan dalam proses penulisan tesis ini, yang terdapat dalam

wujud artikel dari koran, majalah, internet, jurnal penelitian, dan Ilain

sebagainya.
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4. Metode Pengolahan Data dan Analisa Data

a.

Pengolahan Data
Dalam penelitian ini, penyusun akan menguraikan metode
pengolahan data. Adapun langkah-langkah vang ditempuh dalam
suatu penelitian kepustakaan {/ibrary research) dengan teknik
pengumpulan data secara dokumentasi, adalah:
1) Mengedit data, yaitu memenksa atau meneliti data yang diperoleh
(data primer dan data sekunder yangterkait dengan penelitian ini).
2) Menganalisa data, yaitu data yang felah terkumpul dan dilakukan
pengeditan, maka| tahap selanjutnya adalah memberikan analisa
terhadap data yang-ada. Metodenya dengan content-analisis yakni
investigasi tekstuatmelalui-analisis ilmiah terhadap isi pesan suatu
komunikasi yang terungkap dalam media cetak atau buku.”
3) Memaknai data, yaifu menghubungkan antara kasus dengan
konteks permasalahan yang diangkat.
4) Menarik kesimpulan'sebagai hasil .dari| langkah-langkah tersebut
diatas.
Analisa Data
Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan metode
comparative-interprelative analysis.34 comparative-interpretative

analysis yakni analisis yang mendasarkan pada penafsiran data-data

335arjono dkk, Pedoman Penulisan Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyyah UIN

Sunan Kalijaga, 2004), hal. 22.

* M Iksanudin, Pemikiran Keagamaan Muhammadivah Dan NU Temtang Hak

Reproduksi (Studi Perbandingan Hasil Keputusan MT-PPI Muhammadiyyah dan LBM NU),
Tesis Magister, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007, hal. 18.
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tersebut, mendeskrepsikan hasil penafsiran dan memperbandingkan
dengan asumsi mencari perbedaan dan menarik persamaan yang
berhubungan dengan tema penelitian ini. Alat analisis ini digunakan
untuk mengkaji bagaimana DSN dan NU memutuskan satu keputusan
tentang tema yang sama dengan cara diperbandingkan. Dart sini akan
terlihat persamaan dan perbedaan keputusan hukum/fatwa dari kedua
organisasi tersebut. Penalaran yang digunakan dalam analisa data
adalah penalaran deduktif.35 yakni “menganalisis data-data yang
bersifat umum kemudian ditank. kesimpulan yang bersifat khusus.
Metode deduktif ini digunakan dalam tangka memperoleh gambaran
secara umum mengenai-hasil keputusan hasil muktamar NU yang ke-
XIV di Magelang dan fatwa Dewan| Syariah Nasional tentang hukum
asuransi Jiwa. Disamping itu, penyusun juga menggunakan penalaran
induktif;*yakni metode vang berangkat dari‘suatu pengetahuan yang
khusus atau fakta-fakta“yang- bersifat Khusus untuk atau fakta-fakta
yang bersifat khusus untuk’ menemukan kesimpulan umum. Metode
induktif dipakai dalam rangka memperoleh gambaran secara detail
mengenai hasil keputusan hasil muktamar NU yang ke-XIV di
Magelang dan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang hukum asuransi

Jiwa. Kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

**Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hal. 36
% Sutrisno Hadi, Op. Cir,, hal. 42.
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G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini terdiri dari tiga (3) bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian
ist dan bagian akhir. Bagian pendahuluan terdirt dan Bab [, bagtan isi terdin
dari Bab II, Bab III dan Bab IV, dan bagian akhir terdiri dari Bab V. Masing-
masing bagtan dan masing-masing bab saling berhubungan.

Bab [, berisi pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka
teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab I ini mencerminkan
pertanggungjawaban 1lmiah dan keselurahan isi tesis yang nantinya didukung
dengan kedalaman suatu pengertian pada Bab’ II, Bab III, dan Bab IV, serta
nampak hasil penelitian im pada bab V yang merupakan akhir tesis. Pada
bagian pertama penelitian int-menguraikan’tentang pertanggungjawaban
metodologis peneitti. Uraian int dimaksudkan untuk membertkan jawaban
umum atas pertanyaan metodologis: apa, mengapa, dan bagaimana penelitian
ini dilakukan.

Pada bab kedua,vakan diuraikan tentang sejarah'asuransi, konsep dan
problematikanya di Indonesia. Bahasan in1 penting untuk titik pijak melihat
konsepsi teoritik dan realitas pembahasan asuransi I[slam untuk dijadikan
dasar pada pembahasan bab selanjutnya.

Pada bagian ketiga akan diuraikan bahasan tentang pusaran dan
dinamika pemikiran keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) dan Dewan Syariah
Nasional (DSN) dart sejak awal berdiri hingga responnya dengan persoalan

kontemporer baik kaitannya dengan respon terhadap kasus hukum
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kontemporer maupun perkembangan metodologi ijtihadnya yang kemudin
terlembagakan dalam Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Lembaga Babhs ul
Masail NU. Dalam bab ini juga diuraikan tentang metode ijtihad kedua
organisasi dalam mengkaji persoalan-persoalan sosial-budaya modern.

Dilanjutkan dengan bab keempat yang akan mendeskrepsikan
pemikiran para ulama yang tertuang dalam hasil muktamar Nahdlatul Ulama
(NU) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan analisis terhadap jalan
pemtkiran dan argumentsi ulama tentang asuransi Islam.

Pada bab kelima akan diuraikanumengenai pembahasan dan analisis.
Penelitian in: akan diakhiri| dengan penutup” yang berisi kesimpulan dan

rekomendasi.



BAB 11
SEJARAH ASURANSI, PRINSIP DAN PROBLEMATIKANYA

DI INDONESIA

A. Pengertian Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, insurance,'vang dalam
bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadops: dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia dengan padanan’Kata “Pertanggungan™.’® Echols dan
Syadilly memaknai kata insuranceidengan (a) asuransi, dan (b) jaminan.’
Dalam bahasa Belanda biasa disebut denigan istilah assurantie (asuransi) dan

verzekering (pertanggungan).’

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246
dijelaskan bahwa yang\dimaksud-asuransi_atau pertanggungan adalah suatu
perjanjian (timbal balik), dengan mana séorang penanggung mengikatkan diri
kepada seorang tertanggung, ~dengan menerima ssuatu premi, untuk
memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya,

karena suatu peristiwa tak tentu (onzeker vooral).’

'John M. Echols dan Hassan Syadilly, Kammus Inggris-Indonesia, (Jakarta:
Gramedia, 1990), hal. 326.

2 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hal. 63

? John M. Echols dan Hassan Syadilly, Op., Cit. hal. 63

erono Prodjodikoro, Hukum Asuranst di Indonesia, (Jakaria: Pembimbing, 1958),
hal. 1. Lihat juga, Ali Yafie, Menggagas Figih Sosial, (Jakarta: Mizan, 1994), hal. 205

*HMN. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6, (Jakarta:
Djambatan, 1996), hal.1.

25
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Definisi Asuransi menurut Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian Bab I Pasal I:

“Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak
atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada
tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan
penggantian kepada lertanggung karena kerugian, kerusakan, atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada
pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu
peristiwa yvang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang
didasarkan  atas  meninggal  atau  hidupnya  seseorang  yang
dipertanggungkan”.

Sejarah Asuransi dan Perkembangannya

Secara historis, kajian tentang ‘‘pertanggungan” telah dikenal sejak
zaman dahulu dan telah diprakiekan di tengah<tengah masyarakat, walaupun
dalam bentuk yang sangat sederhana.’ Ini dikarenakan nilai dasar penopang
dar konsep “pertanggungan™ yang-terwujud-dalam bentuktolong-menolong

sudah ada bersama dengan adanya manusia.

Konsep asuranst sebenarnya sudahdikenal sejak zaman sebefum
Masehi di mana manusia pada masa itu telah menvelamatkan jiwanva dari

berbagai ancaman, antara lain kekurangan bahan makanan. Salah satu cerita

Mustehuddin, Op.cit. hal. 12. Muslehuddin memberikan komentar yang panjang
lebar dengan mengawali penjelasannya tentang kehidupan masyarakat yang berada dalam
suatu koloni (kelompok), yang secara tidak langsung mempunyai semangat untuk bekerja
sama dan tolong menolong di antara mereka. Hal ini ditandai dengan perkembangan
kehidupan masyarakat yang bergerak secara bertahap, yaitu : masyarakat har, masyarakat
barbar, dan masyarakat beradab. Lihat juga GH. Sabine, A4 History of Political Theory,
(London: etc, 1951), hal. 55.
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mengenai kekurangan bahan makanan terjadi pada zaman Mesir Kuno semasa

Raja Firaun berkuasa.’

Sejarah asuransi jiwa di Indonesia dimular sejak terjadinya migrasi
usaha dari negeri Belanda® yang dibawa oleh para intelektual negara tersebut
ke Indonesia untuk menjamin kehidupan mereka, dalam bentuk maskapai
seperti N.V. Levensverzekering Maatschappij van de Nederlanden van 1845,
N.V. Levensverzekering Muaatschappyy NILLMILJS van 1859, dan Onderinge

Levensverzekering Genootschap de Olveh van1879.

Perkembangan asuransi syariah.di Indonesia baru ada pada paruh
akhir tahun 1994, yaitu dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia pada
tanggal 25 Agustus 1994, dengan,  diresmikannya PT Asuransi Takaful
Keluarga melalui SK Menkeu No. Kep-385/KMK.017/1994°. Pendirian
Asuransi Takaful’ Indonesia diprakarsai~.oleh Tim—Pembentuk Asuransi
Takaful Indonesia (TEPATIL)“vang dipetopori oleh ICMI melalui Yayasan
Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonésia, Asuransi\Jiwa Tugu Mandiri,

Pejabat dari Departemen Keuangan, dan Pengusaha Muslim Indonesia.

"Cerita ini terekam dalam kitab suci al-Qur’an, QS. Yusuf (12): 42-49.

*Herman Darmawi, Op. cit., hal 226 Lihat juga Djoko Prakoso, Hukum Asuransi
Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 296. Lihat juga, Veithzal Rivai dkk, Bank and
Financial Institution Managemen Conventional and Sharia System, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2007), hal. 1001

*Modul Basic Training, TdanT Departemen PT. Asuransi Takaful Keluaraga, hal. 2
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C. Prinsip Dasar Asuransi

Industri asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa,

memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelengaraan

kegiatan perasuransian di mana pun berada.

1.

Insurable Interest (Kepentingan yang Dipertanggungkan)

Secara sederhana insurable interset dapat dipahami bahwa orang

itu akan menderita apabila peristiwa-yang-dipertanggungkan itu terjadi. "

Utmost Good Faith (Kejujuran'Sempurna)

Utmost  good  faith “adalah bahwa kita berkewajiban
memberitahukan sejelas-jelasnya/dan_teliti mengenai segala fakta-fakta

penting yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan.'’

Indemnity (Indemnitas)

Kebanyakan kontrak) asuranst, kerugian dan kontrak asuransi
kesehatan merupakan | kKontrak, “indémnity. atau/\‘kontrak pergantian

kerugian™ '

Penanggung menyediakan pergantian kerugian untuk
kerugian yang nyata diderita tertanggung, dan tidak lebih besar dari pada

kerugian ini. Batas tertinggi kewajiban penanggung berdasarkan prinsip

"°Lihat Gene A. Morton, Op., cit. hal. 8.
Sigit Triandary dkk, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta: Salemba Empat,

1999),hal. 208.

’Perusahaan asuransi menggunakan dua bentuk perjanjian dalam menetapkan

jumlah pembayaran pada saat jatuh tempo; (a) kontrak nilai (valued contract, (b) kontrak
indemnity (contract of indemnity). Kontrak ini adalah perjanjian di mana jumlah pembayaran
ditetapkan sebelumnya, seperti dalam  asuransi jiwa, besarnya santunan meninggal
dicantumkan dalam polis. Kontrak indemnity adalah perjanjian yang jumlah santunannya
didasarkan atas jumlah kerugian finansial yang sesungguhnya, sebagaimana ditetapkan pada
saat terjadinya kerugian. Lihat Gene A. Morton, Op., cif. hal. 4-5.
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i1 adalah memulihkan tertanggung pada ekonomi yang sama dengan

posisinya sebelum terjadi kerugian.

4. Subrogation (Subrogasi)

Prinsip subrogasi diatur dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang

Hukum Dagang, yang berbunyi:

“Apabila seorang penanggung telah membayar  ganti rugi
sepenuhnya kepada tertanggung—maka-penanggung akan menggantikan
kedudukan tertanggung dalam segala hal-untuk menuntut pihak ketiga

yang telah menimbulkan kerugianpada tertanggung "."

Pada umumnya, seseorang yang menyebabkan suatu kerugian
bertanggung jawab atas kerusakan/kerugian itu. Dalam hubungannya
dengan asuransi, pihak pepanggung,mengambil alih hak menagih ganti
rugt pada pihak yang menyebabkan kerugian setelah penanggung melunasi

kewajibannya pada tertanggung. ™

5. Contribution (Kontribusi)

Tertanggung dapat saja mengasuransikan harta benda yang sama
pada beberapa perusahaan asuransi. Namun bila terjadi kerugian atas objek
yang diasuransikan maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi.
Prinsip kontribusi berarti bahwa apabila penanggung telah membayar

penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka penanggung berhak

I Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 284,(Bandung:Citra Umbara,
2009), hal 112
"“Herman Darmawi, Op., cit. hal. 69.
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menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terhbat suatu pertanggungan
(secara bersama-sama menutup asuransi harta benda milik anda) untuk
membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding

dengan jumlah pertanggungan vang ditutupnya.

6. Proximale Cause (Kausa Proksimal)

Apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau
kecelakaan, maka pertama-tama penanggung akan mencan sebab-sebab
yang aktif dan efisien yang mengerakan suatu rangkaian peristiwa tanpa
terputus schingga pada akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan
tersebut. Suatu prinsip yang digunakan untuk mencari penyebab kerugian
yang aktif dan efisien adalah =*Unbroken Chain of Events” yaitu suatu

rangkaian mata rantai peristiwa yang tidak terputus.

D. Manajemen Asuransi

Manajemen asuransi-adalah,sebuah cara dalam/mengelola perusahaan
asuranst supaya opersionalnya berjalan dengan baik dan dapat diharapkan
menghasilka rerurn positif bagi perusahaan beserta para staf yang bekerja di

dalamnya.'®

Phttp//www. googie. com. Tentang Dasar-dasar Asuransi. Diakses pada tanggal 10
November 2011,

'®Manajemen secara umum didefinisikan oleh James AF Stoner sebagai proses
merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota
organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi (perusahaan} untuk mencapai
sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. Lihat James AF Stoner dkk, Manajemen, Jilid 1,
{Jakarta: Prenhalindo, 1996), hal. 7.
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Huggins membagi 9 divisi dalam sebuah perusahaan asuransi jiwa
dan asuransi kesehatan, vakni; marketing, aktuarnia, underwriting,
customer, service, administrasi klaim, investasi, akuntansi, hukum, dan

sumber daya manusia.'’

1. Marketing

Fungsi pemasaran dalam perusahaan asuransi konvensional
dituntut untuk memperkenalkan dan menjual produk-produk asuransi

kepada calon nasabah (prospecting).

2. Aktuaria

Dalam divisi aktuaria kegiatan-utama yang dilakukan adalah
melakukan studr statistik-dan|finansial-jangka panjang melalui prinsip
vang diterapkan dalam hukum bilangan besar, yaitu dalam bentuk
pengalaman masa lalu untuk” dijadikan perkiraan-perkiraan di masa

datang.

3. Underwriting
Underwriting disebut juga seleksi resiko, adalah proses
penaksiran dan penggolongan tingkat resiko yang terdapat pada

seorang calon tertanggung. 18

"7 Lihat Kenneth Huggins, Operations of Life and Health Insurance Companies,
{terjemahan Yayasan Dharmaputera), Operasi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Asuransi
Kesehatan, (Jakarta: Yayasan Bumiputera, 1992), hal. 76-77

" Am. Hasan Alj, Op., cit., hal. 89
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4. Customer Service

Customer Service mengarahkan pada lingkup kegiatan yang
luas dari perusahaan dan para petugas yang menangani hal tersebut
agar menjaga pelanggan tetap puas sehingga mereka tetap terus
menerus melakukan bisnis dengan perusahaan tersebut dan bersikap

positif tentang perusahaan itu kepada pelanggan potensial lainnya.

5. Administrasi Klaim

Bidang klaim dari suatu perusahaan asuransi bertanggung
jawab untuk memenuhi pembayaranuang sebagaimana yang dijanjikan
oleh perusahaan dalam -polis asuransi(/Untuk memenuhi tanggung
jawab perusahaan kepada - para -pemegang polis, ahli warns dan
tertanggung, bidang klaim harus dapat meyakinkan bahwa benefit

dibayarkan segera kepada yang béthak "’

6. Investasi

Sebagai "hasil-operast ‘perusahagn—asuransi maka terkumpul
sejumlah besar uang untuk pembayaran klaim di masa datang, Apabila
ditambahkan terhadap dana perusahaan 1tu sendiri maka jumlahnya
menjad: sangat besar untuk dibiarkan menganggur tanpa
ditnvestasikan. Inilah tanggung jawab dan bagian keuangan

perusahaan untuk menginvestasikannya”. Karena porsi dana yang

'"Kenneth Huggins, Op., cit. hal. 350
2Herman Darmawi., Op., cit. hal 49
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diinvestasikan itu nantinya akan disalurkan melaln klaim mendatang

maka tujuan investasi perusahaan asuransi itu harus aman.

. Akuntansi

Fungsi akuntansi adalah memberikan informasi yang paling
penting dalam pengelolaan bisnis. Akuntansi adalah suatu sistem
pengumpulan, penganalisaan dan meringkaskan data keuangan.*'
Sistem i memberi informast yang diperfukan untuk membuat
keputusan bisnis danv)untuk melengkapi persyaratan-persyaratan

laporan keuangan.

. Divisi Hukum

Perusahaan asuransi| dipandu oleh undang-undang yang
berpengaruh terhadap hubungan perusahaan dengan pemegang polis,
ahli wans;pemegang saham; nasabah;karyawan, agen; perusahaan lain
dan pejabat pemerintah!*2_Oléh—karena \itu, perusahaan asuransi
memihiki divisi hukum yang berfungsi ‘mengamati kegiatan-kegiatan
perusahaan dan mengevaluasi apakah perusahaan telah memenuhi
tanggung jawab hukum kepada semua pihak. Divist hukum juga
membantu perusahaan melindungi hak-haknya. Departemen ini dapat
disebut juga departemen undang-undang (law departement) atau

departemen pelayanan hukum (legal service department).

2! Am Hasan Ali., Op. cit., hal. 90.
2K enneth Huggins, Op., cit. hal. 449
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9. Sumber Daya Manusia

Tanpa memandang bentuk organisasi atau tempatnya dalam
perusahaan, maka setiap staf divisi sumber daya manusia
melaksanakan fungsi-fungsi seluruh bagian perusahaan asuransi.

Adapun tugas dari staf divisi sumber daya adalah:*

a. Menghimpun proyeksi dan memperkirakan kebutuhan pegawati,
b. Merekrut pegawai-pegawai potensial;
c. Membantu para kepala divisi menyeleksi pegawai untuk posisi

yang diperlukan.

E. Teori Dasar Asuransi

Dalam kegiatan bisnis asuransi segala sesuatu diarahkan untuk
memproteksi keadaan di masa'mendatang yang belum pasti terjadi atas sebuah
resiko yang berkaitan dengah ‘filailaktivitas ekongmi seseorang.”* Menghadapi
masa yang akan datang(future~time) merupaka sesuatu yang tidak dapat
dipungkiri oleh manusia, walaupun dalam wujudnya keadaan yang akan
datang terjadi di masa mendatang itu belum jelas realitanya. Ini dikarenakan
kenyataan dari kehidupan manusia berjalan sejara linier yang terikat oleh masa
lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu adalah kegiatan

yang dilakukan oleh manusia yang sifatnya sudah dapat dipastikan. Sedang

 Kenneth Huggins, Op., cit. hal. 449., hal. 476

*Agus Benjamin, Asuransi Tetap Relevan Selama Ada Resiko Yang Tak Pasti,
(Majalah Asuransi , Media Asuransi Bisnis Perasuransian Dan Keunangan), Edisi 249, 1
Oktober 2011 Tahun XXXI, hal. 20.
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masa sekarang adalah sesuatu yang sedang dikerjakan dan belum dapat
dipastikan hasilnya. Apalagi masa yang akan datang adalah sebuah masa yang
penuh dengan ketidakjelasan dan ketidakpastian (uncertainty). Seseorang
tidak akan dapat memastikan apakah dia masih hidup atau masih dalam
keadaan sehat di masa satu minggu ke depan ? Atau pertanyaan apakah
keadaan harta seseorang akan tetap terhindar dari musibah atau bencana?

Sebuah pertanyaan yang tak akan ada jawabanya.

Konsep penting dalam menentukan probabilitas ini adalah Hukum
Bilangan Besar (the lawa of large ntumbers), Menurut Hukum Bilangan Besar,
makin banyak jumlah observasioyang dilakukamn atas suatu peristiwa, semakin
besar kemungkinannya bahwa’ observasi tersebut menghasiikan estimasi

probabilitas yang benar.”’

F. Nilai Filosofis Asuransi Syariak

Sebagai makhluk yang,lemah;unanusiacharus senantiasa sadar bahwa
keberadaannya tidak akan mampu hidup sendin tanpa bantuan orang lain.

Firman Allah SWT dalam QS. al-Maidah (5): 2%

»Gene R. Morton, Principles of Life and Health Insurance, (Terjemahan oleh
Yayasan Dharma Bumiputera), Dasar-dasar Asuransi Jiwa dan Asuransi Kesehatan,
(jakarta: Yayasan Dharma Bumiputera, 1996), cet. Ke. II, hal. 6. Bandingkan dengan
Muhammad Nejatullah Siddiqi, Insurance in an Islamic Economy, (Leicester: The Islamic
Foundation, 1978}, hal. 17.

*Muhammad bin Ahmad Ash-Shalih, Asuransi Takaful Membangun Kinerja
Perekonomian Secara Islami, (Solo: Citra Islami Press, 1997M /1417 H), hal. 110
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a3 A ) A gy o paadly WY e 1giglas Wy ssiilly ) e 1giglaty

(Y ; sakall) Calialdl

Artinya : ”........Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebatkan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya

Allah amat buruk siksa-Nya”. (QS.al-Maidzah (5) : 2).”

Dengan ayat ini, manusia-dituntun oleh Allah SWT. agar selalu
berbuat tolong-menolong (ta ‘awun)antar sesamanya dalam kebaikan dan

didasari atas nilar takwa kepada Allah SWT'

G. Prinsip Dasar Asuransi Syariah
Asuransi hatus dibangan di atas fondasi-dan prinsip dasar yang kuat
serta kokoh. Dalam hal in1, prinsip dasar asuransi syariah ada sepuluh (10)
macam, yaitu;tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerja sama, amanah,

kerelaan, kebenaran, larangan riba, larangan judi, dan larangan gharar.

1. Tauhid (unity)

Prinsip tauhid(unity) adalah dasar utama dari setiap bentuk
bangunan yang ada dalam syariah Istam. Setiap bangunan dan aktivitas

kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya

7(3S.al-Maidah (5): 2
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bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus

. P 8
mencerminkan nilai-nilai ketuhanan .’

Keadilan (justice)

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai
keadilan (justice) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi.”’
Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak

dan kewajiban antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi.

Tolong-menolong (£2’awum)

Prnsip dasar yang| lain\dalam melaksanakan kegiatan berasuransi
harus didasari dengan semangat tolong-menolong (fa’awum) antara
anggota (nasabah). Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus
mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban

temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

Kerja Sama (cooperation)

Kerja sama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk
akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu
antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuranst. Dalam operasionalnya,

akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep

prinsip tauhid (unmity) diadopsi dan menjadi pijakan oleh Masudul Alam

Choudhury dalam menjelaskan Principles of Islamic Economic. Lihat MA. Choudhury
Contributions to Islamic Economic Theory, (New York: St. Martin’s Press, 1986), hal 7-8

PPrinsip keadilan (justice) juga dijadikan prinsip dasar dalam ekonomi Islam oleh

MA. Choudury dengan memakai istilah distributional equity. Lihat MA. Chudhury, Op., cit.
hal. 9
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mudharabah atau musyarakah.*® Konsep mudharabah dan musyarakah
adalah dua buah konsep dasar dalam kajian ekonomika Islam dan

mempunyai nilai historis dalam perkembangan keilmuan ini.

Amanah (trustworthy/ al-amanah)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam
nilai-nilai  akuntabilias (pertanggungjawaban) perusahaan melalui
penyajian laporan keuangan tiap priode’’. Dalam hal ini perusahaan
asuransi harus memberi kesempatan yang | besar bagi nasabah untuk
mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang
dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai

kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor public.

Kerelaan (al-ridha)

Prinsip~kerelaan (al/-ridha) dalamreknomika Islam berdasar pada

firman Allah SWT. Dalam*QS.'an-Nisa (4): 29.

(T3 (&) slaadl ) oSia Gal i e

*Dalam beberapa hal, mudharabah adalah bagian dari musyarakah (syirkah),

sebagai pembedanya adalah penempatan modal (dana) antara kedua pihak yang terikat kerja
sama. Dalam mudharabah, kewajiban untuk menempatkan modalnya hanya dilakukan oleh
satu pihak yang disebut dengan shahib al-maal (pemilik modal, sedangkan pihak Ilain
menempati posisi sebagai mudharib (pengusaha) yang menginvestasikan dana pemilik
modal, sedang keuntunannya dibagi sesuai dengan nisbah kesepakatan akad. Sedangkan
syirkah (musyarakah) terbentuk dari penempatan modal bersama antara kedua belah pihak,
dan keuntungannya dibagi sesuai dengan jumlah modal (dana) yang disertakan. Lihat
Muhammad Nejatullah Siddiqi, Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam
(Terjemahan. Fakhriyah Mumtihani), (Yogyakarta: PT. Dana Bakhti Prima Yasa, 1996).

*'Di antara ayat al-Qur’an yang berkenaan dengan tanggung jawab dan amanah

terdapat dalam QS. an-Nisa (4): 58; QS. al-Baqarah (2): 283; QS. al-Mu’minun (23) : 8; QS.
al-Anfal (8): 27



39

Artinya : ... kerelaan di antara kamu sekalian... ... 7 (QS.an-Nisa (4):

29).%

Ayat i menjelaskan tentang keharusan untuk bersikap refa dan
ridha dalam setiap melakukan akad (transaksi), dan tidak ada paksaan
antara pithak-pihak yang terikat oleh penjanjian akad. Sehingga kedua belah

pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan.

7. Larangan Riba

Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang memperkaya diri

dengan cara yang tidak dibenarkan:>®

aSia Gl 5 0p 5 ad S5 ) S aSi 2l gl 160Y 1 gial (il Ly

(T3 eball ) Lam ) 2y OAS il (o i) | gl Y

Artinya : "Hai orang-orang- yang beriman, , janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berfaku dengan suka sama suka di

antara kamu.” (QS. An-Nisa (4): 29.%

Ada beberapa bagian dalam al-Qur’an yang melarang memperkaya
diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Islam menghalalkan perniagaan

dan melarang riba.

* 0S.an-Nisa (4): 29

VZafriel Razief Amir, Manajemen Keuangan Islami, (Makalah Program Sertifikasi
Pendidikan Dan Pelatihan Asuransi Syariah Indonesia Tingkat Ajun Ahli Angkatan IX) Hal.
18

** QS. an-Nisa (4): 29.
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8. Larangan Maisir (judi)

Allah SWT. Telah memberi penegasan terhadap keharaman
melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur maisir (judi).

Firman Allah SWT. Dalam al-Qur’an surat al-Maidah (5) ayat 90:%
CHagdll Jae (e G aY Y1 a1 5 el y sl Lail gl ) Ll

(& : (6) 32l ) | o salis aSlal o guiiali

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum)
khamr, berjudi,| (berkurban_uniuk) berhala, mengundi nasib
dengan panah, | adalah  perbuatan keji termasuk perbuatan

syaitan. Maka jauhilah perbuasan-perbuatan itu agar kamu
mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah (5): 90.*°

Zarqa mengatakan bahwa adanya unsur gharar menimbulkan a/-
qumar. Sedangkan al-qumar sama dengan al-maisir, gambling, dan
perjudian. Artinya, ada salah-satu pihak-lain yang rugi= Husain hamid
Hasan berkomentar mengenai akadjudi Menurutnya akad judi adalah
akad gharar,” karena masing-masing -pthak-yang berjudi dan bertaruh
menentukan pada waktu akad jumlah vang yang diambil atau jumlah yang
ia berikan itu bisa ditentukan nanti, tergantung pada suatu peristiwa vang
tidak pasti, yaitu jika menang maka ia mengetahui jumiah yang diambil,

dan jika kalah maka ia mengetahui jumlah vang ia berikan.

$Q.S. al-Maidah (5) : (90).

*¢ 98. al-Maidah (5): 90.

Husain Hamid Hasan, Hukamu al-Syari‘ah al-Islamiyah fi Uqud al-Ta'min,
(Kairo: Darul I'tisham, t.1), hal. 117-128.
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9. Langan Gharar (ketidakpastian)

Gharar dalam pengertian bahasa adalah al-khida’ (penipuan), yaitu
suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.
Wahbah al-Zuhaili memberi pengertian tentang gharar sebagai al-khatar
dan al-taghrir, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan
(harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya
menimbulkan kebencian.®® Oleh karena itu dikatakan: al-dunya mata ‘ul

ghurur artinya dunia itu adalah kesenangan vang menipu_”

H. Akad yang Membentuk Asuransi Syariah

Asuransi juga dapat didasarkan pada akad rabarry‘, yaitu akad yang
didasarkan atas pemberian danpertolongan dari satu pihak kepada pihak
lain.*’ Akad tabarrutmenupakanrbagian-daritabaddul hag (pemindahan hak).
Walaupun pada dasarnya akad.tabarru’, hanya searah dan tidak disertar
dengan imbalan, tetapi ada kesamaan prinsip dasar di dalamnya, yaitu adanya
nilai pemberian yang didasarkan atas prinsip tolong-menolong dengan

melibatkan perusahaan asuransi sebagai lembaga pengelola dana.

Dengan akad rabarri' berarti peserta asuransi telah melakukan
persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi (sebagai lembaga

pengelola) untuk menyerahkan pembayaran sejumlah (premi) ke perusahaan

*Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islami wa ‘Adilatubu, juz 1V, (Damaskus: Dar al-Fikr,
t.t), hal 435-437

Q8. Ali Imran (3) : 185.

“Mustafa Ahmad Zarqa, Loc. Cit.
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agar dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta yang lain yang
kebetulan mengalami kerugian. Akad rabarru’ ini mempunyai tujuan utama
yaitu terwujudnya kondist saling tolong-menolong antara peserta asuransi
untuk saling menanggung (takaful bersama). Zarga tidak menyebutkan akad
takaful dalam mengilustrasikan kondis1 semacam ini, tetapi dengan memakai
istilah akad tabarru’.' Sebagai implikasinya, adalah peniadaan prinsip
pertukaran (tabaddul) yang layak terjadi pada akad jual beli (akad al-ha‘i).
Akad rabadduly adalah akad yang selama ini dipakai oleh perusahaan asuransi
konvensional, yaitu memposisikans perusahaan asuransi, sedang pihak
perusahaan adalah penjual polis yang harus”Zdibayar melalui pembayaran

premi. Akibat dari akad ini (fabadduly) adalah keharusan pemindahan hak.*

Akad lain yang dapat diterapkan-dalam bisnis asuransi adalah akad
mudharabah, yartusatu bentuk/akad' yang didasarkan pada@rinsip profit and
loss sharing (berbagi atas untung, dan rugi), di mana dana yang terkumpul
dalam total rekening tabungan (saving) dapat diinvestasikan oleh perusahaan
asurans: yang resiko investast ditanggung bersama antara perusahaan dan

nasabah.

*"Mustafa Ahmad Zarqa, Loc. Cit.

* pemindahan hak ini berupa perpindahan kepemilikan harta (dana) yang disetor
melalui pembayaran premi; yang awalnya masih menjadi milik peserta asuransi tetapi setelah
dibayarkan ke perusahaan asuransi, dana tersebut menjadi milik perusahaan, bukan lagi
menjadi milik peserta.
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Praktek Asuransi Syariah di Indonesia dan Problematikanya

Adapun secara lembaga-struktural perkembangan ekonomika Islami di
Indonesia mulai kelihatan pada paruh akhir abad 20, yartu tepatnya tahun 1991
dengan berdirinva Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai bank umum
pertama kali yang beroperasi berdasarkan syariah Islam.*’ Tidak berselang
lama, sekitar tahun 1994 telah menyusul sebuah perusahaan asuransi yang
beroperasi berdasarkan syariah, yaitu Asuransi Takaful Keluarga.*
Keberadaan asuransi syanah diIndonesia adalah'sebuah kebutuhan yang harus
dipenuhi setelah adanya lembaga perbankani syariah. Hal im1 dikarenakan
kedua lembaga tersebut, perbankan‘syaniah’dan asuransi syariah, mempunyai
hubungan timbal balik yang saling membutuhkan. Seperti vang telah diatur
dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.” 21/DSN-MUI/X/2001 tentang
pedoman umum asuransi_syariah di Indonesia maka seluruh investasi yang
dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah harus dilakukan sesuai dengan
syariah.*’ Termasuk di dalamnya penyertaan modal ke lembaga perbankan

syariah dalam bentuk depaosito.dan sertifikat depesita syariah.*®

“*Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’i Antonio, Apa dan Bagaimana
Bank Islam, (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1992), hal. 83-86.

**Mangaraja Palianja Nasution dkk, Basic Training Madul Pada Asuransi Takaful,
(Jakana:tg, 2001), hal.20.

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa Dewan

Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
(Jakarta: 2001), hal.7.

“Firdaus Djaetani, Market Share, Perkembangan dan Peraturan yang Berlaku pada
Asuransi Syariah, Makalah, (Jakarta: 2002), hal 9.
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Landasan Operasional Asuransi Syariah di Indonesia

Secara struktural, landasan operasional asuransi syariah di Indonesia
masih menginduk pada peraturan yang mengatur usaha perasuransian secara
umum (konvensional). Dan baru ada peraturan yang secara tegas menjelaskan
asuransi syariah pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan
No. Kep. 4499/L.K/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.*’

Sesuai dengan SK DJLK di atas, maka jenis-jenis investasi bagi
perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah adalah

sebagai berikut:**

1. Deposito dan sertifikat syartah.

2. Sertifikat wadi ‘ah Bank Indonesia.

3. Saham syariah.yang tercatat di-bursa efek:

4. Surat berharga syariah yang diterbitkan‘ataudijamin pemerintah.
5. Surat berharga syarnah yang diterbitkan atau'dijamut pemerintah.
6. Unit penyertaan reksadana syariah.

7. Penyertaan langsung syartah.

8. Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi.

47 Sementara ini Direktur Jendral Lembaga Keuangan Direktorat Asuransi dijabat
oleh Dr. Firdaus Djaelani, seorang muslim yang mempunyai kepedulian terhadap keberadaan
asuransi sgfariah di Indonesia.

“Firdaus Djaelani, Op.cit .hal. 9. Lihat juga, Zafriel Razief Amir, Manajemen
Keuangan Islam, { Makalah Program Sertifikasi Pendidikan Dan Pelatihan Asuransi Syariah
Indonesia Tingkat Ajun Ahli Angkatan IX), hal 18
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9. Pembiayaan kepemilikan tanah atau bangunan, kendaraan bermotor, dan
barang modal dengan skema murabahah.
10. Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah.

1. Pinjaman polis.

Adapun secara stratifikasi peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang usaha perasuransian dan perusahaan reasuransi, serta tentang
perizinan dan penyelenggaraan usaha perusahaan penunjang usaha asuransi

dapat dituliskan sebagai berikut;*

}. Undang-undang No. 2 Tahun' 1992 tentang Usaha Perasuransian.

2. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha
Perasuransian.

3. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas PP No.
73 Tahun 1992,

4. Keputusan Menteri Keuangan No. 223/KMK:{017/1993 tentang Perizinan
Usaha Perusahaan Asuransidan Perusahaan Reasuransi.

5. Keputusan Menteri Keuangan No. 225/KMK.017/1993 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

6. Keputusan Menteri Keuangan No. 481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan
Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

7. Keputusan Menteri Keuangan No. 226/KMK.017/1993 tentang Perizinan

dan Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Penumjang Usaha Asuransi.

% Am. Hasan Ali, Op.cit. hal. 154
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8. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep. 4499/1L.K/2000

tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi

dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah. >

Sebagai antisipasi dari hal tersebut di atas, Majelis Ulama Indnesia

(MUIl) dengan Dewan Syanah Nasional (DSN)-nya telah mengeluarkan

fatwanya yang bermomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum

Asuransi Syariah, yang secara umum memberikan penjelasan sebagai

berikut:*!

1.

3.

Asuransi syariah (fa'min,| takaful ataw tadhamun) adalah usaha saling
melindungi dan tolong-menolong di antara’sejumlah orang/pihak melalui
investasi dalam bentuk asset dan-atau fabgrru’ yang memberikan pola
pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan)
yang sesuat dengan Syariah.

Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada poin (1) adalah
yang tidak mengandung gharar(penipuan), maysirdperjudian), riba, zulm
(penganiayaan), riswah (suap), barang haram, dan maksiat.

Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan
komersial.

Akad tabarru’ adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan

kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.

%% Firdaus Djaelani, Op. Cit. hal 9.

* Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Edisi Kedua, (Jakarta: Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, 2003), hal. 129.
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5. Premi adalah kewajtban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana
kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
6. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan

asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.”

J. Market Share Asuransi Syariah di Indonesia.

Keberadaan asuransi syariah di Indonesia mempunyai market share
{pembagian pangsa pasar) tersendiri dalam\ percaturan bisnis usaha
perasuransian di Indonesta. Tidaklah mengherankan jika orientasi yang
dipakai oleh perusahaan asuransi syariah di Indonesia saat ini lebih banyak
mengejar market dari kalangan intem,_ umat  Islam Indonesia. Secara
kuantitatif, jumlah umat Islam di Indoné¢sia. adalah mayortas dar seluruh
jumlah penduduk Indonesia. Suatu-hal-yang-sangat. wajar gika prediksi ke
depan akan lebih banyak persaingan antara perusahaan-perusahaan asuransi

syariah untuk menggaet market lebih besar di kalangan umat Islam.

K. Produk-produk Asuransi Syariah di Indonesia

Adapun produk asuransi syariah yang sering dipakai dalam
operastonal sebuah perusahaan asuransi syarah secara garis besar dapat

dipilah menjadi dua,yaitu:*’

’Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah
Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, (Jakarta:
2001), hal. 5.

Lihat Brosur Fulnadi Takaful Dana Pendidikan
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1. Produk asuransi syariah dengan unsur saving dan

2. Produk asuransi syariah nonsaving.

Produk asuransi syariah dengan unsur saving adalah sebuah produk
asuransi yang di dalamnya menggunakan dua buah rekening dalam setiap
pembayaran premt, yattu rekening untuk dana rabarru’ (sosial) dan rekening
untuk dana saving (tabungan). Adapun status kepemilikan dana pada rekening
saving (tabungan) masth menjadi milik peserta (anggota) bukan menjadi milik
perusahaan asuransi, perusahaan’asuransi hanya berfungsi sebagai lembaga
pengelola. Karena dana tersebut/masth menjadi miltk peserta asuransi, maka
tatkala peserta asuransi berkeinginan untuk menarik dana tersebut, pihak

perusahaan tidak ada dalih untuk‘menolaknya.

Rekening tabungan pada produk yang menggunakan wnsur saving

adalah kumpulan dana yang merupakan milikpeserta dan dibayarkan bila:

1. Perjanjian berakhir,
2. Peserta mengundurkan diri;

3. Peserta meninggal dunia,**

Adapun rekening tabarru’ (khusus) adalah rekening yang berisi
kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai derma untuk tujuan saling

membantu dan dibayarkan bila:

**Syahrial Syakni, Disain Produk Asuransi Jiwa (Live) Syariah, ( Makalah Program
Sertifikasi Pendidikan Dan Pelatihan Asuransi Syariah Indonesia Tingkat Ajun Ahli
Angkatan IX), Hal. 2
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1. Peserta meninggal dunia,

2. Perjanjian berakhir, jika ada surplus dana >

Adapun produk takaful yang tidak menggunakan unsur saving adalah
kumpulan dana dari peserta yang setelah dikurangi biaya pengelolaan
dimasukkan ke dalam rekening khusus (tabarry’ atau rekening dana sosiat).
Kumpulan dana peserta diivestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Hasil
investasi dimasukan ke dalam dana peserta kemudian dikurangi dengan beban
asuransi (klaim dan premi [reasuransi). Surplus kumpulan dana peserta
dibagikan dengan sistem bagi hasil (@l-mudharabah) 40% peserta dan 60%

perusahaan.”®

*Mangaraja Palianja Nasution, Op. cit. hal. 37
3¢ Mangaraja Palianja Nasution, Op. cit. hal. 37



BAB 111
PUSARAN DAN DINAMIKA PEMIKIRAN KEAGAMAAN NAHDLATUL
ULAMA (NU), DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) DAN METODE

PENEMUAN HUKUM

A. Sejarah Kelahiran Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama, disingkat NU, artinya kebangkitan ulama. Sebuah
organisast yang didirikan oleh para-ulama pada.tanggal 31 Januan 1926 M/ 16
Rajab 1344 H di Surabaya.'

Latar belakang berdirinya "NU™ berkaitan dengan perkembangan
pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam kala itu’ Pada tahun 1924,
Syarif Husein, Raja Hijaz (Makkah) yang berpaham Sunni ditaklukkan oleh
Abdul Aziz bin Saud yang beraliran Wahabi. Tersebarlah berita penguasa baru
itu akan melarang/semua bentuk-amaliah keagamaan ala kaum Sunni, yang
sudah berjalan berpuluh-puluh _tahun di‘Fanah\Arab, dan akan menggantinya
dengan model Wahabi, Pengdamalam, agama-dengan, sistem bermazhab,
tawasul, ziarah kubur, maulid Nabi, dan lain sebagainya, akan segera dilarang.

Tidak hanya itu, Raja Ibnu Saud juga ingin melebarkan pengaruh
kekuasaannya ke seluruh dunia Islam. Dengan dalih demi kejayaan Islam, ia

berencana meneruskan kekhalifahan Islam yang terputus di Turki pasca

'Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, Aniwologi Sejarah Istilah* Amaliah
‘Uswah NU, (Surabaya: Khalista, 2008), hal. I Lihat juga, Martin Van Bruinessen, NU,
Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru, (Yogyakarta: LKiS dan Pustaka
Pelajar, 1994), hal. 17 Lihat juga, Andree Feilard, NUJ Vis-a-vis Negara, Pencarian Isi,
Bentuk dan Makna, (Yogyakarta. LKiS, 1999), hal. 11.

2Abdul Muchith Muzadi, Mengenal Nahdlarul Ulama, (Surabaya: Khalista, 2006),
Hal 6. Lihat juga, Sahal Mahfudh, Nuansa Figih Sosial, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hal. 183.

50
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runtuhnya Daulah Usmaniyah. Untuk itu dia berencana menggelar Muktamar
Khilafah di kota Suci Makkah, sebagai penerus Khilafah yang terputus itu,

Seluruh Negara Islam di dunia akan diundang untuk menghadin
muktamar tersebut, termasuk Indonesia’ Awalnya, utusan yang
direkomendasikan adalah HOS Cokroaminoto (SI), K.H. Mas Mansur
{Muhammadiyah) dan K.H. Abdul Wahab Hasbullah (pesantren). Namun,
rupanya ada permainan licik di antara kelompok yang mengusung para calon
utusan Indonesia. Dengan alasan'Kiai Wahab tidak mewakili organisasi resmi,
maka namanya dicoret dan daftar calon utusan.

Peristiwa itu menyadarkan. para ulama pengasuh pesantren akan
pentingnya sebuah organisasi. Sekaligus menyisakan sakit hati yang
mendalam, karena tidak ada lagi yang|bisa“dititipi sikap keberatan akan
rencana Raja Ibnu Saud yang akan mengubah model beragama di Makkah.
Para ulama pesantren sangat tidak bisa menerima Kebijakan raja yang anti
kebebasan bermazhab, anti “maulid- Nabi, / anti"” ziarah makam, dan lain
sebagainya. Bahkan santer terdengar berita makam Nabi Muhammad SAW
pun berencana digusur.

Bagi para kiai pesantren, pembaruan adalah suatu keharusan. K.H.
Hasyim Asy’an juga tidak mempersoalkan dan bisa menerima gagasan kaum

modernis untuk menghimbau umat Islam kembali pada ajaran Islam “murni”.

* Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, Antologi Sejarah Istilah® Amaliah
‘Uswah NU, (Surabaya: Khalista, 2008), hal. 2. Lihat juga, Martin Van Bruinessen, NU,
Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru, (Yogyakarta: LKiS dan Pustaka
Pelajar, 1994), hal. 17. Lihat juga, Andree Feilard, NU Vis-a-vis Negara, Pencarian Isi,
Bentuk dan Makna, (Yogyakarta: LKiS, 1999}, hal. 11
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Namun Kiat Hasyim tidak bisa menerima pemikiran mereka yang meminta
umat Islam melepaskan din dari sistem bermazhab.

D1 samping 1tu, karena ide pembaruan dilakukan dengan cara
melecehkan, merendahkan dan membodoh-bodohkan, maka para ulama
pesantren menolaknya.” Bagi mereka, pembaruan tetap dibutuhkan, namun
tidak dengan meninggalkan khazanah keilmuan yang sudah ada dan masih
relevan. Karena latar belakang yang mendesak itulah akhimya Jam’iyyah
Nahdlatul Ulama didirikan.

Pendirt resmnya adalab-Hadratus Syeikh K.H. Muhammad. Hasyim
Asy’ari, pengasuh Pondok Pesantren- Tebuireng, Jombang, Jawa Timur.’
Sedangkan yang bertindak sebaga: arsitek dan motor penggerak adalah K H.
Abdul Wahab Hasbullah, pengasuh-Pondok/ Pesantren Bahrul Ulum
Tambakberas, Jombang. Kiai Wahab adalah salah seorang murid utama Kiai
Hasyim. Ia lincah, enerjik dan banyak akal.

Susunan Pengurus PBNUvangpértama (1926): (Lihat Lampiran)

Organisasi Nahdlatul /Ulama “didirikan® ‘déngan tujuan untuk
melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam ajaran Islam
Ahlussunah Waljamaah dengan menganut salah satu dari empat mazhab
{Hanafi, Maliki, Syafi’l dan Hambali).

Bahkan dalam Anggaran Dasar yang pertama (1927) dinyatakan

bahwa organisasi tersebut bertujuan untuk memperkuat kesetiaan kaum

*Einar Martahan Sitompul, NU/ Dan Pancasila, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
1996), Hal. 59. Lihat juga, Laode 1da, NU Muda Kaum Progresif dan Sekularisme Baru,
(Jakarta: Erlangga, 2004), hal. Xii.

SChoirul Anam, Pertumbuhan Dan Perkembangan Nahdlatul Ulama, ( Sala: Jatayu,
1985), Hal_ 56
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muslimin pada salah satu mazhab empat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan

kala itu antara lain:

1. Memperkuat persatuan ulama yang masih setia kepada mazhab.

2. Memberikan bimbingan tentang jenis-jenis kitab yang diajarkan pada
lembaga-lembaga pendidikan Islam.

3. Penyebaran ajaran Islam yang sesuat dengan tuntunan mazhab empat.

4. Memperluas jumiah madrasah dan memperbatiki organisasinya.

5. Membantu pembangunan masjid-magjid, langgar dan pondok pesantren.

6. Membantu anak-anak yatim piatu dan fakir miskin.

Dalam pasal 3 Statuen Perkumpulan.NU (1933 )disebutkan:

“Mengadakan perhubungan | di antara uvlama-ulama yang bermazhab,

memeriksa kitab-kitab apakah—itu-dari-kitab-Ahlussunah Waljamaah atau

kitab-kitab ahli bid’ah, menviarkan \agama Islam dengan cara apa saja yang

halal, berikhtiar memperbanyak  madrasah,  masjid, surau dan pondok

pesantren, begitu juga dengan hal ikhwalnya anak yatim dan orang-orang

Jfakir miskin, serta mendirikan—badan-badan ~untuk \memajukan urusan
pertanian, perniagaan, yang tidak dilarang oleh syara’ agama Islam’”.

. Visi dan Misi

Ketika NU hidup di dunia modern, mau tidak mau organisasi ini juga
harus mengembangkan din, untuk menyesuaikan dengan perkembangan
zaman vyang dijalani® AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga) NU juga terus dikembangkan setiap lima tahun sekali.

®Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, Antologi Sejarah Istilah* Amaliah
‘Uswah NU, (Surabaya: Khalista, 2008), hal. 7. Lihat juga, Martin Van Bruinessen, NU,
Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru, (Yogyakarta: LKiS dan Pustaka
Pelajar, 1994), hal. 17. Lihat juga, Andree Feilard, NU Vis-g-vis Negara, Pencarian lIsi,
Bentuk dan Makna, (Yogyakarta: LKiS, 1999) hal 11
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Dalam Keputusan Muktamar Donohudan, Boyolali (2004) disebutkan:

Tujuan Nahdlatul Ulama didirikan adalah berlakunya ajaran Islam
yang menganut paham Ahlussunah Waljamaah’ dan menurut salah satu dari
mazhab empat untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis dan
berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana di atas, maka NU
melaksanakan usaha-usaha sebagaimana berkut:

a. Di bidang agama, mengupayakan /terlaksananya ajaran Islam yang
menganut paham Ahlussunah-Waljamaah dan menurut salah satu mazhab
empat dalam masyarakat denganimelaksanakan dakwah Islamiyah dan
amar ma’ruf nahi mungkar.

b. Di bidang pendidikan, pengajaran dan- kebudayaan, mengupayakan
terwujudnya _ penyelenggaraan__pendidikan _dan  pengajaran  serta
pengembangan kebudayaan vyang sesuai dengan ajaran Islam untuk
membina umat agar menjadi musiim "yang takwa, berbudi {ubur,
berpengaetahuan luas dan.terampil, serta.berguna bagragama, bangsa dan
Negara.

¢. Dibidang sosial, mengupayakan terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin
bagi rakyat Indonesia.

d. Di bidang ekonomi, mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi

untuk pemerataan kesempatan berusaha dan menikmati hasil-hasil

"Choirul Anam, Op. Cit. hal. 33. Lihat juga, Ali Maksum, Ajakan Suci, (Yogyakarta:
Lajnah Ta’lif wa Nasyr (LTN)-NU DIY dan Pustaka Pelajar, 1995), hal. 23.
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Yang dimaksud mazhab secara qauli adalah mengikuti pendapat-
pendapat yang sudah “jadi” dalam lingkup salah satu a/-mazhahib
al-arba‘ah’

Yang dimaksud dengan bermazhab secara manhagji adalah
bermazhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan
hukum yang telah disusun oleh imam mazhab dari a/-mazhahib al-
arba‘ah.

Yang dimaksud denganlSstinbat jama'iv adalah mengeluarkan
hukum syara’ dan ‘dalilnya' dengan qawaid usuliyyah secara
kolektif.

Yang dimaksud dengan qaul| dalam | referensi mazhab Syafi’i
adalah pendapat Imam Syafii.

Yang dimaksud dengan.wajah adalah_pendapat.ulama mazhab
Syafi’i.

Yang dimaksud dengan ‘aqrir jama iy adalah upaya secara kolektif
untuk menetapkan—pilihan terhadap--satu “di antara beberapa
qaul/wajah dalam mazhab Syafi’1.

Yang dimaksud dengan ilhag (ilhagqul masa’il bi nachairiha)
adalah menyamakan hukum suatu kasus/masalah serupa yang telah
dijawab oleh kitab {menyamakan suatu kasus dengan pendapat

yang sudah “jadi)."

°Jaih Mubarak, Metodologi Ijtihad Hukum Isiam, (Yogyakarta: UIl Press, 2002),

Hal. 230

1%3aih Mubarak, Metodologi Ijtihad Hukum Islam, (Yogyakarta: UIl Press, 2002),

Hal 230
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b) Analisa Dampak
Dampak positif dan negatife yang ditimbulkan oleh suatu kasus
yang dicari hukumnya, ditinjau dari berbagai aspek antara lain:
(1) Aspek sosial ekonomi
(2) Aspek sosial budaya
(3) Aspek sosial politik
(4) Aspek lainnya

¢) Analisa Hukum
Dampak bahsul mdsail  tentang suatu kasus setelah
mempertimbangkan “latar belakang dan dampaknya di segala
bidang, disamping mempertimbangkan Hukum Isfam juga
mempertimbangkan hukum yuridis formal. '
a) Status hukum (al-ahkam al-khamsah)
b) Dasar dari ajaran / Ahlussunnah Waljama’ah
¢) Hukum positif

2) Prosedur Penjawaban Masalah

Keputusan bahsu/ masail di lingkungan NU dibuat dalam
kerangka bemazhab kepada salah satu mazhab empat yang
disepakatt dan mengutamakan bermazhab secara qauli. Oleh
karena itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan

sebagal berikut;

2 Ahkamu al-Fuqaha, Op. CitHal. 472
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a) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab
dart kutub al-mazhahib al-arba’ah dan di sana terdapat hanya
satu pendapat dari kutub al-mazhahib al-arba’ah, maka
dipakailah pendapat tersebut.

b) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh tbarat kitab dan
di sana terdapat lebih dari satu pendapat, maka dilakukan tagrir
Jjama'iy untuk memilih salah satu pendapat. Pemilihan itu dapat
dilakukan sebagai'berikut:

(hH Dengan mengambil pendapat yang lebih maslahat dan/atau
yang lebih kuat.

(2) Khusus dalam- mazhab Syafi’l sesuat dengan keputusan
muktamar ke-1, (1926}, perbedaan pendapat disesuaikan
dengan cara memilih;"

(a) Pendapat yang disepakati oleh al-Syaikhani (al-Nawawi
dan ar-Raft’1y)
(b) Pendapat.yang.dipegangi.oleh’an‘Nawawi
(¢) Pendapat yang dipegangi oleh ar-Rafi’iy
(d) Pendapat yang didukung mayoritas ulama
(e) Pendapat ulama yang terpandai
(f) Pendapat ulama yang wara’
(3) Untuk mazhab selain Syafi’l berlaku ketentuan-ketentuan

menurut mazhab yang bersangkutan.

B Ahkam al-Fugaha, Op. Cit. Hal. 472
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a) Mengesahkan rancangan keputusan yang telah disiapkan
sebelumnya dan atau
b) Diperunukkan bagi keputusan yang dinifai akan mempunyai
dampak yang luas dalam segala bidang.
4) Muktamar sebagai forum tertinggi di Nahdlatul Ulama, maka
5

Muktamar dapat mengukuhkan atau menganulir hasil Munas.'

. Kerangka Analisa Tindakan

Kerangka analisa tindakan,/peran dan pengawasan efektifitas
hasil bahsul masail (dpa vang harus diakukan sebagai konsckuensi
dari bahsul masail, siapa yang akan melakukan, bagaimana, kapan, dan
di mana hal itu hendak difakukan sertabagaimana cara sosialisasi
mekanisme pemantapan agar semua berjalan sesuai dengan keputusan)

maka perlu memperhatikan.aspek-aspek berkut ini:

1) Aspek politik (berusaha agar\bahsul masail  dapat dijadikan
scbagai sarana mempengaruhikebijakan pemerintah)

2) Aspek budaya (berusaha membangkitkan pengertian dan kesadaran
masyarakat terhadap hasil-hasil bahsul masail melalui berbagai
media massa dan forum (seperti majlis ta’lim dan sebagainya)

3) Aspek ekonomi (meningkatkan kesejahteraan masyarakat)

4) Aspek sosial (upaya meningkatkan kesehatan masyarakat,

lingkungan hidup dan lain sebagainya).

BChoirul Anam, Op. Cit. hal 179.



62

E. Sejarah Pembentukan Majelis Ulama Indonesia

Peranan para ulama di Indonesia bertepatan dengan kedudukan politik
yang tidak mutlak kaum muslimin pada umumnya.'® Pada masa sebelum
penjajahan, pada waktu kejayaan kerajaan-kerajaan Islam, peranan para ulama
tidak dapat diragukan lagi adalah penting, baik dalam soal agama maupun
dalam soal politik. Kebanyakan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, seperti
Demak, Cirebon, dan Banten pada abad keenam belas telah diprakarsai oleh
kaum ulama melalui semacam persatidaraan’Sufiy'’ Pada abad kedelapan belas
(abad ke-18) semua kerajaan Islam sudah di bawah pengawasan Belanda, dan
kemudian banyak di antaranya yang: dibubarkan sama sekali. Sebagai
akibatnya, banyak ulama terpaksa memperkecil perananya hingga pada
persoalan-persoalan keagamaan, dan  masalah-masalah setempat, sehingga

peranan mereka hanya mempunyat.sifat.tertentu saja.

Selang beberapa waktu,, peranan‘\para ulama lambat laun kembali
kearah yang lebih bersifat pelitiks~-dan bahkan meluas hingga ke dunia fuar,
khususnya setelah terjadinya pendekatan dengan mekah melalui ibadah haji
pada abad kesembilan belas. Gerakan Padn pada abad kesembilan belas
(1821-1837) adalah bukti bahwa peranan ulama di zaman penjajahan Belanda

mulat memperoleh warna polittk. Pada permulaan abad kedua puluh (abad ke-

'*Mohammad Atho Mudzar, Fanwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: INIS,
1993), hal. 53

"Untuk memperoleh keterangan lebih banyak mengenai cara kaum ulama
memprakarsai terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam tersebut, Lihat H.J. de Graaf dan Th. G.
Th. Pigeaud, Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa: Peralihan dari Majapahit ke Mataram,
terjemnahan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia oleh Grafitipers dan KITLV (Jakana:
Grafitipers dan KTTLV, 1985)
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20), sudah terlibat dalam gerakan kebangkitan nasional. Pada masa revolusi
{1945-1949) para ulama menjalankan peranan sangat penting dalam aksi
mobilisasi massa untuk bertempur melawan Belanda. Banyak di antara para
komandan kaum gerilya vang bertempur melawan Belanda berasal dari para

utama dari berbagai tingkatan, umumnya disebut para kiai.

Pada masa 1950-1959 di bawah sistem demokrasi parlementer peranan
politik para ulama menjadi makin penting, karena sebagian besar partar politik
berdasarkan afiliasi agama dancdipimpin oleh-pemuka-pemuka agama'®. Jadi
pada kurun waktu tersebut para ufama bukan hanya pemimpin dalam soal

keagamaan tetapi juga dalam soal politik.

Pada masa 1959-1965 di | [bawah [ demokrasi terpimpin Presiden
Soekarno, khususnya setelah pembubaran Masyumi, para ulama harus
mengundurkan diri’dan politik formal dan ‘membatasi peranannya pada soal-
soal keagamaan saja, kecuali.sejumlah-kecil ‘ulama Nahdlatul Ulama yang

masih tetap memperolehlindungan Soekarno:

Pada masa pemerintahan Soeharto (sejak tahun 1966 dan seterusnya)
sifat sifat peranan kaum ulama, termasuk mereka yang dari Nahdlatul Ulama,

dibatasi lebih lanjut hingga pada soal-soal keagamaan saja."” Partai-partai

'® Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan., Op. Cit. Hal. 16.

Untuk mengetahui bagaimana pergeseran peranan para ulama dari kekhususan ke
sifat universal di satu pihak, dan dari bentuk keagamaan ke bentuk politik di pihak lain, lihat
Clifford Geertz, “The Javanese Kiyai: The Changing Role of a Cultural Broker,” dalam
Comparative Studies in Society and History, jilid 2 nomor 2, (Moutos: Januari, 1960), hal.
231-234, dan 241-247. Untuk tanggapan terhadap tulisan ini lihat Leonard Binder, “Islamic
Tradition and Politics: The Kiyayi and the “Alim,” dalam Comparative Studies in Society
and History, jilid 2 nomor 2, (Moutos: Januan 1960), hal. 250-256.
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politik tidak lagi diperbolehkan berdasar pada afiliasi dan bernaung di bawah
panji agama. Sebaliknya, semua partai plitik harus berdasarkan ideology
Negara, pancasila, dan hanya boleh bergerak ke arah tujuan-tujuan sekuler
belaka. Hal ini telah menghalau para ulama dari kepemimpinan partai-partai
politik dan telah menyebabkan mereka mundur dan kegiatan politik formal.
Banyak diantara mereka yang kembali ke pesantren masing-masing untuk
kembali mengajar ilmu agama dan ada pula yang mengubah kegiatannya

menjadi mubalig.

Dengan makin berkurangnya peranan para ulama dalam politik formal,
baik pemerintahan maupun pihak ulama menghadapt tantangan untuk mencari
bentuk peranan baru bagi para-ulama‘dalam masyarakat.™ Dalam kaitan ini
dirasakan perlunya dibentuk sebuah wadah-baru yang berlaku di seluruh
negeri bagt parajuldma.untik mewakili kepemimpinan kaumimuslimin. Dalam
suatu konferensi para ulamasdi Jakarta, vang diselenggarakan oleh Pusat
Dakwah Islam darn tanggal 30 September 1970 hingga 4 Oktober 1970, tefah
diajukan suatu saran untuk memajukan kesatuan kaum muslimin dalam
kegiatan sosial mereka dengan membentuk sebuah majelis bagi para ulama
Indonesia, yang akan diberi tugas untuk memberikan fatwa-fatwa. Campur

tangan pemerintah dalam soal ini tampak terlampau jelas untuk diabaikan,

¥Departemen Penerangan RI, 10 Tahun Majelis Ulama Indonesia,
(Jakarta:Departemen Penerangan RE, 1985), hal. 15; Lihat juga Deliar Noer, The
Administration of Islam in Indonesia, (Ithaca, New York: Monografh Series No. 58, Cornell
Modem Indonesia Project, 1978), hal. 72.
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karena Pusat Dakwah itu sendiri telah dicetuskan atas gagasan K.H.

Muhammad Dahlan, Menteri Agama pada waktu itu.’

Saran demikian itu tidak diperhatikan oleh para ulama selama 4 tahun.
Baru pada tahun 1974, sewaktu pusat mengadakan lokakarya nasional bagi
para juru dakwah muslim Indonesia, telah disepakati bahwa pembentukan
majelis ulama semacam itu harus diprakarsai pada tingkat daerah. Persetujuan
ini tercapai sesudah adanya saran Presiden Soeharto sendiri, yang dalam
pidato pembukaannya pada lokakarya tersebut, menyarankan perlunya sebuah
badan nasional bagi para ulama untuk mewakili kaum muslimin dalam sebuah
wadah antar agama yang akan dibentuk kemudian. Soeharto berkeras hati
dalam hal ini sehingga pada tanggal 24'Mei 1975, sewaktu menerima delegasi
Majelis Ulama Indonesia, ia—sekali-lagi’ menekankan perlunya dibentuk
Majelis Ulama Indonesia. Presidén telah mengemukakan déngan terus terang
2 alasan: Pertama, keinginangpemerintah agar kaum muslimin bersatu, dan
kedua, kesadaran bahwa masalah vyang dihadapi bangsa tidak dapat
diselesaikan tanpa keikutsertaan para ulama. Baru setelah itu Menteri Dalam
Negen, Amir Machmud, menganjurkan semua gubernur untuk mulai

membentuk majelis ulama Indonesia tingkat daerah. Hasilnya sangat cepat dan

'K H. Muhammad Dahlan memegang jabatan Menteri Agama dari tahun 1967-
1971.
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jelas. Pada bulan yang sama, Mei 1975, majelis-majelis ulama daerah telah

terbentuk di hampir semua dari 26 propinsi di dalam negeri.”

Pada masa pemerintahan Soeharto, desakan untuk membentuk
semacam majelis ulama nasional tampak mudah dan jelas, ketika pada tanggal
1 Julk 1975, pemerintah, yang diwakili Departemen Agama, mengumumkan
penunjukkan sebuah panitia persiapan pembentukan majelis ulama tingkat
nasional. Empat nama disebut duduk dalam panitia 1tu; H  Sudirman,
pensiunan jendral Angkatan Darat, selaku ketua; dan tiga orang ulama terkenal
sebagai penasehat: Dr. Hamka; K.H.  Abdullah Syafi’l, dan K.H. Syukn
Ghozali.”® Tiga minggu kemudian | suatu'’ muktamar nasional ulama
dilangsungkan dar tanggal 21 hingga’27.Juli" 1975. Para peserta muktamar
terdirt atas wakil majelis-majeli-ulama daerah yang baru dibentuk, para wakil
pengurus pusat sepuluh, organisasi.Islam yang ada, s€jumlah.ulama bebas dan
empat orang wakil rohaniayan-Islam ABRIL Pada akhir muktamar dibuat
suatu deklarasi yang ditandatangani oleh 53 orang peserta, yang
mengumumbkan terbentuknya Majelis Ulama Indonesia, MUL Ketua pertama

yang terpilth adalah seorang penulis dan alim terkenal, Dr. Hamka.

*’pada waktu itu Indnesia mempunyai 26 propinsi, karena propinsi Timor Timur,
yang akan menjadi propinsi ke-27, belum dimasukkan dalam Republik Indnesia.
Penggabungan itu baru terjadi kemudian, pada tahun 1975,

P A. Hasyimy,” Mengapa Dewan Papua Mengeluarkan Pernyataannya di Banda
Aceh Darussalam™, dalam Mimbar Ulama, Majalah bulanan Majelis Ulama Indonesia: Juli
1988), hal. 17. Majelis Ulama Indonesia sejak sekarang dan selanjutnya kita sebut MUL
Perlu kiranya dicatat bahwa meskipun  MUI menurut teori bukanlah badan pusat majelis-
majelis ulama daerah yang ada di propinsi-propinsi, namun dalam prakieknya ia bertaku
demikian. Maka karena itu dapat diperdebatkan apakah orang menyebutnya MUI ataukah
Majelis Ulama Pusat atau Nasional
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Ada dua alasan mengapa Hamka menerima baik kedudukan sebagai
ketua umum MUT*. Pertama, Hamka berkata bahwa untuk menghadapi
ideologi komunts di indonesia, orang harus menggunakan ideology yang lebih
kuat, vakni Islam. Untuk mencapai hal ini, kaum muslimin seharusnya dapat
bekerja sama dengan pemerintah Soeharto, yang juga bersikap anti komunis.
Alasan kedua bersifat lebih taktis lagi. Ia berkata bahwa pemerintah telah
senantiasa bersikap tidak percaya terhadap kaum muslimin, betapapun luhur
maksud kaum muslimin. Pada”waktu yang bersamaan setiap usaha pihak
pemerintah dem:i perbikan nasib rakyat, yang sebagian besar beragma Islam,
telah dianggap oleh kaum muslimin sebagai sekuler dan palsu. Hamka
berpendapat bahwa dengan pembentukan MU keadaan demikian akan dapat

diperbaiki.

. Kedudukan MUI Dalam Masyanakat

Tugas MUI adalah_mecmber nasehat,- karena MUI tidak dibolehkan
melakukan program praktis. Orang pertama yang menyarankan diadakannya
pembatasan demikian adalah presiden Soecharto sendiri”® Dalam pidato

pembukaan pada Konferensi Nasional Pertama para ulama pada tanggal 21

Juli 1975, Presiden secara khusus menyarankan bahwa MUI tidak boleh

Rusydi Hamka, Pribadi dan Martabat Prof Dr. Hamka, (Jakarta: Pustaka
Panjimas, 1981), hal. 68 Pada waktu itu Hamka pasti telah mengubah sikapnya, karena pada
tahun 1970 dia adalah orang yang tidak setuju dengan terbentuknya Badan Fatwa yang
diusulkan pemerintah pada konferensi para ulama yang diselenggarakan oleh Pusat Dakwah
Islam, karena khawatir badan itu akan disalah gunakan oleh pemerintah, Deliar Noer, The
Administration of Islam, hal. 73.

¥Soeharto, “Amanat Presiden Republik IndonesiaPada Pembukaan Musyawarah
Nasional 1 Majelis Ulama Indonesia Tanggal 21 Juli 1975 di Istana Negara,™ dalam
Departemen Penerangan RI, hal. 87-88.
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teriibat dalam program-program praktis seperti menyelenggarakan madrasah-
madrasah, masjid-masjid atau rumah-rumah sakit, karena kegiatan-kegiatan
semacam itu diperuntukkan bagi organisasi-organisasi [slam [ain yang telah
ada, demikian juga dalam kegiatan politik praktis, karena hal itu adalah

termasuk kegatan-kegiatan partai-partai politik yang ada dan Golkar.

G. Metode Penemuan Hukum MUI

1. Dasar-Dasar Umum Penetapan Fatwa

Setiap keputusan fatwa' harus berupa pendapat yang mempunyai
dasar-dasar (adillah al-ahkam) paling kuat dan membawa kemaslahatan
bagi umat. Dasar-dasar dimaksud” adatah-Ai-Qur’an, Hadis, [jma, Qiyas,
dalil-dalil hukum lainnya. 2* Ini berarti bahwa setiap produk hukum harus

disertai dengan sumber-sumber-pengambilan hukuminya.

2. Prosedur Penetapan Fatwa

Setiap masalah 'yang ‘akan difatwakan’harus dibahas dalam rapat
Komist sehingga diketahui dengan jelas substansi dan duduk
permasalahannya. Untuk memperoleh kejelasan tentunya terlebih dahulu
harus mendengar dan mempertimbangkan pendapat para ahli dalam bidang

yang berkaitan dengan masalah tersebut.

%Jaih Mubarak, Mefodologi ljtihad Hukum Islam, (Yogyakarta: UL Press, 2002),
hal. 203.
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sumber pengambilan pendapat ulama yang dikutip. Keputusan Fatwa

ditandatangani oleh Ketua dan Sekertaris Komisi.

Setiap Keputusan Fatwa harus ditanfizkan oleh Dewan Pimpinan
dalam bentuk Surat Keputusan Penetapan Fatwa. Surat Keputusan
Penetapan Fatwa harus dirumuskan dengan bahasa yang bisa dipahami
dengan mudah oleh masyarakat luas®®. Setiap Surat Kepuusan Penetapan
Fatwa sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut dan
rekomendasi, dan atau jalanmkeluar yang diperlukan sebagai konsekuensi

dari Surat Keputusan Penetapan Fatwa.

. Rapat Komisi

Rapat komist harus dihadiri|/oleh anggota Komisi dengan
kemungkinan mengundang tenaga ahli jika dipandang perlu. Rapat Komisi

diadakan jika:

a. Ada permintaan atau pertanyaan yang.oleh,Dewan Pimpinan dianggap
perlu untuk dibahas dan dibertkan fatwanya.
b. Permintaan atau pertanyaan tersebut berasal dari pemerintah, lembaga

sosial kemasyarakatan, atau MUI sendiri.

Rapat Komisi dipimpin oleh Ketua Komisi atau wakilnya atas

persetujuan Ketua Komist.

*Jaih Mubarak, Op. Cit. Hal. 204
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4. Kewenangan Dan Hirarki
Majclis ulama Indonesia berwenang mengeluarkan fatwa mengenai:

a. Masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut
umat Islam Indonesia secara nasional >’

b. Masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat
meluas ke daerah lain.

Majelis ulama Indonesia Daerah berwenang mengeluarkan fatwa
mengenal masalah-masalah keagamaan‘yang bersifat lokal (kasus-kasus di
daerah), dengan terlebth, dahulu “mengadakan konsultasi dengan
MUV/Komisi Fatwa dan Hukum MUL

Setiap Surat Keputusan Penetapan Fatwa di lingkungan MUI Pusat
maupun MUI Daerah dengan’ prosedur-yang telah disepakati dalam
Keputusan jiniy jmempunyai/~kedudukan sederajat dan tidak saling
membatalkan. Jika terjadi-perbedaan, antara Surat Keputusan Penetapan
Fatwa MUT Pusat dan Surat Keputusan Penetapan Fatwa Daerah mengenai
masalah yang sama, perlu diadakan pertemuan antara kedua Dewan

Pimpinan tersebut untuk mencari penyelesalan yang paling baik.

H. Perjalanan Dewan Syariah Nasional

Untuk lebith meningkatkan khidmah dan memenuhi harapan umat yang

demikian besar, MUl pada tahun 1999 telah membentuk Dewan Syariah

*Lihat Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Tentang
Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Pasal 10, ayat 1.
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Nasional (DSN).*’Lembaga ini, yang beranggotakan para ahli hukum Islam
(fugaha’) serta ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank
bank maupun non-bank, berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI
dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat, di samping itu, iembaga ini
pun bertugas, antara lain, untuk menggali, mengkaji dan merumuskan nilai
dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) untuk dijadikan pedoman dalam
kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah, serta mengawasi

pelaksanaan dan implementasinya.

Sejak dibentuk, DSN telah bekernja keras dan berusaha secara optimal
untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Agar lebih efektif, pelaksanaan
tugas ini dibantu dan ditangani secara-langsung oleh Badan Pelaksanaan
Harian DSN (BPH-DSN).’' BPH 'melakukan  penelitian, penggalian dan
pengkajian. Kemudian, setelah dianggap cukup” mémadail-hasil pengkajian
tersebut dituangkan dalam bentukjRancangan Fatwa DSN. Rancangan Fatwa
ini selanjutnya dibawa dalam rapat pleno Pengurus. DSN untuk dibahas
Kemudian diputuskan menjadi Fatwa DSN. Finalisasi fatwa ini, terutama dari
aspek redaksional, ditangam oleh tim penyusun dari BPH-DSN.  Dewan
Syariah Nasional merupakan bagian dan MUI yang bertugas khusus
memberikan fatwa mengenai ekonomi Islam. Lembaga ini sejak berdin yaitu

tahun 1999 sampai 2009 telah berhasil membuat 75 fatwa: (Lihat Lampiran),

**Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Edisi Kedua (Jakarta: MUI dan BI,
2003), hal. x

'Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Op. Cit. Hal. X Lihat juga
Widyaningsih, Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia, (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2005),
hal. 100.



BABIV
PEMIKIRAN ULAMA NU (NAHDLATUL ULAMA) DAN DSN

(DEWAN SYARIAH NASIONAL) MENGENAI ASURANSI ISLAM

A. Pemikiran Ulama NU (Nahdlatul Ulama) Mengenai Asuransi Islam

1. Pengertian Muktamar

Muktamar adalah forum tertinggi dalam jam’iyah Nahdlatul
Ulama. Diselenggarakan ¢leh | PBNU, sekali dalam lima tahun.' Pada
masa-masa awal, muktamar dilakukan setahun sekali. Pada era tahun
1940-an hingga 1960-an digelartiga tahun-sekali. Dan sejak tahun 1984

hingga sekarang dilakukan settap lima tahun sekali.

2. Pengertian Konperensi

Konperensi ‘adalab/instansi-permusyawaratan\tertinggi di masing-
masing tingkat kepengutusan Wilayah,, Cabang dan Majelis Wakil
Cabang. Konbes; (Konperensi-Besar)~-adalah, nama untuk konperensi
tingkat nasional’ Namun institusi ini bukan tertinggi, karena untuk
nasional masih ada muktamar dan munas’ di atasnya. Konperwil
(Konperensi Wilayah) adalah nama institusi tertinggi untuk tingkat

propinsi. Konpercab (Konperenst Cabang) tnstitust tertinggi untuk tingka

! Soeleiman Fadeli dan Muhammad Subhan, 4ntologi, Sejarah, Istilah, Amaliah,
Uswah NU, (Surabaya: Khalista, 2008), hal. 78.

*Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, Op. Cit. hal. 71

*Munas adalah forum tertinggi NU, setingkat di bawah muktamar. Diadakan
setidaknya setiap lima tahun sekali di antara dua muktamar dalam setiap kepengurusan
Pengurus Besar. Munas (Musyawarah Nasional ) berisi pembahasan masalah-masalah
keagamaan yang menjadi porsi Syuriah.
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leie eiall Jlimall et LiliSa pleati (1 51 o) ja Ciaa g 45
Lot Lo Lad g oty pedll Ol ia it (ol 581 s ) s painall dalicadl]
Ja JU LS Laa 5 o 5Sud 13 e 48] 5 s i (e Jg ol ) pall
olill adlia g o€ ) LagedJd juaiall 5 peadl oo elighay L s 4l
O )0 sal) o aaing G puaadll agdill Ly | Lagads (e i8] Ll

aSa ade dit g da sy il g Alal aii e Lad ) juall 5 aailh

oobaal) aaall A Mt g3 Aae 3 &y padl Ll e cud Al Ay )
Y03 J5Y) el

“Adapun asuransi jiwa maka, ia jauh dari akal sehat dan
menimbulkan kekaguman yang hebat’. Maka tidak ada perusakan
yang mampu memperpanjang umur. dan.menjauhkan takdir, ia hanya
memberikan " iming=iming~dengan—keamanan serupa dengan yang
dilakukan para Dajjal. Para petugas mereka akan berkata kepada
anda sama seperti pernyaiaan yang telah disebutkan dalam
pembahasan tentang asuransi harta benda atau pernyataan yang
sejenisnya. la akan berkata:"Sesungguhnya ketika aku membayar
satu premi, jika aku mendadak meninggal, maka ahli warisku berhak
mendapatkan apa yang telah aku jaminkan ketika aku masih hidup.
Dan itu berarti, membantu meringankan kepada ahli waris setelah
kepergianku. Dan jika aku masih hidup dalam tempo yang sudah
ditetapkan, maka aku berhak memperoleh kembali semua yung telah
dibayarkan beserta keuntungannya. Dengan demikian, maka aku
beruntung dalam dua hal tersebut (mati atau hidup). Demikian halnya

Cit,

SAhkamu al-Fugaha fi M uqororo>ti Mu tamira>ti Nahdlati al-‘Ulama, Op.
hal. 236 - YvV
7 Ibid, Op. Cit. hal. 236 - ¥V
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perusahaan asuransi, ia berhak mengelola keuangan yang dihimpun
dariku dan dari orang lain, sehingga menjadi modal yang besar yang
dikelola sebagai mana yang anda lihat berbentuk proyek-proyek
niaga. Resiko kerugian sangat sedikit, karena masing-masing orang
sangat berkeinginan menjaga hidup dan hartanya, dan akan berusaha
semampunya. Masing-masing akan berkarya bagi kepentingan
dirinya, sehingga masing-masing pihak beruntung.”

Kami katakan kepda peserta asurnsi tersebut, bahwa
hendaknya setiap yang anda wucapkan tidak keluar dari suatu
transaksi yang mengandung klaim denda terhadap salah satu pihak
secara wajib tanpa suatu pengganti yang sepadan dengan keuntungan
yang mungkin diraupnya. Dan hendaknya antara dua pengganti ada
kesesuaian yang mampu mewujudkan keadilan walaupun relatif,
sehingga terwujud roh jeeadila Adapi salah satu pihak saja yang
npa memberikan keuntungan kepada

yang lain maka tidak a

Sebagian kau enyatak @ i memberikan kepercayaan
buta dan kami menganibil de ereka, Semua yang mereka katakan
dengan takiid buta’ va sekelompok dari mereka telah
menyilakan orang-ord . an penggunaan materi dan
kekuatan alam, maka d iwamereka terdapat keinginan untuk
menundukkan orang MML@ lainpun menjadi tunduk.
Jika tidak, maka kapanpun anda menimbang semua pengelolaan
tersebut depgan ac ti bersih, maka
anda ammgmﬁ Ag manfaatnya.
Demikian halnya yang berbahaya yang dilarang bagi kepentingan
umum, maka anda i:g E@Mhayanya lebih besar dari
manfaatnya. Sehingga minuman keras dan judi, keduanya dalam
kemudaratanmm @:_NE nfaat. Hanya saja
manfaat tersebu, n ia" di rgmengan bahayanya.
Sebagaimana firman Allah SWT:"Mereka bertanya kepadamu tentang
khamr dan judi, katakanlah: pada keduanya itu terdapat dosa besar

dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih
besar dari manfaatnya.””

Perundang-undangan Allah SWT. Yang benar itu mesti
berpedoman pada adanya keseimbangan antara manfaat dan
mudarat. Jika manfaatnya lebih besar, maka Allah SWT. Akan
menghalalkannya. Sedangkan jika mudaratnya lebih besar, maka
Allah SWT. Akan mengharamkannya.

® Ahkamu al-Fuqgaha fi M ugororoti Mu'tamirati Nahdlati al-*Ulama., hal. 236
237
°QS. al-Baqarah (2) : (219)
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b. Pembahasan yang kedua, mengenai asuransi jiwa Yyaitu pada
Konperensi Besar Syuriah Nahdlatul Ulama yang ke-1 di Jakarta, yang
diadakan pada tanggal 21-25 Syawal 1379 H/ 18-22 April 1960 M
Adapun hasil dari Konperensi Besar Syuriah Nahdlatul Ulama yang
ke-1 di Jakarta hasilnya sama dengan hasil Muktamar yang ke-14 di
Magelang yang menyatakan bahwa mengasuransikan jiwa di kantor
asurnsi jiwa adalah haram karena termasuk judi. Dalilnya sama tapi

ada tambahannya, yaitu:

5 leha g b o ATl s 08 de 558 U1l e opalilial
Ay 16 Y el e aBlaillie oSl JEO M <l
O 05 Lehe iy Al Jsh e el S8 L a3k 4
Gl A aalh iy ae CAS N S MBal Lty |y 48y Cadbiay
Loy A Gipine e g8y (3 piad Gl lasay 250 g0 dilaiall Lali
Gos Al Gaa Loy Sisdiy/alilie (b 4de o b Lo adyy alla Jgb 28
Cuball Cpsalitadl O¥ pala e g 03 laall S il 4y 336
G Al JUalig 38303 BRI G oSO TS (onY 5 jaliall (s

Ul el 13Ky ) ggialt dniy

“Adapun asuransi'harta kekaydan, maka cabangnya banyak
sekali, dan _ kita berbicara satu_cabang saja yaitu asuransi
rumah... ... ... asuransi_ini_disepakali"merupakan, transaksi judi. . la
menyerupai pembelian kupon ‘Ya Nashib’, dimana seseorang yang
membelinya selama hidupnya memmggu tanpa memperoleh
kemenangan.

Perusahaan asuransi dalam melakukan transaksi dengan paru
nasabahnya itu menyerupai kupon judi tersebut dari sisi nasabah
yang melakukan transaksi itu dijanjikan memperoleh jaminan rumah
Jika terbakar. Jaminan ini disukai barangkali karena selama
menempati rumah tersebut dia harus membayar premi dan bila
meninggal (ataw) terjadi kebakaran pada rumahnya maka ia
memperoleh uang sejumlah jaminan yang telah ditetapkan. Dengan
demikian, itu jelas merupakan judi murni Karena dua pihak yang
melakukan transaksi pada dasarnya masing-masing tidak mengetahui

1" Ahkamu al-Fugaha, Op. Cit. hal. 293
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siapakah di antara mereka yang memperoleh keuntungan, sampai
uang yang disepakati oleh keduanya diberikan.
Pembahasan asuransi jiwa khususnya dan asuransi secara umum yang
ke-3, di adakan ketika Musyawarah Nasional (Munas ) Alim Ulama
Nahdlatul Ulama di Bandar Lampung yaitu pada tanggal 16-20 Rajab
1412 H/ 21-25 Januari 1992 M. Pada Munas ini dirumuskan mengenai
asuransi seperti apa yang menurut Islam itu.
Para muktaminn merumuskan-asuransi menurut Islam dengan
rumusan sebagail berikut:
1) Pengertian Asuransi dan Macam-macamnya.
a) Definist Asuranst
Menurut KUHD:Pasal 246:!'
“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian,
denganwpidna_seorang |penanggungmengikatkan diri kepada
seorang fertanggung= dengdn-menerima suatu premi, untuk
memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian,
kerusakan ataukehilangan-keurnungan yang diharapkan, yang
mungkin akan diderita karena sesuatu yang tak tertentu.”
b) Macam-Macam Asuransi
(1) Asuranst Kerugian
Asuransi  kerugian  adalah  asuransi  yang
membertkan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita
kerugian barangatau benda miliknya, kerugian mana terjadi

karena bencana atau bahaya terhadap mana pertanggungan

ini diadakan, baik kerugian itu berupa:

101,

“Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, (Bandung: Citra Umbara, 2009), hal.
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(a) Kehilangan nilai pakai atau

(b) Kekurangan nilainya atau

(c) Kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh

tertanggung.
Sitat Asuransi Kerugian

Penanggung tidak harus membayar gantt rug: kepada
tertanggung kalau selama jangka waktu peganjan obyek
pertanggungan tidak mengalami “bencana atau bahaya yang
dipertanggungkan.

(2) Asuransi Jiwa'?

Asuransi jiwa adalah perjanjian tentang pembayaran uang
dengan nikmat dart-premi 'dan yang| berhubungan dengan hidup
atau matinya seseorang termasuk juga perjanjian asuransi kemansi
bali uang dengan pengertian catatan dengan perjanjian dimaksud
tidak termasuk perjanjian-astransi kecelakaan (yang masuk dalam
asuransi kerugian) berdasarkan pasal.Ia. Bab,!. Staatbload 1941-
101.

Sifat asuransi jiwa {yang mengandung saving)

Penanggung akan tetap mengembalikan jumlah uang yang
diperjanjikan, kepada tertanggung:

(a) Kalau tertanggung meninggal dalam masa berlaku perjanjian,

atau

ZAhkam al-Fuqaha, Op. Cit. hal. 475-477
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(b) Pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian keperluannya
suka rela.
(3) Asuransi Sosial
Asuransi sosial ialah asuransi yang memberikan jaminan
kepada masyarakat dan diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu: "
(a) Asuransi kecelekaan lalu lintas (Jasa Raharja).
(b) Asuransi TASPEN, ASTEK, ASKES, ASABRL.
Sifat Asuransi Sosial
(a) Dapat bersifat asuransikkerugian
(b) Dapat bersifat asuransi jiwa:
2) Hukum Asuransi
a) Asuransi Sosial
Asuransi sosial diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan

sebagal berikut: 14

(1) Asuransi sosial*tidak~ termasuk” akad mu’'awadhah, tetapi
merupakan ‘syirkah ta wuniyah.

(2) Diselenggarakan oleh pemenntah. Sehingga kalau ada ruginya
ditanggung oleh pemerintah, dan kalau ada untungnya
dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.

b) Asuransi Kerugian
Asurans1 kerugian diperbolehkan dengan syarat apabila

memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

¥ Ahkam al-Fuqaha, Op. Cit. hal. 475-477
Y Ibid
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(1) Apabila asuransi kerugian tersebut merupakan persyaratan bagi
obyek-obyek yang menjadi agunan bank.

(2) Apabila asuransi kerugian tersebut tidak dapat dihindari, karena
terkait oleh ketentuan-ketentuan pemerintah, seperti asuransi
untuk barang-barang yang diimport dan dieksport.

¢) Asuransi Jiwa
Asuransi jiwa hukumnya haram kecuali apabila memenuhi
ketentuan-ketentuan sébagai berikut:

(1) Apabila asuransi® jiwa’ tersebut, mengandung unsur saving
(tabungan).

{(a) Pada waktu menyerahkan uang premi, pthak tertanggung
berniat untuk-menabung untungnya pada pihak penanggung
{perusahaan asuransi).

(b) Pihak penanggung berniat menyimpan uang tabungan milik
pihak tertanggung— dengan ‘Cara-cara yang dibenarkan/
dihalaikan oleh syariat'agama Jslam.

(c) Apabila sebelum jatuh tempo yang telah disepakati bersama
antara pihak tertanggung dan pihak penanggung seperti yang
telah disebutkan dalam polis (surat perjanjian ), ternyata
pthak penanggung sangat memerlukan (keperluan yang
bersifat darurat) uang tabungannya, maka pihak tertanggung

dapat mengambil atau menarik kembali sejumlah uang

*Ahkam al-Fuqaha, Op. Cit. hal. 475-477
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simpanannya dari pihak penanggung dan pihak penanggung
berkewajiban menyerahkan sejumlah uang tersebut
kepadanya.

(d) Apabila pada suatu ketika pihak tertanggung terpaksa tidak
dapat membayar uang premi, maka:

Pertama, uang premi tersebut menjadi utang yang
dapat diangsur oleh pihak tertanggung pada waktu-waktu
pembayaran uang premi berikutnya.

Kedua, hubungan antara pihak tertanggung dan pihak
penanggung dinyatakan tidak-terputus.

Ketiga, uang tabungan milik pihak tertanggung tidak
dinyatakan hangus oleh pihak penanggung.

Keempat, apabila _sebelum jatuh tempo pihak
tertanggung meninggal dunia, maka ahli warisnya berhak
untuk mengambil-sejumiah uang simpanannya, sedangkan
pihak penanggung berkewajiban méengembalikan sejumlah

uang tersebut.

B. Dalil Dewan Syariah Nasional (DSN) Mengenai Asuransi Islam.

Sedangkan dalil yang dikemukakan oleh Dewan Syariah Nasional

(DSN} yang menjelaskan asuransi Islam adalah: '

"“Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Edisi Kedua, (Jakarta: Dewan
Syariah Nasional dan Bank Indonesia, 2003M /1424H), hal. 129,
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1. Al-Qur’an
Loy s il o) b )il g it e La puis lavily S0 ) ga0) 1 il ) ey
M slass
“Hat orang-orang vang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah,
hendaknya setiap orang memperhatikan perbuatan yang ia lakukan untuk

hari esok dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Yang Maha

Mengetahui segala yang kamu lakukan.

e g oSl T Lo VY plaiV iaggaa®) Silal o gially 158 g1 1 giad 0l e

Mo e aSay Al f a4y 2l

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janjimu dengan Allah
dan dengan sesamamu, semua ternak halal bagimu kecuali yang akan
disebut kepadamu, 'yang tidak halal.diburu.pada saat kamu.berihram, Allah
menunjukkan hukumnya sesuai yang dikehendaki.”

2. Hadis-hadis Nabi “shallallahu alaiki- wasallam\ tentang beberapa

prinsip bermu’amalah, antara lain:
, Al g3 S e 4 S dde dll 3 Ll S e B S phia o 2 8

I @S PED RYEUNCI I RO IR T DRCts Rgvs 1P

'7QS. al-Hasyr (59): 18)

1303S. al-Maidah (5) : 1

PImam Muslim, Shohih Musiim, Bab Tahrim az-Zulmi, {ttp: Maktabah asy-
Syamilah, t.t), juz. 8. hal. 18.
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“Barang siapa melepaskan darn seorang muslim suatu kesulitan di
dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan
Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama 1a (suka) menolong

saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah)
giae dde LSEE 1D dnll Jla agilalaiy ageal iy pbalg b Cpiagall Jie
" (ond 0 Grenil e plua ol ) (eally el duall e el

“Perumpamaan orang beriman dalam kasth sayang, saling
mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian
mendenta sakit maka bagian lain akan turut mendenta” (HR. Muslim dan

Nu’man bin Basyir).

. Kaidah figh yang menegaskan:
e ad o s Joy o W Aal St i Jua)

“Pada dasarnya semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali

ada dalil yang mengharamkannya®*!

CASY) oy ady ) puall

»22

“Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.
d‘):l 23 )..41\

5223

“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.

® Imam Muslim, Shohih Muslim, Bab. 17. Tarohum al-Mu'minina, (1.1.p.:
Maktabah asy-Syamilah, t t), juz. 8. hal 20.

2! Anonim, Talgih al-Ifhami al-'Aliyyati, Bab. Al-‘Aslu fi Syuruti al-‘Ibadati al-
Man 'u,( t.t.p.. Maktabah asy-Syamilah, t.t}, juz. 2. hal. 6.

- Anonim, Qawa'id  al-Fighi, Bab.  Al-Qawa’id al-Fighiyyati,( ttp.:
Maktabah asy-Syamilah, t.t), juz. 1. hal 88,

3 Jalaluddin Abdirrahman bin Abi Bakri as-Suyuti, al-Asbah Wa an-Nazair Fi
Qawa'idi Wa Furu’l Fighi asy-Syafi‘iyvati, ( Baerut: Dar al-Kutub al-'llmiyyah, 2010),
Hal. 132. Lihat juga Abdul Mudjib, Kaidah-Kaidah Hmu Figih ( Al-Qowa’idul
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C. Asuransi Islam menurut DSN
Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri dari atas
akad trjarah dan / atau akad tabarru’. Akad tijarah yang dimaksud adalah
mudharabah. Sedangkan akad tabarru’ adalah hibah. Dalam akad, sekurang-
kurangnya harus disebutkan:**
Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan;
1. Cara dan waktu pembayaran premi;
2. Jenis akad tijarah dan /atau-akad. tabarru’ serta syarat-syarat vang
disepakati, sesuai dengan jenis asufansi yang diakadkan.
3. Kedudukan para pihak dalam akad tijarah dan tabarru’®

a. Dalam akad tijarah (mudharabah), perusahaan bertindak sebagai
mudharib (pengelola) 'dan| peserta| bertindak sebagai shahibul mal
(pemegang polis).”’

b. Dalam akad fabarri’ (hibah), peserta memberikan hibah yang akan
digunakan untuk menofong—peserta lain yang terkena musibah.
Sedangkan perusahaan bertindak sebagai.pengelola dana hibah.

1) Ketentuan dalam akad sijarah dan tabarru’
a) Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru’

bila pihak yang tertahan haknya, dengan refa melepaskan

Fighiyyah), (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hal. 34. Lihat juga, Abdul ‘Aziz Muhammad
*Azzam, al-Qawaid al-Fighiyyah, (Kairo: Dar al-Hadis, 2005), hal. 138.

*Himpunan Fatwa Dewan Syarviah Nasional, Edisi Kedua, (Jakarta : Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia), Hal 136

**Himpunan Fatwa Dewan Syariah, Fdisi Kedua, ( Jakarta: Dewan S yariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, 2003), hal. 136.



86

haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum
menunaikan kewajibannya.

b) Jenis akad tabarru’ tidak dapat diubah menjadi jemis akad
‘fjarah.

2) lenis asuransi dan akadnya.

a) Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi
kerugian dan asuransi jiwa.

b) Sedangkan akad’ bagi-kedua jenis asuransi tersebut adalah
mudharabah dan hibah:

3) Premi

a) Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijarah dan jents
akad rabarry’.

b) Untuk _menentukan. besarnya. premi perusahaan asuransi
syariah dapat menggunakan rujukan. Misalnya table mortalita
untuk asuransi jiwa dan table morbidita untuk asuransi
kesehatan, dengan ‘syarat tidak-memasukkan unsur riba dalam
penghitungannya.

¢) Premi yang berasal dari jenis akad mudharabah dapat
diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-bagikan kepada
peserta.

d) Premi yang berasal dari jenis akad tabarru’ dapat

diinvestasikan.
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4) Klaim

a) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal
perjanjian.®

b) Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang
dibayarkan.

¢) Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta,
dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.

d) Klaim atas akad |fabarru, merupakan hak peserta dan
merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati
dalam akad.

5) Investasi

a) Perusahaan selaku pemegang’ amanah wajib melakukan
investast dari dana yang terkumpul.

b) Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.”’

6) Reasuransi
Asuransi syariah hanya dapat.melakukan reasuransi kepada
perusahaan reasuransi yang berfandaskan prinsip syariah.
7) Pengelolaan
a) Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu

lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.

2 Himpunan Fatwa Dewan Syariah, Fdisi Kedua, ( Jakarta: Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, 2003), hal. 137.

¥ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Edisi Kedua, (Jakarta : Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia), Hal. 139
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b) Perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari
pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah
(mudharabah).

¢) Perusahaan asuransi svariah memperoleh wrah (fee) dan
pengelolaan dana akad rabarru’ (hibah)

d) Penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak

tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

D. Perbandingan Asuransi Islam Menurut Dewan Syariah Nasional dan
Nahdlatul Ulama
1. Dari Segi Pengertian
Pengertian asuransi Islam’ yang dikemukakan oleh NU masih
merujuk pada pengertian asuransit menurut Kitab Undang-undang Hukum

Dagang Pasal 246 vang berbunyi:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan
mana seorang penanggung, mengikatkan/ diri kepada seorang
tertanggung, dengan menerimd Sualu premi, untuk memberikan
penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan
diderita karena sesuatu yang tak tertentu.

Sedangkan DSN memberikan pengertian asuransi Islam sebagai
berikut:
Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful atau Tadhamun) adalah usaha

saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah
orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/ atau

% Ahkam al-Fuqaha, hal. 475
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tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi
resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai .syariahz ?

Dari dua pengertian asuransi di atas maka pengertian asuransi
menurut DSN sudah khusus yaitu mengerujut yang sesuai dengan syariah.

Sedangkan pengertian asuransi menurut NU masih bersifat umum.

Dari Segi Macam-macam Jenis Asuransi
Menurut Pandangan NU jenis asuranst itu ada 3 jenis:
a. Asuransi Sosial
b. Asuransi Kerugian
c. Asuransi Jiwa>®
Sedangkan menurut DSN jenis asuransi itu ada 2:
a. Asuransi Kerugian
b. AsuransiJiwa'
Dari pembagian jenissasuransi di atas DSN tidak membagi asuransi
pada jenis yang ke-3' yaitu asuransi sosial. Kenydtaan dilapangan yang

penulis temui asuransi sosial masih dikuasai oleh asuransi konvensional.

Akad Dalam Asuransi
Menurut NU akad dalam asuransi itu adalah akad syirkah
ta’awuniyah bukan akad mu'awadhah pada asuransi sosial. Pada asuransi

jiwa yang mengandung unsur saving akadnya adalah akad menabung

29Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, hal. 135
* Ahkam al-Fugaha, hal. 475-476.
* Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, hal. 137
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Sehingga waktu menyerahkan uang premi, pihak tertanggung berniat
untuk menabung untungnya pada pihak penanggung (perusahaan
asuransi).

Sedangkan menurut DSN akad dalam asuransi itu adalah akad
Tijarah dan akad tabarru’. Yang dimaksud dengan akad tijarah disini
adalah akad mudharabah. Sedangkan yang dimaksud dengan akad

tabarru’ disini adalah hibah.>

. Kedudukan Para Pihak dalam Asuransi

Menurut NU pada asuransi yang/mengandung unsur saving seperti
pada asuransi jiwa maka tertanggung adalah penabung sedngkan pihak
perusahaan asuransi adalah pengelola dana tabungan.’

Sedangkan menurut DSN  tertanggung adalah shohibul mal
sedangkan perusahaan asuransr-adalah mudharib {pengelola harta). Dalam
akad rabarru’ (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan
untuk menolong peserta lain yang terkena.musibah. Sedangkan perusahaan

bertindak sebagai pengelola dana hibah.*

. Klaim

Menurut NU apabtla sebelum jatuh tempo yang telah disepakati
bersama antara pthak tertanggung dan pihak penanggung seperti yang

telah disebutkan dalam polis (surat perjanjian), ternyata pihak pihak

*2 Ahkam al-Fugaha, hal. 476-477.

33HI]‘»}:}:):Anarf Fatwa Dewan Syariah Nasional, hal. 136.
* dhkamy al-Fugaha, hal. 477.

% Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, hal. 137
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penanggung sangat memerlukan (keperfuan yang bersifat darurat) uang
tabungannya, maka pihak tertanggung dapat mengambil atau menarik
kembali sejumlah uang simpanannya dari pthak penanggung dan pihak
penanggung berkewajiban menyerahkan sejumlah uang tersebut
kepadanya.™

Menurut DSN klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati

pada awal perjanjian.37

Investasi

Menurut NU pihak penanggung berniat menyimpan uang tabungan
milik pihak tertanggung dengan cara-cara yang dibenarkan/dihalalkan oleh
syariat agama Islam.”®

Menurut DSN perusahaan selaku pemegang amanah wajib
melakukan investas: dan dana-yang.terkumpul. Inyestasi-wajib dilakukan

sesuai dengan syariah.*”

Premi

Menurut NU apabila suatu ketika pihak tertanggung terpaksa tidak
dapat membayar uang premi, maka:
a. Uang premi tersebut menjadi utang yang dapat diangsur oleh pihak

tertanggung pada waktu-waktu pembayaran uang premi berikutnya.

*®Ahkam al-Fuqaha, hal. 477
Y Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, hal. 138.
B dhkam al-Fugaha, hal. 477
¥ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, hal. 139
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b. Hubungan antara pthak tertanggung dan pihak penanggung dinyatakan
tidak putus.

c. Uang tabungan milik pithak tertanggung tidak dinyatakan hangus oleh
pihak penanggung.

d. Apabila sebeium jatuh tempo pihak tertanggung meninggal dunia,
maka ahli warisnya berhak untuk mengambil sejumiah uang
simpanannya, sedangkankan pihak penanggung berkewajiban
mengembalikan sejumlah uang tersebut. *°

Menurut DSN apabila suatu ' ketika ‘pthak tertanggung terpaksa
tidak dapat membayar uang premi, maka:

a. Uang prem: tersebut menjad: utang yang dapat diangsur oleh pihak
tertanggung pada waktu-waktu pembayaran uang premi berikutnya.

b. Hubungan antara pihak tertanggung dan.pthak penanggung dinyatakan
tidak putus.

c. Premi mlik pthak tertanggung ttdak dinyatakan hangus oleh pihak
penanggung.

d. Apabila sebelum jatuh tempo pihak tertanggung meninggal dunia,
maka ahli warisnya berhak untuk mengambil sejumlah uang
simpanannya, sedangkankan pihak penanggung berkewajiban

mengembalikan sejumlah uang tersebut.*'

*Ahkam al-Fugqaha, hal. 477

*'Diah Woro Hardjanti (Takaful Agency Manager) PT. Asuransi Takaful Keluarga JL.
KH. Wahid Hasyim No. 28. Suryowijayan, Yogyakarta. Pada tanggal 2 Januari 2012. Lihat juga
AH. Hasan Ali, hal. 168
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E. Perbedaan Asuransi Islam Menurut DSN dan NU

No Segi

Menarut DSN

Menurut NU

1 | Pengertian

Asuransi Syariah (Ta’min,
Takaful atau Tadhamun)
adalah  usaha  saling
melindungi dan tolong-
menolong di  antara
sejumlah orang/pihak
melalui  investasi dalam
bentuk aset dan/ atau
tabarru’ yang memberikan
pola pengembalian untuk
menghadapi resiko tertentu
melalui _akad—(perikatan)
yang se$uai syariah”

“Asuransi atau
pertanggungan  adalah
suatu perjanjian, dengan
mana seorang
penanggung mengikatkan
diri  kepada seorang
tertanggung, dengan
menerima suatu premi,
untuk memberikan
penggantian kepadanya
karena suatu kerugian,
kerusakan atau
kehilangan  keuntungan
yang diharapkan, yang
mungkin akan diderita
karena sesuatu yang tak
tertentu.

adalah’ akad- Tijarah-dan
akad , ~fabarru’., Yang
dimaksud) | dengan', akad
tijarah disini adalah akad
mudharabah,  “Sedangkan
yang dimaksud dengan
akad tabarru’ disini adalah
hibah.*

2 | Dari Segi 1.Asuransi Kerugian 1.Asuranst Sosial
Macam- 2.Asuransi Jiwa®' 2.Asuransi Keru%ian
macam Jenis 3.Asuransi Jiwa*
Asuransi

3 |{ Akad Dalam | Sedangkan menurut DSN [ Menurut NU akad dalam
Asuransi akad, dalam™ astransi~ itu~}j~asuransi itu adalah akad

syirkah ta’awuniyah
bukan akad mu ‘awadhah
pada asuranst sosial.
Pada asuransi jiwa yang
mengandung unsur
saving akadnya adalah

akad menabung.
Sehingga waktu
menyerahkan uang

premi, pihak tertanggung
berniat untuk menabung
untungnya pada pihak
penanggung {perusahaan

asuransi).*

**Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, hal. 135
“Ahkam al-Fugaha, hal. 475

* Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, hal. 137
“ dhkam al-Fugaha, hal. 475-476.

“ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, hal. 136
“ Ahkam al-Fugaha, hal. 476-477.
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4 i Kedudukan Sedangkan menurut DSN | Menurut NU  pada |
Para  Pihak | tertanggung adalah | asuransi yang
dalam shohibul mal sedangkan | mengandung unsur
Asuransi perusahaan asuransi adalah | saving  seperti  pada

mudharib (pengelola | asuransi  jiwa  maka
harta). Dalam akad | tertanggung adalah
tabarru’ (hibah), peserta | penabung sedngkan
memberikan hibah yang | pihak perusahaan
akan digunakan untuk | asuransi adalah g)engelola
menolong peserta lain yang | dana tabungan.*

terkena musibah.

Sedangkan perusahaan

bertindak sebagai

pengelola dana hibah,*®

5 | Klaim Menurut/ DSNA /‘kiaim | Menurut NU apabila

dibayarkan  berdasarkan | sebelum jatuh tempo

akad vang dise?akati pada
awal perjanjian:’"

yang telah disepakati
bersama antara pihak
tertanggung dan pihak
penanggung sepertt yang
telah disebutkan dalam
polis (surat perjanjian),
ternyata pihak  pihak
penanggung sangat
memerlukan (keperluan
yang-\ bersifat darurat)
uang tabungannya, maka
pihak tertanggung dapat
mengambil atau menarnk
Kembali sejumlah uang
simpanannya dari pihak
penanggung dan pthak

penanggung
berkewajiban
menyerahkan  sejumlah
uang tersebut
kepadanya.”'

* Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, hal. 137
Y Ahkamu al-Fugaha, hal. 477.
5 OHimpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, hal. 138,
*dhkam al-Fuqaha, hal. 477
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F. Persamaan Asuransi Islam Menurut DSN dan NU

No

Segi

Menurut DSN

Menuarut NU

1

Investasi

Menurut DSN perusahaan
selaku pemegang amanah

wajib melakukan investasi
dari dana yang terkumpul.
Investasi wajib dilakukan
sesuai dengan syariah.*

Menurut NU pihak
penanggung berniat
menyimpan uang tabungan
milik  pithak  tertanggung
dengan cara-cara  yang
dibenarkan/dihalaltkan  oleh
syariat agama Islam.”

Premi

Menurut DSN apabila suatu
ketika pihak tertanggung
terpaksa tidak dapat
membayar uang premi, maka:
1.Uang  premi——tersebut
menjadi utang yang ‘dapat
diangsur oleh pihak
tertanggung  —pada waktu-
waktu  pembayaran ‘uang
premi berikutitya.”*

2.Hubungan ~antara  pihak
tertanggung | — dan// " pihak
penanggung dinyatakan, tidak
putus.

3.Uang premi milik pihak
tertanggung tidak-dinyatakan

hangus oleh pihak
penanggung,

4.Apabila | .sebelum /~jatuh
tempo pihak tertanggung
meninggal dunia, \maka -ahli
warisnya  berhak  untuk
mengambil sejumlah uang

simpanannya, sedangkankan
pihak penanggung
berkewajiban mengembalikan
sejumiah uang tersebut >’

Menurut NU apabila suatu
ketika pihak tertanggung
terpaksa tidak dapat
membayar uang premi, maka:
1.Uang premi tersebut
menjadi utang yang dapat
diangsur oleh pihak
tertanggung pada waktu-
waktu pembayaran uang
premi berikutnya.

2.Hubungan antara pihak

tertanggung  dan  pihak
penanggung dinyatakan tidak
putus.

3.Uang tabungan milik pihak
tertanggung “tidak dinyatakan

hangus oleh pihak
penanggung.

4 Apabila sebelum  jatuh
tempo pihak tertanggung
meninggal dunia, maka ahli
warisnya  berhak  untuk
mengambil sejumiah uang
simpanannya, sedangkankan
pihak penanggung

berkewajiban mengembalikan
sejumlah vang tersebut.*

**Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, hal. 139

53 g hkam al-Fugaha, hal. 477
* Diah Woro Hardjanti (Takaful Agency Manager) PT. Asuransi Takaful Keluarga JL.
KH. Wahid Hasyim No. 28. Suryowijayan, Yogyakarta. Pada tanggal 2 Januari 2012. Lihat juga

AH. Hasan Ali, hal. 168

*Diah Woro Hardjanti (Takaful Agency Manager) PT. Asuransi Takaful Keluarga JL.
KH. Wahid Hasyim No. 28. Suryowijayan, Yogyakarta. Pada tanggal 2 Japuari 2012. Libat juga

AH. Hasan Ali, hal. 168

* Ahkam al-Fugaha, hal. 477
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PENUTUP

A. Kesimpulan
Perbandingan Asuransi Islam Menurut Dewan Syariah Nasional dan
Nahdlatul Ulama.
1. Dari Segi Pengertian
Pengertian asuransi /slam-|yang/dikemukakan oleh NU masth
merujuk pada pengertian asuransignenurut Kitab Undang-undang Hukum
Dagang Pasal 246 yang berbunyi:
“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian. dengan
mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang
tertanggung, dengan menerimal Sualu | premi, untuk memberikan
penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau
kehilangan _keuntungan_yang..diharapkan, vang_mungkin akan
diderita karenu sesudtu yang tak tertentu.
Sedangkan DSN memberikan pengertian asuransi Islam sebagai
berikut:
Asuransit Svariah (Ta'min, Takafud atau Tadhamun) adalah usaha
saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumiah
orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan’ atau
tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi
resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah
2. Dart Segi Macam-macam Jenis Asuransi
Menurut Pandangan NU jenis asuransi itu ada 3 jenis:

a. Asuransi Sosial

b. Asuransi Kerugian

%6



97

c. Asuransi Jiwa
Sedangkan menurut DSN jenis asuransi itu ada 2:
a. Asuransi Kerugian

b. Asuransi Jiwa

. Akad Dalam Asuransi

Menurut NU akad dalam asuransi itu adalah akad syirkah
ta ‘awuniyah bukan akad mu‘awadhah pada asuransi sosial. Pada asuransi
jiwa yang mengandung unsar saving 'akadnya adalah akad menabung
Sehingga waktu menyerahkan uang premi) pihak tertanggung berniat
untuk menabung untungnya pada pihak; penanggung (perusahaan
asuransi).

Sedangkan menurut' DSN/ akad dalam asuransi itu adalah akad
Tijarah dan akad tubarru’. Yang dimaksud dengan akad, tijarah disini
adalah akad mudharabah. Sedangkan yang dimaksud dengan akad

tabarru’ disini adalah Aibah.

. Kedudukan Para Pihak dalam Asuransi

Menurut NU pada asuransi yang mengandung unsur saving seperti
pada asuransi jiwa maka tertanggung adalah penabung sedngkan pihak
perusahaan asuransi adalah pengelola dana tabungan.

Sedangkan menurut DSN tertanggung adalah shohibul mal
sedangkan perusahaan asuransi adalah mudharib (pengelola harta). Dalam

akad tabarru’ (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan
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untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan

bertindak sebagai pengelola dana hibah.

. Klaim

. Investasi

Menurut NU apabila sebelum jatuh tempo yang telah disepakati
bersama antara pihak tertanggung dan pihak penanggung seperti yang
telah disebutkan dalam polis (surat perjanjian), ternyata pihak pihak
penanggung sangat memerlukan (keperfuan yang bersifat darurat) uang

tabungannya, maka pihak

penanggung berkewajiba enyeral kafr | sejumlah uang tersebut
m

kepadanya.

Menurut DSN klamkér%Mﬁ@gsa:kan akad yang disepakati

pada awal perjanjian.

UNIVERSITAS

Menurut NU pihwenyimpan uang tabungan
milik pihak tertankging denfn Sararyasgibdhdtkan/dihalalkan olch

syariat agama Islam.
Menurut DSN perusahaan selaku pemegang amanah wajib
melakukan investasi dari dana yang terkumpul. Investasi wajib dilakukan

sesuai dengan syariah.

. Premi

Menurut NU apabila suatu ketika pihak tertanggung terpaksa tidak

dapat membayar uang premi, maka:
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Uang premi tersebut menjadi utang yang dapat diangsur oleh pihak
tertanggung pada waktu-waktu pembayaran uang premi berikutnya.
Hubungan antara pihak tertanggung dan pthak penanggung dinyatakan
tidak putus.

Uang tabungan milik pihak tertanggung tidak dinyatakan hangus oleh
pihak penanggung.

Apabila sebelum jatuh tempo pihak tertanggung meninggal dunia,
maka ahli warisnya /berhak ,untuk “mengambil sejumlah uang
simpanannya, sedangkankan' | pthak— penanggung berkewajiban
mengembalikan sejumlah uang tersebut.

Menurut DSN apabila suatu ketika pihak tertanggung terpaksa

tidak dapat membayar uang premi, maka:

a.

Uang premt tersebut menjadi utang yang dapat diangsur oleh pihak
tertanggung pada waktu-waktu pembayaran uang premi berikutnya.
Hubungan antara pihak-tertanggung dan‘pihak penanggung dinyatakan
tidak putus.

Uang premi milik pihak tertanggung tidak dinyatakan hangus oleh
pihak penanggung.

Apabila sebelum jatuh tempo pihak tertanggung meninggal dunia,
maka ahli warisnya berhak untuk mengambil sejumlah uang
simpanannya, sedangkankan pihak penanggung berkewajiban

mengembalikan sejumlah uang tersebut.



8. Perbedaan Asuransi isiam Menurut DSN dan NU

100

No

Segi

Menurut DSN

Menurut NU

Pengertian

Asuransi  Syariah (Ta'min,
Takaful atau Tadhamun)
adalah usaha saling
melindungi dan tolong-
menolong di antara
sejumliah orang/pihak
melalui  investasi  dalam
bentuk aset dan/ atau
tabarru’ yang memberikan
pola pengembalian untuk
menghadapi-resiko—tertentu
melaluj,  akad ™' (perikatan)
yang sesuai syariah

“Asuransi atau

pertanggungan adalah
suatu perjanjian,
dengan mana seorang
penanggung
mengikatkan
kepada seorang
tertanggung,  dengan
menerima suatu premi,
untuk memberikan
penggantian kepadanya
karena suatu kerugian,
kerusakan atau
kehilangan keuntungan
yang diharapkan, yang
mungkin akan diderita
karena sesuatu yang tak
tertentu.

diri

Darni
Macam-
macam Jenis
Asuransi

Segi

1.Asuransi Kerugian
2.Asuranst Jiwa

1.Asuransi Sosial
2.Asuransi Kerugian
3.Asuranst Jiwa

Akad Dalam
Asuransi

Sedangkan menurut DSN
akad._dalam /asuransi’ itu
adalah akad Tijarah dan
akad ) ( tabarru’. Yang
dimaksud ~dengan akad
tijarah disini adalah akad
mudharabah.  Sedangkan
vang dimaksud dengan akad
tabarru’  disini adalah
hibah.

NU akad
dalam  asuransi itu
adalah akad syirkah
ta’'awuniyah bukan
akad mu’'awadhah pada

Menurut

asuransi sosial. Pada
asuransi  jiwa  yang
mengandung unsur
saving akadnya adalah
akad menabung.
Sehingga waktu
menyerahkan uang
premi, pihak
tertanggung berniat
untuk menabung
untungnya pada pihak
penanggung

(perusahaan asuransi).




101

Kedudukan Sedangkan menurut DSN { Menurut NU  pada
Para  Pihak | tertanggung adalah shohibul | asuransi yang
dalam mal sedangkan perusahaan | mengandung unsur
Asuransi asuransi adalah mudharib | saving  seperti  pada
(pengelola harta). Dalam | asuransi  jiwa maka
akad  rabarru’  (hibah), | tertanggung adalah
peserta memberikan hibah | penabung sedngkan
yang akan digunakan untuk | pihak perusahaan
menolong peserta lain yang | asuransi adalah
terkena musibah. Sedangkan | pengelola dana
perusahaan bertindak | tabungan.
sehagai pengelola dana
hibah.
Klaim Menurut DSN klaim | Menurut NU apabila
dibayarkan berdasarkan | sebelum jatuh tempo

akad| yang_disepakat) pada
awal perjanjian.

yang telah disepakati
bersama antara pihak
tertanggung dan pihak
penanggung seperti
yang telah disebutkan
dalam  polis  (surat
perjanjian), ternyata
pihak pihak penanggung
sangat memertukan
(keperluan yang bersifat

darurat) uang
tabungannya, maka
pihak tertanggung dapat
mengambil atau
menarik kembahi
sejumlah uang

simpanannya dari pihak
penanggung dan pihak

penanggung
berkewajiban
menyerahkan sejumlah
uang tersebut

kepadanya.
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9. Persamaan Asuransi Islam Menurut DSN dan NU

No

Segi

Menurut DSN

Menurut NU

1

Investasi

Menurut DSN
perusahaan selaku
pemegang amanah wajib
melakukan investasi dar
dana yang terkumpul.
Investasi wajib dilakukan
sesuai dengan syariah.

Menurut NU pihak
penanggung bermat
menyimpan uang tabungan
milik pihak tertanggung
dengan cara-cara yang
dibenarkan/dihalalkan oleh
syariat agama Islam.

g

Premi

Menurut DSN  apabila
suatu  ketika  pihak
tertanggung terpaksa
tidak dapat membayar
uang premi, maka:
1.Uang  ‘premi _tersebut
menjadi utang yang dapat
diangsur’) oleh  pihak
tertanggung pada waktu-
waktu pembayaran uang
premi befikutnya,

2. Hubungan-antara pihak
tertanggung  dan" pihak
penanggung dinyatakan
tidak putus.

3WUang /' premi— milik
pthak tertanggung tidak
dinyatakan ‘hangus\ oleh
pihak penanggung.

4 Apabila sebelum gatuh
tempo.pihak tertanggung
meninggal dunia, maka
ahli  warisnya berhak
untuk mengambil
sejumlah uang
simpanannya,
sedangkankan pthak
penanggung
berkewajiban
mengembalikan sejumiah
uang tersebut

Menurut NU apabila suatu
ketika pihak tertanggung
terpaksa  tidak  dapat
membayar uang premi,
maka:

I.Uang premi tersebut
menjadi utang vang dapat
diangsur  oleh  pihak
tertanggung pada waktu-
waktu pembayaran uang
premi berikutnya.

2 Hubungan antara pihak
tertanggung dan pihak
penanggung  dinyatakan
tidak putus,

3.Uang, tabungan milik
pthak tertanggung tidak
dinyatakan hangus oleh
pihak penanggung.

4 Apabila sebelum jatuh
tempo-pihak tertanggung
meninggal  dunia, maka
ahli wanisnya berhak untuk
mengambil sejumlah uang
simpanannya,
sedangkankan pihak
penanggung berkewajiban
mengembalikan sejumlah
uang tersebut.
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B. Saran

1.

Pemerintah hendaknya segera membuat Undang-Undang mengenai
asuransi syariah sehingga umat Islam dalam bertransaksi asuransi syariah
lebih terlindung.

Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia yang handal dan betul-
betul memahami secara mendalam tentang praktek asuransi syariah, baik
itu berkenaan dengan operasional sebuah perusahaan asuransi ataupun
pemahaman terhadap landasan hukum, syariahnya bagi produk-produk
yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan asuransi syariah. Hal semacam
int akan tercapai, jika dipegang oleh seseorang yang ahli dalam hukum
Isiam (syariah) sekaligus ahli dalam bidang asuransi syariah. Ini dapat
dilakukan oleh Dewan Pengawas| Syariah yang ada dalam lingkungan
perusahaan asuransi syariah untuk lebih meningkatkan kualitas
pemahaman terhadap operasional bisnis asuransi di samping ‘modal’ yang
telah ada, yaitu dalam bentiik-pemahaman terhadap hukum Islam (syariah).
Penulis juga menandaskan ‘perlu ‘adanya.iransparansi antara peserta
asuransi (nasabah) dan perusahaan asuransi sebagai lembaga pengelola
dana. Transparansi tersebut dapat berwujud dengan penjelasan dari pihak
perusahaan kepada peserta asuransi tentang akad, produk, dan pola
pengelolaan dana. Terkesan dalam masalah ini belum dilaksanakan secara
maksimal oleh perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Sepatutnya,
costumer service dari perusahaan asuransi syariah memberikan penjelasan

kepada calon nasabah yang ingin ikut serta dalam sebuah produk yang
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dikeluarkan oleh perusahaanya. Sebaliknya, peserta (nasabah) dari
perusahaan asuransi syariah juga harus memberikan informasi yang benar

tentang sesuatu yang dipertanggungkan.
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Ditetapkan di Asrama Haji Donohudan Boyolali Jawa Tengah pada Tanggal 18
Syawal 1425 H/ 1 Desember 2004M.

MUKTAMAR XXXI NAHDLATUL ULAMA

PIMPINAN SIDANG PLENO IX
ttd ttd
Drs. K.H. A. Hafizh Usman Drs. H. Taufig R. Abdullah

Ketua Sekertaris
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SUSUNAN PENGURUS PBNU YANG PERTAMA (1926):

Syuriah

Rais Akhbar

Wakil Rais Akhbar
Katib Awal

Katib Sani

A’wan

Mustasyar

Tanfidziyah
Ketua
Penulis
Bendahara
Pembantu

: K.-H. M. Hasyim Asy’ari (Jombang)

: K.H. Dahlan Ahyad, Kebondalem (Surabaya)
: K.H. Abdul Wahab Hasbullah (Jombang

: K.H. Abdul Chalim (Cirebon)

: K.H. Mas Alwi Abdul Aziz (Surabaya)

: K.H. Ridwan Abdullah (Surabaya)

: K.H. Said (Surabaya)

: K.H. Bisni Syansuri (Jombang)

: K.H. Abullah Ubaid (Surabaya)

UNIM Sﬁ b,

1diq Sugeng Judodiwirjo ( ema]ang)

1] Sl

|NE%NESIA

: H. Usman (Surabaya)

: H. Ahzab (Surabaya)

: H. Nawawi (Surabaya)
: H. Dachlan (Surabaya)
: H. Mangun (Surabaya)



Lampiran 3

FATWA-FATWA YANG TELAH DIHASILKAN OLEH DSN

Lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) sejak berdiri yaitu tahun 1999 sampai
2009 telah berhasil membuat 75 fatwa, yaitu:

WA BN~

. Wakalah
. Kafalah

. Uang muka dalam M

. Prinsip Distribusi Has

Giro

Tabungan
Deposito
Murabahah

Jual beli saham
Jual beli istishna’
Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
Pembiayaan Musy
Pembiayaan ijarah

Hawalah

¥ )

System Distribust Has

Diskon dalam Murabahah. mw t;%&a
Sanksi atas nasabah mat -nunda pembayaran.

Pencadangan penghapusan aktiva produktif dalam LKS

' Pedomiulmllay mll;!‘lp\s%ah
: Safe Dgepozftmnﬁ Ng SI A

. Al-ljarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik
. Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)

Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah
Pembiayaan Rekening Koran Syariah

. Pengalihan Hutang

Obligasi Syariah

. Obligasi Syariah Mudharabah

Letter of Credit (L/C) Impor Syariah

. Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah

Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia (SWBI)
Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah

. Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA)

Asuransi Haji



40.

41.
42.
43
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51
92,
53.
54.
55.
56.
- 7
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
7L
2.
73.
74.
75

Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di

Bidang Pasar Modal.

Obligasi Syariah [jarah

Syariah Charge Card

Ta’widh

Multijasa

Line Facility

Potongan Tagihan Murabahah
Penyelesaian Piutang Murabahah
Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
Konversi Akad Murabahah

Akad Mudharabah Musytarakah
Mudharabah Musytarakah Asuransi
Wakalah Bil Ujrah Asuransi

Tabarru’ Asuransi
Syariah Card

PRKS Musyarakah
Review Ujrah
Kafalah Bil Ujrah
Hawalah Bil Ujrah
Obligasi Mudharabah
Penyelesaian Piutang Ekspor™” "=
Penyelesaian Utang Impor-| ||/=+/ [/ 1=
Penyclesaian Utang Intpez | /-~ (=7
Fatwa SBIS

MY ERSITAS
Hak Mem@&san Efek Terlebih Dahulu ) Syari
Fatwa Anak Piutand L A M

Sun Beharbl SN D S | A

Metode Penerbitan SBSN

Sale and Lease Back

SBSN Ijarah

Musyarakah Mutanagisah

Penjaminan Syariah

Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)

VISINOAN\ /
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Tempat Pelaksanaan Muktamar dan Tahunnya

R Tempat Tanggal Tahun
0
Surabaya 13 Rabi‘us Sani 1345 H
Muktamar I 21 Oktober 1926 M
Surabaya 12 Rabi‘us Sani 1346 H
Muktamar II 09 Oktober 1927 M
Surabaya 12 Rabi‘us Sani 1347H
Muktamar TII 28 September 1928 M
Semarang 14 Rabi‘us Sani 1348 H
Muktamar IV P 19 September 1929 M
Pekalongan, "==""/"13 Rabi‘us Sani 13499 H
Muktamar V g 07 $eptember 1930 M
Cirebon 5 0 1§Rab”1‘us Sani 1350 H
Muktamar VI « Agustus 1931 M
Bandung | I3/ Rabi‘us Sani 1351 H
Muktamar VII z 09 Agustus 1932 M
Jakarta |- 12 Muharram 1352 H
i R (22 ((fOHMei 1933 M
Banyuwangi—~"/“*—/""1\08 Muharram 1353 H
Muktamar IX 23 April 1934 M
Banjarm bi‘u Awal 1355 H
Muktamar XI : TS |_ A A.?& 1936 M
M i‘us Sani 1356 H
Muktamar XII 1937 M
Menes Banten 13 Rabi‘us Sani 1357H
Muktamar XTII 12 Juli 1938 M
Magelang 14 Jumadil Ula 1358 H
Muktamar XIV 01 Juli 1939 M
Surabaya 10 Zulhijjah 1366 H
Muktamar XV 09 Pebmjiri 1940 M
Purwokerto 23 Rabi‘us Sani 1365 H
Muktamar XVI 26 Maret 1946 M
Madiun 05 Rajab 1366 H
Muktamar XVII 24 Mei 1947 M
Jakarta Rajab 1369 H
Muktamar X VIII Mei 1950 M
Palembang Rajab 1370 H
Muktamar XIX April 1951 M




Surabaya 10 Muharram 1374 H

Muktamar XX 08 September 1954 M
Medan Jumadil Awwal 1376 H

Muktamar XXI Desember 1956 M
Jakarta Jumadis Sani 1379 H

Muktamar XXII Desember 1959 M
Solo-Surakarta 29 Rajab 1382 H

Muktamar XXIII 25 Desember 1962 M
Bandung Rabius Sani 1387 H

Muktamar XXIV Juli 1967 M
Surabaya 03 Zulq’odah 1391 H

Muktamar XXV 20 Desember 1971 M
Semarang 10 Rajab 1399 H

Muktamar XXVI 05 Juni 1979 M
Sukorejo-Si@,bohﬂbAM 15'Rabi‘u Awwal 1405 H

Muktamar XXVII 4 08 Desember 1984 M
Krapyak-Y. % 26 R.Akhir 1410 H

Muktamar XXVIII o (H:INopember 1989 M
Cipasung-T Rajab 1415 H

Muktamar XXIX g 04 Dejsembcr 1994 M
Lirboyo-Kediri 13 Sya’ban 1420 H

Muktamar XXX e SR 2 (2L Nopember 1999 M
Boyolali- Surakarta\" . -Syawal 1425 H

Muktamar XXXI 29 Nopember 2004 M
1 1431 H

Muktamar XXXII E R Sjmﬁﬂs 2010 M

ISLLAM
INDONESIA
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BADAN PELAKSANA HARIAN DEWAN SYARIAH NASIONAL (BPH)

MASA BAKTI 2010-2015.
Ketua : K.H. Ma’ruf Amin
Wakil Ketua : Dr. HM. Anwar Ibrahim

Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA
Ir. H. Adiwarman A. Karim, MBA, MAEP

Sekretaris : Drs. HM. Ichwan Sam

WEKI Sekretaris : Drs. Zainttauhid Sa’adi, M.Si

‘WK1 Sekertaris : H. Kanny Hidaya, SE, MA

Bendahara : Dr. Ir. HM. Nadratuzaman Hosen, M.Ec

Anggota Kelompok Kerja Perbankan dan Pegadaian:

S e L b e

Anggota Kelompok Kerja Asuransi

3 Achmad Setya Rahmanta, SE

UNI vmsﬁws“

Drs. H. Moh. Hidayat, MBA, MBL

Anggota Kelompok Kerja Pasar M

3. lggl H Ahswn, SE
4. Prof Dr. Jaih Mubarak, SE, MH, M. Ag
5. Yulizar Jamaludin Sanrego, MA

(Sumber dari Sekretariat DSN MUL http//www.dsn.baru).
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PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA PERIODE 2010-2015 M

SYURIAH:
1. Rais Am : Dr. KH. MA. Sahal Mahfudh
2. Wakil : Dr. KH. A. Musthofa Bisri
3. Rais : Habib Lutfi bin Hisyam bin Yahya
: KH. AGH Sanusi Baco
: Dr. KH. Hasyim Muzadi
: KH. Masduqi Mahfudh
: KH. Hamdan KhOlld
4. Katib Am ¢ Mads
5. Katib KH Drs Ichwan Syam
Hobesa
: KH. Shalahuddin al-Ayyubi, M.Si
I N @Sujib Qolyugx,ﬁ-lum.
TANFIDZIYAH:
1. Ketua Umum : Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, MA
2. Wakil : Drs. H. As’ad Said Ali
3. Ketua : Drs. H. Slamet Effendi Yusuf, M.Si

: KH. Hasyim Wahid Hasyim

: KH. Abbas Muin, MA

: Drs. H. Muh. Salim al-Jufri

: Prof. Dr. H. Maksum Mahfudz
: Prof. Dr. Maidir Harun

: Drs. H. Saifullah Yusuf



: Drs. M. Imam Azis

: Drs. H. Hilmi Muhammadiyah, M.Si
: Drs. H. Abdurrahman, M.Pd

: Drs.H. Arvin Hakim Thoha

. Ir. HM Igbal Sullam

: Prof. Dr. Kacung Marijan

: H. Dedi Wahidi, S.Pd, M.Si

Sekertaris Jendral ~ : Dr. KH. Marsudi Syuhud

Wakil Sekjen : Drs. H. Enceng Shobirin
: Drs. H. Abdul Mun’im DZ
: Dr. H. Aji Hermawan

:Dr.. AB]mAuMuc
: Dr. @ /a , MPH
: Dr. fur
Bendahara
Wakil

: Hamid Wahld Zazm M Ag

MUSTASYAR U N I MEE};RISJ‘]T&A S
izl A

: KH Ma'ruf Amin

INEXCESESIA

: KH Chotib Umar
: KH Dimyati Rois
: Tuan Guru Turmudzi Badruddin
: Dr HM Jusuf Kalla
: KH Abdurrahim Mustafa
: Prof Dr. KH. Maghfur Usman
: Prof Dr. Nasaruddin Umar, MA
: KH Sya'roni Ahmadi
: Prof Dr Ridhwan Lubis
: KH Mulz Kabri
: KH Mahfudl Ridwan Lubis
: Dr Ing H Fauzi Bowo
: KH A Syatibi



Lampiran 7

SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN HUKUM
DALAM BAHTSUL MASA’IL DI LINGKUNGAN
NAHDLATUL ULAMA

A. KETENTUAN UMUM

1.

. Yang dimaksud dengan qauli adal

Yang dimaksud dengan kitab adalah al-kutubul-mu‘tabarzh,
yaitu kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan aqgidah
Ahlussunah Wal-Jama‘ah (rumusan Muktamar NU ke XXVII).
Yang dimaksud dengan barmazhab secara qauli adalah
mengikuti pendapat-pendapat yang sudah “jadi” dalam lingkung
mazhab tertentu.

Yang dimaksud dengan bermazhab secara manhaji adalab
bermazhab dengan mengikuti jalan fikiran dan kaidah
penetapan hukum yang disusun o
Yang dimaksud dengan istinbath adalah meng
syara’ dari dalilnya dengan qawaid-ush
fighiyyah.

Yang dimaksud dengan wajah adalz
Yang dimaksud dengan tagyir (sic.) jama‘y-adalah-upaye
kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara
beberapa qaul/wajah. N
Yang dimaksud dengan ilhaq (ilhaqul-masa’il bi nadha’irtha)
adalah menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum
dijawab oleh kitab dengan kasus/masalah serupa yang telah
dijawab oleh kitab (menyamakan dengan pendapat yang sudah
“jadi”).

mmbm v%z..mwmca dengan usulan masalah adalah permintaan
untuk membahas suatu kasus/masalah, baik hanya berupa
“judul” masalah maupun telah disertai vowor-wo_ﬁw .@._w.;,mu
atau pula hasil pembahasan awal dengan maksud dimintakan
tanggapan.

1)

10. Yang dimaksud dengan pengesahan adalah hasil suatu bahtsul

masa’il oleh PB Syriah NU, Munas Alim Ulama NU atau
Muktamar NU.

SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN HUKUM

I. PROSEDUR PENJAWABAN MASALAH

Keputusan bahtsul masa’il di lingkungan NU dibuat dalam kerangka

bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan

mengutamakan bermazhab secara qauli. Oleh karena itu, prosedur

penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut:

1. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ‘ibarat kitab dan
dis erdapat hanya satu qaul/wajah, maka dipakailah qaul/

m wajah Seébagaimana diterangkan dalam ‘ibarat tersebut.

2. @a ketika jawaban bisa dicukupi oleh ‘ibarat kitab dan

s dapat lebih dari satu qaul/wajah, maka dilakukan taqrir

S a' memilih satu qaul/wajah.

]
R w.A& us tidak ada qaul/wajah sama sekali yang memberikan
Hu ;

nyglesaian, maka dilakukan prosedur ilhaqul masa’il

_-—l— U*Mﬁw_m secara jama‘i oleh ahlinya.
4 h@& us tidak ada qaul/wajah sama sekali dan tidak mungkin
ak

ilhaq, maka bisa dilakukan istinbath, jama’i dengan

W pros bermazhab secara manhaji oleh para ahlinya.

IT. HIRARKI DAN SIFAT KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL

”U 1. Seluruh keputusan bahtsul masa’il di lingkungan NU yang diambil

dengan prosedur yang telah disepakati dalam keputusan ini, baik
diselenggarakan dalam struktur organisasi maupun di luarnya
mempunyai kedudukan yang sederajat dan tidak saling
membatalkan.

2. Suatu hasil keputusan bahtsul masa’il dianggap mempunyai
kekuatan daya ikat lebih tinggi setelah disahkan oleh Pengurus
Besar Syuriah NU tanpa harus menunggu Munas Ulama maupun

Muktamar.



3. Sifat keputusan dalam bahtsul masa’il tingkat Munas dan
Muktamar adalah:
a. Mengesahkan rancangan keputusan yang telah dipersiapkan
sebelumnya dan/atau,
b. Diperuntukkan bagi keputusan yang dinilai akan mempunyai
dampak yang luas dalam segala bidang,

1. KERANGKA ANALISIS MASALAH

Terutama dalam memecahkan masalah sosial, bahtsul masa’il .

hendaknya mempergunakan kerangka pembahasan masalah (vang

sekaligus tercermin dalam hasil keputusan) antara lain sebaga: berikut:

1. Analisa masalah (sebab mengapa terjadi kasus ditinjau dani berbagai
faktor).

a. Faktor ekonomi

b. Faktor budaya

c. Faktor politik

d. Faktor sosial lainnya.

2. Analisa Dampak (dampak positif
dittmbulkan oleh sesuatu kasus y
ditinjau dari berbagai aspek) antara
a. Secara sosial ekonomi.

b. Secara sosial budaya.
c. Secara sosial politik
d. DIL

e

\WDONESIA @

m
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3. Analisa Hukum (fatwa tentang suatu kasus setelah’

mempertimbangkan latar belakang dan dampaknya di segala
bidang. Di samping keputusan fighi/yuridis formal, keputusan ini
juga memperhatikan pertimbangan Isalm dan hukurn positif).
a. Status hukum (al-ahkam al-khamsah/sah-batal).
b. Dasar dan ajaran Ahlussunah Wal-Jama’ah.
c. Hukum positif.

4. Analisa Tindakan, Peran dan Pengawasan (apa yang harus

dilakukan sebagai konsekuensi dan fatwa di atas. Kemudian stapa -

saja yang akan melakukan, bagaimana, kapan, dan di mana hal itu

hendak dilakukan, serta bagaimana mekanisme pemantauan agar

semua berjalan sesuai dengan rencana).

a. Jalur politik (berusaha pada jalur kewenangan negara dengan
sasaran mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah).

b. Jalur budaya (berusaha membangkitkan pengertian dan
kesadaran masyarakat melalui berbagai media massa dan fo-
rum seperti pengajian dlL.).

c. Jalur ekonomi (meningkatkan kesejahteraan masyarakat).

d. Jalur sosial lainnya (upaya meningkatkan kesehatan masyarakat,

lingkungan, dst.).

Aw. wm&m PELAKSANAAN

m

D

alah satu pendapat dilakukan:

mengambil beberapa gaul/wajah dalam satu masalah
& a, maka dilakukan usaha memilih salah satu pendapat.
apat mungkin dengan melaksanakan ketentuan Muktamar
kell bahwa perbedaan pendapat dilakukan dengan memilih:
Pendapat yang disepakati oleh Asy-Syaikhani (An-Nawawi
an. Rafi‘).
2) Pendapat yang dipegangi oleh An-Nawawi saja.
3) Pendapat yang dipegangi oleh Ar-Rafi‘i saja.
4) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.
5) Pendapat ulama yang terpandai.
6) Pendapat ulama yang paling wara’.

. S R PEMILIHAN QAUL/WAJAH
Sﬁ. 1 umpai beberapa qaul/wajah dalam satu masalah yang
a, dilakukan usaha memilih salah satu pendapat.
s

lemm

1)

I1. PROSEDUR ILHAQ
Dalam hal ketika suatu masalah/kasus belum dipecahkan dalam kitab,
maka masalah/kasus tersebut diselesaikan dengan prosedur ilhaqul



masa’il bi nadha’iriha secara jama‘i. Ilhaq dilakukan dengan
memperhatikan mulhaq bih, mulhaq ilath dan wajhul-ilhaq oleh para
mulhiq yang ahli.

111. PROSEDUR ISTINBATH

Dalam hal ketika tak mungkin dilakukan ilhaq karena tidak adanya
mulhaq bih dan wajhul-ilhaq sama sekali dalam kitab, maka dilakukan
istinbath hukum secara jama‘, yaitu dengan mempraktekkan qawa‘id
ushuliyyah dan qawa‘id fighiyyah oleh para ahlinya.

/ \WDONESIA

¥
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METODOLOGI PENGAMBILAN KEPUTUSAN
HUKUM ISLAM DEWAN HISBAH
PERSATUAN ISLAM**

_ PO P P
Sebelum sampai kepada materi pokok/pokok uraian, kami
Dewan Hisbah — Sebagai aparat Pusat. Pimpinan Persatuan Islam yang
S berfungsi sebagai Dewan Peneliti Hukum Islam sekaligus sebagai
_un:mméwm laksanaannya di W&wsmmb anggota Persis kami paparkan
A terlebih :_c hal-hal berikut ini, dengan harapan bisa mendapat
mwwﬁmgr jelas dalam memahami metoda yang kami pakai,
mmmm SC
AHEKAMUS SYAR’]

am adalah bentuk kata jamak dari “Hukmum atau

enurut bahasa Hukum ialah “Itsbatu syaiin ‘ala syaiin au

hi ” artinya Menetapkan sesuatu terhadap sesuatu atau
wa sesuatu daripadanya.”

:Em: itu ada yang ditentukan oleh: Syar’i, akal dan ada
yang owwaﬁ Ketetapan yang diatur oleh Syar’i (Alllah dan
RasulN ebut Hukum syara’.

Jadi hukum syara’” adalah keputusan dan ketetapan yang ditentukan
oleh Syar’i kepada seluruh manusia mukallaf yang bersifat tuntutan
pﬁ:v:w_._w:.

3% KH. Shiddiq Amin (ed.), Kumpulan Kepstusan Dewan Hisbah Persatuan Islam, (Bandung:

Persis Press, 2001), h. 25-40. Kelihatannya terjadi perubahan redaksi antara Kumpulan
“Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) XTV” dengan buku yang
diedit oleh ketua umumnya, yaitu KH. Shiddiq Amin.
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SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
PEDOMAN PENETAPAN FATWA MAJELIS ULAMA
INDONESIA
Nomor : U-596/MUI/X/1997

D Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, setelah :
_Mmh

=
i
Z

G: 1. Kemajuan dalam bidang iptek dan
keberhasilan pembangunan akhir-akhir ini
telah merambah seluruh bidang kehidupan;
tidak saja membawa berbagai kemudahan dan
kebahagiaan, melainkan tidak dapat tidak
juga menimbulkan sejumlah perilaku dan
persoalan-persoalan baru. Cukup banyak
persoalan yang beberapa waktu lalu tidak
pernah dikenal, bahkan tidak pernah
terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan.

ISLLAM
INDONES

2. Pandangan Islam tentang hal tersebut boleh
jadi termuat dalam sumber ajaran Islam,
Kitab Suci al-Qur’an dan As-Sunnah Nabi,
boleh jadi telah termuat dalam khazanah
klasik karya peninggalan ulama terdahulu,
dan tidak tertutup kemungkinan bahwa hal
tersebut tidak termuat secara tegas (eksplisit)
dalam sumber ajaran Islam, maupun dalam
khazanah klasik itu, atau bahkan belum
pernah tersentuh sama sekali.



3.

Jika jawaban persoalan-persoalan itu telah
terkandung dalam al-Qur’an atau As-Sunnah
maupun dalam  khazanah  klasik.
Permasalahannya tetap belum selesai sampai
disitu, sebab hanya beberapa orang saja yang
mampu menelaahnya. Permasalahan akan
semakin kompleks lagi jika mengenalnya
belum pernah dibicarakan sama sekali.

Telah menjadi kesadaran bersama bahwa
membiarkan persoalan tanpaada jawaban dan
membiarkan umat dalam kebingungan tidak
dapat dibenarkan, baik sekali i'tiqadi maupun
secara syar’i. Oleh karena itu, para alim c.SBm
dituntut untuk segega-mo
jawaban dan ber EJV/_ DD@LMWWTW @
kehausan umat akan“kepastia

berkenaan dengan |pérsdala
hadapi. Demikian | & segala |
menghambat proses -aacmﬂmz jawal
(fatwa) sudah seh dsAyasSsegeraNdhp

diatasi.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang
merupakan wadah musyawarah para ulama,
zu'ama, dan cendekiawan muslim serta
menjadi pengayom bagi seluruh muslim In-
donesia adalah lembaga paling berkompeten
bagi pemecahan dan penjawaban setiap
masalah sosial keagamaan yang senantiasa
timbul dan dihadapi masyarakat serta telah
mendapat kepercayaan penuh, baik dari
masyarakat maupun dari pemerintah.

UNIVERSITAS
ISLLAM
INDONESIA

1

“ MENGINGAT :

6. Sejalan dengan hal tersebut dalam angka 6,

sudah sewajarnya bila MUI senantiasa
berupaya untuk meningkatkan kualitas peran
dan kinerjanya, terutama dalam memberikan
solusi dan jawaban keagamaan terhadap
setiap permasalahan yang kiranya dapat
memuaskan nurani masyarakat yang semakin
kritis dan semakin tinggi kesadaran
keberagamaannya itu.

Atas dasar itu, sudah saatnya MUI memiliki
sebuah pedoman buku dan memadai, cukup
sempurna, serta transparan yang mengatur
prosedur, mekanisme, dan sistem pemberian
jawaban masalah keagamaan. Hal ini
mengingat bahwa pedoman yang ditetapkan
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus
Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7
Jumadil Awal 1406 H/18 Januari 1986 M.
kini dipandang sudah tidak memadai lag;.

Urgensi dari pedoman tersebut juga untuk
menghindarkan  sekurang-kurangnya
meminimalisir, adanya kesimpangsiuran atau
perbedaan dalam penjawaban keagamaan
mengenai persoalan yang sama yang
dikeluarkan oleh MUI Pusat dengan yang
dikeluarkan oleh MUI Daerah, atau antara
MUI Daerah yang satu dengan MUI Daerah
yang lain.

Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga
serta Program Kerja MUI periode 1995 - 2000.



MENETAPKAN

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud an
1:

(]

(Y]

MEMUTUSKAN

Mencabut Pedoman Tata Cara Penetapan
Fatwa berdasarkan Keputusan memﬁ.
Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indo-
nesia tanggal 7 Jumadi Awal 1406 H/18
Januari 1986 M. dan menggantinya
dengan Pedoman Penetapan Fatwa Majelis
Ulama Indonesia sebagai berikut:

PERTAMA: KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Majelis Ulama Indonesia, dapat disin MUt

Ulama Indonesia Pusat yang berkedudikan

kantor di Masjid Istiglal. q "

Majelis Ulama Indonesia Daerah adalah &mwn_

Daerah Tingkat I. . w

Dewan pimpinan adalah : 2\

2. Ketua Umum dan Sekretaris Umum serta Ketua Komsi Fatwa
Majelis Ulama Indonesta. _

b. Ketua dan Sekretaris serta Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama
Indonesia Daerah. .

Komisi adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau Komist

Fatwa Majelis Ulama Daerah.

Anggota Komisi adalah anggota Komisi Fatwa berdasarkah .

ketetapan Dewan Pimpinan. .

Rapat Komisi adalah rapat Komisi Fatwa yang dihadiri oleh

anggota Komisi untuk membahas masalah hukum yang akan

difatwakan.

Keputusan Fatwa adalah hasil rapat Komisi tentang suatu masalah

hukum yang telah disetujui oleh anggota Komisi dalam rapat

SVLISHYIAINN |:

UNIVERSITAS

8. Tanfiz (ditanfizkan) adalah pengesahan keputusan fatwa oleh
Dewan Pimpinan.

KEDUA: DASAR-DASAR UMUM PENETAPAN FATWA

Pasal 2
1. Setiap keputusan fatwa harus berupa pendapat hukum yang
mempunyai dasar-dasar (adillah al-ahkam) paling kuat dan
membawa kemaslahatan bagi umat.
- Dasar-dasar dimaksud dalam ayat 1 adalah 1) Al-Qur’an 2) Hadits,
3) mqv Qiyas, dan 5) dalil-dalil hukum lainnya.

8]

M ﬂ.:m? PROSEDUR PENETAPAN FATWA
1 A

%

e
~Un
==ghli

Pasal 3
tl asalah yang akan difatwakan harus dibahas dalam Rapat
omyst sehingga diketahui dengan jelas substansi dan duduk
ahannya.
emperoleh kejelasan sebagai dimaksud ayat 1, terlebih
arus mendengar dan mempertimbangkan pendapat para
N bidang yang berkaitan dengan masalah tersebut.

S— Pasal 4
. Dalam membahas masalah tersebut Komisi harus terlebih dahulu
memperhatikan dan mempertimbangkan pendapat para imam
mazhab dan fuqaha terdahulu dengan mengadakan penelitian
terhadap dasar-dasar (dalil-dalil) dan wajah istidlal-nya, serta
kemaslahannya bagi umat.
2. Jika mengenai masalah itu terdapat hanya satu pendapat, Komisi
dapat mengambilnya sebagai keputusan fatwa. .
3. Jika ternyata terdapat lebih dari satu pendapat, Komisi melakukan
pemilihan pendapat melaui tarjih dan memilihnya sebagai
keputusan fatwa sepanjang pendapat itu memenuhi ketentuan pada

—



pasal 2 ayat 1.

Pasal 5
. Jika ketentuan pasal 4 ayat 2 dan 3 tidak dapat terpenuhi, Komisi
dapat menempuh metode ilhaq al-masail bi naga'iriha, sepanjang
mungkin. .
. llhaq dilakukan dengan memperhatikan secara seksama mulbagq
bibh, mulhaq ilath, dan wajh al-ilhag-nya.

Pasal 6
. Jika ketentuan pasal 5 tidak dapat dilakukan, Komisi meldkukan
jjtthad jama’i.

. Ijtihad jama’i dilakukan dengan mempergunakan qawaid usuliyyah.

dan gawa’id fighiyyah dalam rangka menggali dan mendapatkan
hukum dari dasar-dasar sebgaimana tersebut dalam pasal 2 ayat 2.

Pasal 7 \WDONESIA
. Setelah melakukan pembahasan §ecara of
komprehensif serta memperhatikan d

berkembang dalam rapat, Komisi m
dijadikan Keputusan Fatwa.

. Dalam Keputusan Fatwa harus dican )
2 ayat 2) disertai uraian dan analisis masalah memadai serta sumber
pengambilan pendapat ulama yang dikutip.

. Keputusan Fatwa ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris
Komist.

Pasal 8

. Setiap Keputusan Fatwa harus ditanfizkan oleh Dewan Punpinan
dalam bentuk Surat Keputusan Penetapan Fatwa.

. Surat Keputusan Penetapan Fatwa harus dirumuskan dengan
bahasa yang bisa dipahami dengan mudah oleh masyarakat luas.
. Setiap Surat Keputusan Penetapan Fatwa sedapat mungkin disertai
Aamoan mimusan tindak lanjut dan rekomendasi, dan atau jalan

w

N—

dasar-diasatiy .&Wm .

q

keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari Surat Keputusan
Penetapan Fatwa.

KEEMPAT: RAPAT KOMISI

Pasal 9
.- Rapat W.on.:& harus dihadiri oleh anggota komisi dengan
wnaca.m_*csm: mengundang tenaga ahli sebagai dimaksud pasal 3
ayat 2 jika dipandang perlu.
2. Rapat Komisi diadakan jika:
a. Ada permintaan atau pertanyaan yang oleh Dewan Pimpinan
gap perlu untuk dibahas dan diberikan fatwanya.
b. ntaan atau pertanyaan tersebut berasal dari pemerintah
aga sostal kemasyarkaatan, atau MUI sendir. v
e

3 M%mbsai dipimpin oleh Ketua Komisi atau wakilnya atas

nﬂﬁ—.ﬁ: Ketua Komisi.

_
V)

w:g KEWENANGAN DAN HIRARKI

. Pasal 10
Te=Maj Ulama Indonesia berwenang mengeluarkan fatwa
mengénai: .
i, lah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan

. mma“m“mw:n umat islam Indonesia secara nasional.
- Masalah-masalah keagamaan di s i
meluas ke daerah lain. S
2. Majelis Ulama Indonesia Daerah berwenang Bnam&am,nw»: fatwa
anmms.& masalah-masalah keagamaan yang bersifat lokal (kasus-
kasus di daerah), dengan terlebih dahulu mengadakan konsultasi
dengan MUI/Komisi Fatwa dan Hukum MUI.



KEENAM: PENUTUP

Pasal 11

. Setiap Surat Keputusan Penetapan Fatwa di lingkungan MUI -

maupun MUI daerah anummb prosedur yang telah disepakati dalam
Keputusan ini mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling
membatalkan.

. Jika terjadi perbedaan antara Surat Keputusan Penetapan mmgm
MUI dan Surat Keputusan Penetapan Fatwa Daerah mengenai
masalah yang sama, perlu diadakan pertemuan antara kedua Dewan
Pimpinan tersebut untuk mencari penyelesaian yang paling baik.

KETUJUH

Pasal 12

\NDONESIA|FY
. Surat Keputusan ini berlaku sejak t - ;
ketentuan bila dikemudian hari te :
keputusan ini akan diadakan pembe mcug sek
. Hal-hal yang belum dalam Surat Kep
lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan.

—

an infakan ditetapkan,

SvLISHIAND |3

Ditetapkan di : JAKARTA
Tanggal : 2 Oktober 1997

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum Sekretarts Umum

KH HASAN BASRI DRS. H.A. NAZRI ADLANI

ISLLAM
INDONESIA
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TAKAFUL
Indonesia
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENI SULISTYOWAL1
Jabatan : Takatul Agency Directur

menyatakan dengan ini bahwa :
Nama : MAKSUM
NIM 109913043

Konsentrasi : Hukum Bisnis Svariah

telah mengadakan penelitian di kantor kami sejak tanggal 27 Desember 2011 sampai dengan 02
Januari 2012,

6 ISLAM )
.f(a_:diuﬂterﬁ.l kasih.

:| UNIVERSI

ENI SULISTYOWATI1
Takaful Agency Directur

INDONESIA

PT Asuransi Takaful Keluarga

Graha Takaful Indonesia
JI. Mampang Prapatan No. 100
Jakarta 12790 - Indonesia

T+ 6221799 1234
+ 62 21799 2345
F + 62 217901435
www.takaful.com Layanan Peserta 0807 100 1234

=)
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Alamat

WISMA BUMIPUTERA
Lantai 18- 21, JI. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910

SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama

NIM

Program Studi
Lembaga

: Maksum

: 09913043

: Hukum Bisnis Syariah
: Magister Studi Islam

Universitas Islam Indonesia

Telepon 021-2512157,2512154
Faksimili 021-2512172
E-mail bpl912@bumiputera.com
We b site wwwbumiputeracom

Yang bersangkutan telah menjalani penelitian sejak Tgl 17 s/d 27 Januari 2012

bertempat :

AJB Bumiputera 1912
Kantor Wilayah Jogjakarta
JI. Jenderal sudirman No. 28-30 .

L
Demikian Surat Keterangan ini ditu%t u

mestinya.

c ISLAM \

s

da@at dipergunakan sebagaimana

\

NOAN

v

SAEDE

Yogyakarta, 27 Januari 2012

UNIVERSITAS:
I S I_ Etmafg. Yogyakarta

INDIRIE

MENJAGA TRADISI KEBERSAMAAN

i —

SUHARSONO

—_——

Wakil Kepala Wilayah
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DAFTAR PERTANYAAN
(Untuk Pimpinan/Karyawan PT Takaful)

Kapan PT. Takaful didirikan?

Kantor cabang Yogyakarta mulai beroperasi sejak kapan?

Bagaimana visi dan misi PT. Takaful ?

Bagaiman struktur organisasi PT. Takaful ?

Bagaimana fungsi dari masing-masing kantor dan bagian-bagiannya?

Produk-produk apa saja yang ditawarkan oleh PT. Takaful ?

Apa perbedaan dan kekhususan dari masing-masing produk yang ditawarkan?

Dari produk yang ditawarkan, produk mana yang paling diminati dan paling sedikit

peminatnya, serta faktorapa yang n esar kecilnya peminat terhadap

produk-produk tersebut?

9. Apa persyaratan menjadi anggota PT.

10. Apa saja yang masuk dalam 2
perhitungannya?

11. Bagaimana status kepemilikan premi asw

P h W 35 e

13. Kemanaka alokasi dana tabarru’ yang tefkai{hul der presfi peserta?

peserta, penentunya berdasarkan apa?
5. Keap s kebaju@MMEeR-@l@;@e S——
16. Apa syarat pengajuan klaim selama ini?
17. Jika pengeluaran santunan kebapkzims Mrm dari peserta, bagaimana
pembayaran klaim meninggal dan siapa yang menanggung klaim tersebut?
18. Bagaimana dengan premi peseft: %ﬁ Pq\ya?
19. Pernahkah terjadi klaim premi peserta yang , apa alasannya?
20. Bagaimana konsep mudharabah pada Asuransi PT. Takaful, meliputi:
a. Pengertian mudharabah dan dasar hukum yang dipakai.
b. Cara penentuan bagi hasil (mudharabahnya), berdasarkan prosentase atau apa, dan
kapan ditetapkannya?
c. Jika prosentase, berapa pembagian prosentase antara peserta dan perusahaan?
d. Bagi hasil (mudharabah) ini sudah di tentukan jumlah nminalnya sejak kapan ?
e. Mekanisme mudharabahnya bagaimana?
21.Ketentuan bagi hasil (mudharabah) menjadi wewenang siapa, bagaimana cara
perhitungannya, dan bagaimana dengan kewenangan kantor wilayah serta cabang dalam
hal ini?




22.Premi Asuransi Jiwa PT. Takaful telah ditentukan nominalnya dalam hal tabarru’,
tabaungan, mudharabah, santunan kebajikan, nilai tunai, klaim meninggal, dan klaim

MPT:

a. Bagaimana cara menentukan nominal tersebut, berdasarkan prosentase atau apa?

b. Jika prosentase, dari mana (perhitungan pembagian prosentasenya; sejak awal (telah
ditetapkan oleh perusahaan), atau berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari hasil
akhir jumlah premi dari peserta dikurangi keperluan?

c. Berapa pembagian prosentase mudharabah masing-masing untuk perusahaan dan
peserta?

d. Berapa dana untuk administrasi, pengelolaan perusahaan?

23. Bagaimana komitmen pimpinan dalam pengembangan Asuransi Jiwa PT. Takaful pada
masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta?
24. Bagaimana prospek Asuransi Jiwa PT. Takaful untuk masa yang akan dating?

25. Uang premi diinvestasikan ke mana 7ISLAM \

26. Apa problem Asuransi Jiwa PT. T itu? Z
O
O
Z
m

-

T.

%(e

23 Desember 2011.
o) >
SR,

UNIVERSITAS
|5 Lok A
INDONESIA
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B o e
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10. Apa saja yang masuk dalam -

DAFTAR PERTANYAAN
(Untuk Pimpinan/Karyawan PT Asuransi Jiwa Bumiputera 1912)

Kapan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 didirikan?

Kantor cabang Yogyakarta mulai beroperasi sejak kapan?

Bagaimana visi dan misi Asuransi Jiwa Bumiputera 19127

Bagaimana struktur organisasi Asuransi Jiwa Bumiputera 1912, dan apa saja tugas-tugas
dan struktur organisasi itu ?

Bagaimana fungsi dari masing-masing kantor dan bagian-bagiannya?

Produk-produk apa saja yang ditawarkan oleh Asuransi Jiwa Bumiputera 1912?

Apa perbedaan dan kekhususan dari masing-masing produk yang ditawarkan?

Dari produk yang ditawarkan, produk mana yang paling diminati dan paling sedikit
peminatnya, serta faktorapa yang mempengaruhi \besar kecilnya peminat terhadap
produk-produk tersebut? 9 Z
Apa persyaratan menjadi anggota ASura

putera 19127
bagaimana cara pembagian
perhitungannya?

11. Bagaimana status kepemilikan premi as g pada ransi Jiwa Bumiputera 1912

12. Apa yang dimaksud dengan manfaatawale

D

L.dann klalm 1111‘7

13. Kemanaka alokasi dana yang terku@ﬁﬂ };@serta di investasikan?
14. Bagaimana dengan prses pengajuan klalm selama ini?

15. Bagaimana dengan pre

apa ya?
annya?

ya

17. Bagaimana prospek Asuransi J ip er 1 2u k masa yang akan datang?
18. Apa problem Asuransi Jiwa }:113a

19. Apakah PT Asuransi Jiwa Bumiputera pu Reasuransf?
IND cS N ESIA

Yogyakarat, 23 Desember 2011.

Yang meneliti

(Maksum)
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SURAT PERMINTAAN ASURANSI JIWA .

DATA CALON PEMEGANG POLIS

PTG1.01-Vs.1

Nomor SP JANEEEEEEEEEEEn

ID Pemegang Polis Labattbab LU 1) EE ) -] TelPengisianSp: | | [.]| | |.| | |

S('?g.uh?;Nn,Ps) ] Ei Jenis Kelamin [ ] | = Laki-laki 2 = Perempuan

Nama Lenglap N 5, O O 5 O O O

Gelar Depan ,_'_W GelarBelakang: | [ [ | [ [ | | [ [ ]

Tempat Lahir LI T T T T T T T TTTTTT ] Tgbahir: | | [-] [ [-] [ ]

Nama Ibu Kandung (TII T T I T T T I T T T T I TITIT1]

ukti Identitas : ; Paspor

R o oy e

Warga Negara :[:I 1= WNI 2=WNA Status : D | = Kawin 2 = Belum Kawin 3 = Janda/Duda

E-mail AL P ET R LI I LR L1 T T e

No.TeleporyHP (wajibdiis) :[ [ [ [ |- [ [ [ [ [ [ [ [ INeHPr:[ T T [ J-L T T T T T T

Pekerjaan ISL AAA

Status/Jabatan L B LT T Y BT I TP EEE L

Nama Lembaga/Perusahaan = [ [ | | [ [|f] FIERREEERERRRES g

Alamat L1 [l DEFITVSEPET FI1 T L ESESE 1]
IHEERN ARG AEE

Re[ [ [T ] 0

Kelurahan JEEEENIEIN N N

Kecamatan Ii‘illnw{fbﬁwjﬂfwmlllIll]]l

Kota / Kabupaten L L ed I DINET T T TTT T T 1]

Kode Pos :D:EED

- OMMERSIAS

TR = . i i e S

Rumah I

Alamat :[IllllﬁlLl-A_MlllJIllHlllIlill

RT:

Kelurahan siiheped b d | (b P B o= T 17 ]

Kecamatan AN GENEDE RN RES N

Kota / Kabupaten Ll 1P P T sE A T ET ]

Kode Pos L LT T v [ TTTTTTTTTTTT]

Propinsi riad Bl Ll Ll ddedel B PSR4 L L L

Tempat Bayar Premi :D | = Kantor Bumiputera 1912 2 = Alamat Pekerjaan 3 = Rumah 4 = Bank

m%m”:: ;Zt;?nsn Atas : D | = Sama dengan calon pemegang polis 2 =Tidak sama dengan calon pemegang polis

Wiaijib diisi oleh pemilik dana (orang tua/suamifanak kandung/badan hukum) :

Nomor NPWP T T O0-CO T

Pekecian OrangToa /Suami/ [T ] 1 [ [ T T T T [T T[T T TTTTTTTTTTTT]

Nama Lembaga / Jenis Usaha : Il[ll'lIil‘lll[!|[X]l|ll]|

Penghasilan Kotor Per Tahun Rp < 10 juta [ ] RpSOjuta-Rp75juta Rp 200 juta - Rp 300 juta
Rp10jua-RP25jua | | Rp75juta-Rp 100 juta Rp 300 juta - Rp 500 juta

L] J

L] [

[] []

[] []

[ ] Rp25juta-Rp50juta Rp100jua-Rp200juta | | Rp>500jura
. L]

] []

Sumber Pengahasilan
(Bisa dipilih lebih dari satu)

Gaji Bonus/Insentif/Komisi
Hasil Investasi (sebutkan)

Lain-lain (sebuthan) ........cccmeenseccceecnns
Halaman | dari 4 halaman




M DATA PENERIMA SANTUNAN ‘a

m—:m_mm
OCCLTTTTITTTTITITITI]0 OO HEEEIEER
DIIHHH'HwEIHHijLULJJ‘U_LuHIIJI
LI T T T T TTITTITITTITTI]0] O] , llef-1 | 1-

b L oF L L] T Pl lolbId 4L [ ([T Tofubergegrdsaly [ )T ]
F'SC:TK:t;’:ng:;n DLerLzﬁel:t:ingging \"\‘rz!n'l-".i O:ngﬁruglﬁﬂfcd?:‘ Em' 4 = Suami 5 = Istri 6 = Kreditur Berbadan Hukun;

7 = Badan Hukum 8 = Lain-lain (

|l DATA KETERANGAN KESEHATAN

Apakah Calon Tertanggung mempunyai cacat atau kehilangan salah satu fungsi anggota tubuh ? sebutkan
Apakah Calon Tertanggung sekarang dalam keadaan sehat ?

Apakah Calon Tertanggung biasanya dalam keadaan sehat ?

Apakah Calon Tertanggung pernah dirawat di rumah sakit dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir ini ?

. Apakah Calon Tertanggung pernah menderita penyakit antara lain : Malaria, Kanker, TBC, Asthma, Kencing Manis, Hati, Ginjal
Jantung, Ayan, Lumpuh, Syaraf, Tekanan Darah Rendah/Tinggi, Kelamin, AIDS, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir !

AN Tpe

sebutkan
f. Apakah atas jiwa calon tertanggung pernah diajukan suatu permintaan asuransi jiwa ? L1
Jika pernah, pada perusahaan : dan bagaimana hasilnya !

(1 1 = Diterima 2 = Ditolak karena kese( an | SL3a Molai rena bukan kesehatan

g Apakah diantara orang tua dan saudara sekandung :gfn Tertanggung ada ¥ang pernah/sedang menderita penyakit Tuberculose,
Sawan (epilepsi), Kanker, Kencing Manis (Diabetes), Pitam,
Jika ada siapa ?

h. Apakah diantara Orang tua/saudara sekandung Calon melakukan percobaan bunuh diri ?
Jika ada siapa ?

i. Berat badan CalonTertanggung : [ | | | kg =
J-  Apakah Calon Tertanggung saat ini sedang dalam
k. Apakah Calon Tertanggung seorang perokok ! Jika
I.  Apakah Calon Tertanggung seorang kidal ? -

oo 00
Ood oO0o

HASIL PENILAIAN KESEHATAN

Copy Bukti Identitas : || |.Mm LV,E.R;& E - T .

- DATA DOKUMEN PEMERIKSAAN KESEHATAN

"] Pemeriksaan Lama : o. KD/SP ;
[ Pemeriksaan Baru :

__| Laporan Pemeriksaan Kesehatan (LPK) - PTG1.04 ] Thorak Photo dengan Interprestasi (TPH)

| Urine Lengkap L] HIVTest

] Haematologi/darah Rutin ] Laporan Pemeriksaan Kesehatan (LPK) ke-2 dari dokter yang berbeda
__| Kimia darah dan Lipid || Formulir Data Nasabah - PTG1.06

=2 Elektrokardiogram dengan Interprestasi (EKG) [ ] Lembar Wawancara Penelitian Produksi Baru - PTG1.02

|| Pemeriksaan EKG/ECG dengan Treadmill Test [] Pernyataan Petugas Penutup - PTG.03

~ [l DATA POLIS LAIN
S T TS R T
| 1 |

[ 1] W 1

{ I s

) A 0 3 S 2 ) Y
JP E]:l ”U [ Uaﬂg "emfx“"ﬁn LL 1T T T T T TTTTI1 l l J
j!}[I}II\ili]liHJl[l]lIlIliHII-lI]-I[I\J_A+
PLL] M . bt 231 R i 1 I O O O S 1 e
el B L Tl L T JoE B Ll J T T TeT - T-T 313k bl I EE) | O I
. S i D LN O
B S N N N I O I o
PLI] M VsgPoranggongn [ | | 1 1 1 T T T J T BT T 7]

Halaman 3 dari 4 halaman




‘ ASURANSI TAKAFUL KELUARGA

No.SERID 292721

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
HuqadldmrdidothulonPowtadonganhumfcotak

Tanggal Aplikasi l I ] ‘_I_.I L_L_I_J__l Kode Cabang LI_I_LJ_LJ
Nomor Base NN EEEE Kode Cab. Penaginan | | | | | [ |

Yang bertanda tangan dibawah Ini saya, Calon Peserta (diisi sesuai Identitas Diri)

1.Nama Lengkap 1 T A O O I O O
2.Tangga|Lahir(Dn-MM-rYW)L_{_J*[ [J-l l lil
aNoktpismpasport) | | | | L L L Lttty

4. Kewarganegaraan D Indonesia

5. Agama D Islam
6. Jenis Kelamin D Pria

Lampiran 14

Indonesia

Asing 9. Nama Ibu Kandung

Non Islam

Wanita

DATA PRIBADI CALON PESERTA

7. Status Pernikahan D Menikah Belum Menikah D Duda/Janda*)

Diploma D S1 D S2/S3

oood

8. Pendidikan ]:] s.d SMU

. Pekerjaan

. Nama Perusahaan

1
2
3. Uraian Pekerjaan
4. Jumlah tanggungan keluarga '_L_J Qrang
S

. Pendapatan per bulan (Rp.) [:‘ sampapdengan 2,080.000 D 2.000.001 s/d 5.000.000

D 5.000001.8/d 10000.000 m di atas 10.000.000
6. Sumber Pendapatan [ caii [ ] Bisnis D Profesional Fee [ | Lainnya :

1. Alamat Rumah J

(osoatidantae ) olrANUNS iR T A & L L L L L]
]
Kode Pos L_L_[_L_l_, Telepon L_L_L_L_L_[__L_L_J Fax I_J l LL l l 1_]

PEKERJAAN DAN PENDAPATAN

2. Alamat Surat menyurat

3. Alamat o-mal RN nsEhEAAEEEEEEEEEEEEEE NN

Dengan Ini mengajukan permohonan menjadi Peserta kepada PT ASURANS| TAKAFUL KELUARGA dengan ketentuan sebagal berikut :

1. Jenis produk DDengan unsur tabungan E] Tanpa unsvr tabungan

2. Produk Masa perjanjian | | | Tahun

Manfaat Takaful Premi

] Lty O O O O
- [ Ll byt LLeliregeyy
4 O LLL Ll Ll LLL Lt ity
2 1m [ O O O A S I O
¢ |m Ll LLlLy; Liiitritrtgy
c = ENEENEEREEN LLLrrrptg]

BiayaPohsl ]_[ L[ l. 1 I l l 1J

Total Premi LL_[_.L__L_J_.L_J_LLJ_J
3. Perokok ] va [ midax batang per hari

4. Mata Uang D Rupiah. [:l US Doillar E] Lainnya :

5. Cara Pembayaran Premi D Sekaligus [:] Tahunan DSemesteran D Trnwulan D Bulanan

*) Coret yang tidak periu
APUE.08.2009

PT Asuransi Takaful Keluarga,
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Saat Inl, Tinggl Badan Anda/Caion Peserta L_L_.l_] cm

Dalam masa lima tahun terakhir
pemahkah Anda

Mengidap suatu penyakit atau mendapat
saran dokter untuk suatu penyakit

Dirawat di rumah sakit atau menjalani operasi

Apakah Anda pernah mengidap penyakit

Sawan, lumpuh atau penyakit syaraf lainnya

Sakit di dada, sesak nafas, atau radang selaput
paru-paru.

Batuk kering, ludah berdarah atau muntah darah
Jantung, darah tinggi, rematik bengkak di persendian

Penyakit ginjal (buah pinggang), penyakit kelamin,
AIDS / ARC

Bintik-bintik berdarah, penyakit kulit, penyakit hati
Kencing manis atau penyakit kelenjar lainnya
Kanker atau tumor

Penyakit lainnya yang belum disebutkan pada
point1-8

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar

Apakah berat badan Anda dalam 1 tahun terakhir ipi paik
atau turun melebihi 5 Kg.

Apakah Anda sekarang ini sedang menjalani
perawatan Dokter

Apakah Anda meinpunyai kelainan / cacat / kehilangan
tangan / kakl atau kehilangan penglifatan|l pefidengaran
atau cacat lainnya ?

Apakah Anda pernah menyalahgunakan obat-obatan
narkotik maupun kecanduan minuman keras

Apakah keluarga Anda ada yang pernah mengidap
penyakit batuk kering, kencing manis, jantung atau otak

Untuk peserta wanita
* Apakah Anda sekarang ini sedang hamil

* Apakah Anda pernah mengalami keguguran,
kesulitan ketika melahirkan, melahirkan melalui
pembedahan atau kesulitan lainnya ketika hamil

Apakah Anda berkeinginan dan kemungkinan

Menggunakan pesawat terbang yang tidak mempunyai jalur
penerbangan yang pasti (reguler)
Melakukan pekerjaan atau hobi yang berbahaya, (misalnya

balap motor/mobil, pacuan kuda, mendaki gunung, dll) dan
semua Jenis olahraga lainnya sebagai atlit profesional

Berat Badan l_]_l_.l kg

Beri tanda ( ) Jika "Ya" harap beri
Ya Tidak keterangan berikut diagnosa Dokter
tanggel, lama sakit

5

Ll B

Beri tanda ( ) Jika "Ya" harap berl
Ya Tidak keterangan berikut diagnosa Dokter,
tanggal, lama saklit

[

BISsINGIRL/ O O
O 0000 O30

Beftanda ( v ) Jika “Ya" harap beri

Ya Tidak keterangan berikut diagnosa Dokter,
tanggel, lama sakit

£l

2

I I W
O 0 0 H

I___I bulan

H B

Beri tanda ( v ) Jika “Ya* harap beri keterangan
Ya Tidak

. -

O O

PT Asuransi Takaful Keluarga,
Graha Takaful Indonesia, J.
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Masih Hidup "~ Sudah Meninggal

Hubungan Kondisi Umur ketika Tahun Sebab-sebab
Snur Kasehatan Meninggal Meninggal Meninggal

JML Tertua

Termuda

Tertua

Termuda

Anak Kandung

Tertua

Termuda

RIWAYAT KESEHATAN KELUARGA CALON PESERTA

Keterangan :

Beri tanda ( )

Ya Tidak
Apakah Anda memiliki polis asuransi jiwa yang masih berlaku 7
> Jika “Ya', mohon isi kolom dibawah ini : D D
-
S Nomor Polls Mulal Asuransi Besar Manfaat Asuransi Nama Perusahaan Asuransi
@
=
<<
—
z
<<
o
-
e
[+
=
] . Pernahkah permintaan asuransi jiwa saudara ditolak, |ditangguhkang@ikenakan lambahan premi, atau
dengan persyaratan khusus ? D D
Jika * Ya *, mohon jelaskan waktu dan penyebabnya |
Apabila saya sebagai Fuserta ditakdirkan meningQatdunia/Sebetum Pefjanjian beraknir
1. Ahliwaris yang diberl amanah untuk menerima Manfaat Takaful :
Untuk Non Muslim
No. Nama lengkap Pria / Wanita | Umur Hubungan Keluarga Manfaat Takaful (%)
1.
2.
3.
4,
2. Sebagai penerima Hibah (apabilalyang Hiamibi program Takaful Dana Pendidikany:
Nama lengkap Pria /Wanita| Tanggal Lahir Duduk di Kelas Hubungan Keluarga
Anak/Penerima hibah

A Jenis Asurans! Dengan Unsur Tabungan

1.

2.

Berdasarkan akad Wakalah bil Ujroh :

® Saya memberikan amanah kepada PT Asuransi Takaful Keluarga untuk mengelola premi yang saya setorkan menjadi dana tabungan
dan dana tabanmy' (dana kebajikan).

® Saya setuju memberikan jasa (ujroh) atas pengelolaan dana tabarru' kepada PT Asuransi Takaful Keluarga sesuai ketentuan produk
dan jasa tersebut akan mengurangi dana tabungan saya. -

Berdasarkan akad Mudharabah Musytarakah :

® Saya memberikan amanah kepada PT Asuransi Takaful Keluarga untuk menempatkan dana tabungan dan dana tabarru’ dalam

o
] program investasi.
>
=< ® Saya setuju membagi hasil investasi dengan nisbah sesuai ketentuan produk.
3. Berdasarkan akad Tabarru':
® Saya hibahkan sebagian dari premi yang saya setorkan sebagai dana tabarru’ yang besamya sesuai ketentuan produk, untuk tujuan
tolong menolong sesama peserta bila ada yang mengalami musibah.
® Saya setuju jika terdapat surplus dana tabarru’ maka alokasinya adalah: sebagai cadangan dana tabarru’, dibagikan kepeda peserta
yang memenuhi ketentuan, dan untuk PT Asuransi Takaful Keluarga dengan nisbah sesual ketentuan produk.
® Jika terjadi defisit dana tabarru’ maka perusahaan akan menutupi defisit te;sebut dari dana pemegang saham dalam bentuk pinjaman
’ (qordul hasan) dan pengembaliannya akan diperhitungkan terhadap Surplus Dana Tabarru' yang akan datang.
PT Asuransi Takaful Keluarga,
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B. Jenis Asuransi Tanpa Unsur Tabungan
1. Berdasarkan akad Wakalah bil Ujroh :

® Saya memberikan amanah kepada PT Asuransi Takaful Keluarga untuk mengeola dana tabarru' (dana kebajikan).
® Saya setuju memberikan jasa (ujroh) atas pengelolaan dana tabarru’ kepada PT Asuransi Takaful Keluarga sesuai ketentuan produk.

2. Berdasarkan akad Tabarru' :

® Saya hibahkan premi yang saya setorkan sebagai dana fabarru’ untuk tujuan tolong menclong sesama peserta bila ada yang mengalami
musibah.

AKAD

® Saya setuju jika terdapat surplus dana (abarru’ maka alokasinya adalah: sebagai cadangan dana tabarru’, dibagikan kepada peserta
yang memenuhi ketentuan, dan wuntuk PT Asuransi Takaful Keluarga dengan nisbah sesuai ketentuan produk.
® Jika terjadi defisit dana tabarru’ maka perusahaan akan menutupi defisit jersebut dari dana pemegang saham dalam bentuk pinjaman
(qordul hasan) dan pengembaliannya akan diperhitungkan terhadap Surplus Dana Tabarru’ yang akan datang.

Saya sebagai calon Peserta dengan ini menyatakan bahwa :

1. Semua keterangan yang saya berikan dalam Formulir ini adalah sesuai dengan keadaan yang sebenamya dan saya tidak menyembunyikan
sesuatu apapun mengenai keadaan diri saya yang berkaitan dengan Perjanjian ini. Sekiranya terbukti ada bagian keterangan yang tidak
benar atau palsu, PT Asuransi Takaful Keluarga berhak membatalkan Perjanjian ini dan mengembalikan dana sesuai ketentuan produk.

2. Saya memberikan kuasa kepada PT Asurans Takaful Keluarga untuk memperoleh keterangan tambahan dari Dokter atau Rumah Sakit
tentang kesehatan saya dan penyebab meninggal apabila saya telah meninggal dunia.

3. Saya setuju bahwa semua keterangan dan pernyataan yang terkandung dalam Formulir ini dan data pendukung lainnya dapat dijadikan
sebagai dasar Perjanjian dengan PT Asuransi Takaful Keluarga dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

4. Saya telah membaca, memahami dan menyetujui dan karenanya tunduk serta mengikatkan diri pada ketentuan dalam Polis yang dikeluarkan
oleh PT Asuransi Takaful Keluarga.

5. Saya seluju bahwa perjanjian ini berlaku mulai tanggal akseptasi/perjanjian yang tercantum dalam Polis,

6. Saya memberikan kuasa kepada PT Asuransi Takaful Keluarga untuk secara otomatis dapat mengambil sebagian darl Dana Tabungan Polis

saya untuk membayar Premi Tabarru' untuk menjapvin-agar-Potistetap bedaku, dalam hal apabila setelah masa leluasa (grace periode)
pembayaran premi berakhir premi lanjutan belum Saya bayat.

PERNYATAAN CALON PESERTA '

PERHATIAN 11!

1. Pembayaran Premi yang sah adalah defigaq Kwitahsi Resmi PT Asuransi Takaful Keiuarga.

2. Pembayaran melalui Bank; SWppiransfer rfrefupakan bukti yang sah.
Unluk ini agar dicantumkan Nomer Aplikasi/Palis dan Nama.

3. Harap dibaca dengan seksama dan teliti sebelurr menandatangani Formulir ini.

4. Mohon tidak menandatangani formulir/ini.dalam k&adaan kosong atau belum diisi

Dibust dl......ooi i Tgl..

Calon Peserta

Apakah Calon Peserta sudah membaca dan memahami manfaat dafvketentbanfroduk serta seluruh isi Tidak

Formulir inl 7
Apakah Calon Peserta mempunyai hubuhgan saudaradengan Ahda.
Berdasarkan Pengamatan saya, Calon Peserta
1. Mengambil jumlah Manfaat Takaful sesuai dengan penghasilannya
_ 2. Dalam keadaan sehat walafiat, tidak sedang menderita suatu penyakit
' 3. Tidak memiliki kelainan fisik dan mental
4. Mempunyai kebiasaan hidup yang baik

PERNYATAAN
PENUTUP

0000 oos
0000 dd

Dibuat di...................... Tl nnmseess
Tanda Tangan Penutup Mengetahui Kepala Marketing Ritel Administrasi Kantor Pemasaran
Nama Jelas Nama Jelas Nama Jelas

NoAgen:| | | | | 1|1 [ MNoAgen:| | || [ []|]]]

Kesimpulan Tandatangan Keterangan

PT Asuransi Takaful Keluarga,
Graha Takaful Indonesia, JI. Mampang Prapatan Raya No. 100 Jakarta 12790, T + 62 21 799 1234, 799 2345, F + 62 21 790 1435 Layanan Pesena 0807 100 1234
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Rasulullah Saw. bersabda: “Ikutlah kalian kepada al-Sawad al-A'zham”. Ketika
mazhab-mazhab yang benar telah punah dengan kematian para imamny,
kecuali empat mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali) yang pengikutnya §
tersebar luas, maka mengikuti empat mazhab tersebut berarti mengikuti gJ-
Sawad al-Azham, dan keluar dari empat mazhab tersebut berarti keluar dar

al-Sawad al-A"zham.

255. Orang Perempuan Belajar Naik Sepeda

S. Bagaimana hukum orang perempuan belajar naik sepeda, apakah itu boleh

atau tidak? (Barabai)

J. Sesungguhnya orang perempuan belajar naik sepeda, asal hukumnya
tidak dilarang, tetapi apabila menimbulkan perbuatan munkar yang

dilarang syara’, sudah tentu menjadi dilarangkemudian-nail
bagi orang perempuan itu berbeda-bed4 %m&mﬂ A temi

umpamanya menjadi tanda para perem puan jele cur—dj

sementara tempat, dan bukan demikian di lair temp
sendiri-sendiri. _

256. Asuransi Jiwa

: ; B S VLISHIAINO

S. Bagaimana hukumnya asuransi jiwa dalam waktu-sekarang, pa
mengasuransikan membayar tiap bulan uang yang ditentukan dalam tempo
sepuluh tahun umpamanya, apabila orang itu mati sebelum waktu yang

ditanggungkan, maka di kantor asuransi harus memberi ganti yang telah

ditentukan untuk para ahli waris, demikian pula apabila telah sampai waktu o

penanggungannya. Apakah demikian itu boleh atau tidak? (Tulungagung)
J. Sesungguhnya mengasuransikan jiwa atau lainnya di kantor asuransi itu
hukumnya haram, karena termasuk judi.

Keterangan, dari kitab:

1. Risalah Syaikh Bakhit al-Muthi'i34

-

SIS iV 2563 Cagh SN a2 A 5 s e sl

* Muhammad Bahith al-Muthii, Sullam al-Wushul Syarah Nihayah al-Sul (Mesir: Bahrul §

Ulum, t.th.), jilid IIL, h. 921 dan jilid IV h. 580- 581.
3 Bakhit, Risalah Syaikh Bakhit pada Majalah Nur al-Islam, (Mesir: Th. Ke-6), Juz I, h. 267.

250 Ahkamul Fugaha
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Adapun Asuransi Jiwa maka ia jauh dari akal sehat, sangat membingungkan
dan aneh. Maka tidak ada perusahaan asuransi yang mampu memperpanjang
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a_ﬁvﬁg takdr. la hanya Bm:.&@.?mbgm.ggg
dan semisalnya seperti yang dilakukan oleh para Dajjal dan tukang,
Para petugas mereka akan berkata kepada Anda sama seperti pemyataan
yang telah disebutkan dalam pembahasan tentang asuransi harta bend,
atau pemyataan yang sejenisnya. Ia akan berkata: “Sesunggulnya ketika g,
membayar satu premi, jika aku mendadak meninggal, maka ahli warisku berhak
mendapatkan apa yang telah aku \.53".:.?: (di perusahaan asuransi) ketik,
aku masih hidup. Dan itu berarti, menadi pemasukan dan pelipur lara bagi
ahli waris setelah kematianku. Dan jika aku tetap hidup terrpo yang telah ditetapkan
maka aku berhak mermperoleh kenbali semua yang telah dibayarkan dan gEzg
Dengan begitu, maka aku beruntung dalam dua hal tersebut (mati atau hidup). Begity
halnya perusahaan asuransi, ia berhak mengelola keuangan yang dihimpun dariky,
dan dari orang lain, sehingga menjadi modal yang besar yang dikelola sebagaimang
yang Anda lihat berbentuk proyek-proyek niagn. Resiko kerugian sangat sedikit, kareng

masing-masing orang sangat berkeinginan menjaga hidup dan hartanya, dan §
akan berusaha semampunya. Masing-masing akan berkarya bagi kepentingan dirinyg,

sehingga masing-masing pihak beruntung.”

Kami katakan kepada peserta asuransi terse
setiap yang Anda ucapkan tidak keluar dari s

jawab memberi kompensasi, maka keadilan tidak ada, bahkan itu EmEm“mrm:

gambling dan perjudian.

Sebagian orang menyatakan: “Kami memberikan kepercayaan penuh
kepada mereka dan dari mereka mengambil semua yang mereka katakan
dengan taklid buta (tanpa pertimbangan apapun).” Maka, sesungguhnya
sekelompok dari mereka telah membingungkan orang-orang dengan
kekuatan materi dan eksplorasi psikis yang tidak bisa ditutup-tutupi. Lalu
mereka berhasil menguasai jiwa orang lain, sehingga orang lain pun

menjadi tunduk berpasrah diri sebagaimana kondisi pemenang terhadap |

orang yang dikalahkannya.

Jika tidak, maka bila Anda menimbang semua asuransi itu dengan neraca
akal yang sehat dan hati yang bersih, maka Anda akan mendapatkan
bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Demikian halnya semua hal
yang berbahaya yang dilarang bagi kepentingan umum, maka Anda
akan mendapatkan bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Sehingga

252 Abkamul Fuqaha

- ginuman Ke¥as g\ wmgﬁ dalam xmac&.—mhwgnwm tidak lepas
" dari adanya manfaat. Hanya saja manfaat tersebut tidak akan berarti jika
. dibandingkan dengan bahayanya. Sebagaimana firman Allah SWT:
. uMereka bertanya kepadarmu tentang khamr dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya
" iy terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya
 |ebih besar dari pada manfaatnya.” (Al-Baqarah: 219)

perundang-undangan Allah Swt. yang benar itu mesti berpedoman pada

. adanya keseimbangan antara keuntungan dan bahaya. Jika keuntungannya
. Jehih besar, maka Allah Swt. akan menghalalkannya. Sedangkan jika bahayanya
% lebih besar, maka Allah Swt. akan mengharamkannya.

1 257. Mengkhususkan Hak Milik untuk Anaknya Tertua
. W A S. Bagaimana pendapat Anda, ayyuhal mu’tamirun, tentang seorang berumah

tanggn yang menentukan hak miliknya seperti ladang dan lain-lain untuk putra-

- putrinya yapg terbesar. Apabila meninggal dunia salah satu dari suami istri,
N atau mening<ak keduanya, maka dengan sendirinya dimiliki putra putri yang
e orbesan, bi Wli waris lainnya, dengan tidak ada wasiat atau pemberian lagi,
e _R:M: la putra putri itu meninggal maka menjadi hak milik putra

Y besar pula, begitu seterusnya sampai ada tiga/empat keturunan.

: L Apakalt ha i putra putri terbesar itu memilikinya dengan adat yang

telawberldk@itu? Atau tidak sehingga harus dibagi para ahli waris?

q%_”wm
211 a g model itu tidak boleh dimiliki putra putri terbesar itu

d card.(demikian, tetapi harus dibagi oleh para ahli waris menurut
ite n agama, itu tidak boleh dilakukan, dan pula tidak boleh
dilaksan kecuali kalau semua ahli waris yang dewasa dapat

" mengizinkfin pelaksanaan itu, pula kalau dianggap itu pemberian
fs orang tua,syarat-syarat pemberian yang ditentukan.
@ Keterangan, dari kitab:

1. Fath al-Muin35
4 e (J5:33) . 136 (SRS OEL) .. (Uz3e ) - (0 LIS &)
0 08 Tt (3 oS 5N 25 - (AR - (515) - L 31 (L)
S 523 783N g i
Hibah adalah memberikan hak milik sesuatu tanpa pengganti, dengan

% Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu’in pada I'anah al-Thalibin, (Singapura: Sulaiman
Mar’i, t.th.), Jilid III, h. 142, 147 dan 153
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IO &an dalam kehidupan sosial ekonomi, diperlukan g,
suatu lembaga keuangan sebagai peminjam dan pembina yang meg .
persyaratan-persyaratan sesuai dengan keyakinan kehidupan ygg
NU, maka dipandang perlu mencari jalan keluar menentukan g
perbankan yang sesuai dengan hukum Islam, yakni bank tanpa by
dengan langkah-langkah sebagai berikut: ]
a. Sebelum tercapainya cita-cita di atas, hendaknya sistem perbaph
yang dijalankan sekarang ini harus segera diperbaiki. i

b. Perlu diatur:
1. Dalam penghimpunan dana masyarakat dengan prinsip:
a) Al-Wadi'ah (simpanan) bersyarat atau dhaman, yang digunakj
untuk menerima giro (current account) dan tabungan (sapi
account) serta pinjaman dari lembaga keuangan lain yang mengang
sistem yang sama. r
b) Al-Mudharabah. Dalam prakteknya, bentuk ini disebut irmes
account {deposito berjangka), misalnya 3 bulan, 6 bulan da
sebagainya, yang pada garis besarnya dapat dinyatakan dalay

(l
—

1. General investment account WDONESIA
2. Special investment account (SIA).
2. Penanaman dana dan kegiatan usaha;
a. Pada garis besarnya ada 3
* Pembiayaan proyek. &
* Pembiayaan perdagangan perkongsiaf. - :
= Pemberian jasa atas dasax,_ipaya imelali héaha:patungan
profit sharing dan sebagainya. .
b. Untuk proyek financing system yang dapat digunakan antara lain: §
1. Mudhabarah mugaradhah. -
2. Musyarakah syirkah.
5. Ijarah. ' m
6. Bai’ al-dain, termasuk di dalamnya bai” al-salam. b
7. Al-Qardh al-hasan (pinjaman kredit tanpa bunga, tanpa servicZie @
c. Untuk agriten participation, bank dapat membuka LC (Letfer SS
Credit) dan pengeluaran surat jaminan. Untuk ini dapat ditempufl
kegiatan atas dasar:

m.gzﬁwnrnr.
4. Pemberian kredit dengan service change (bukan bunga).

hrh:nwmv. &g
8. Bai’ bi tsaman aajil. b s
1. Wakalah.
N.Exmmnﬂn»a?

- 5
e
.m g

F
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3. Murabahah.

4. ljarah.

5. Sewa - beli.

6. Bai’ al-salam.

7. Al-Bai’ al-aajil.

8. Kafalah (garansi bank).

9. Warking capital financing (pembiayaan modal kerja) melalui
purshase order dengan menggunakan prinsip murabahah.

d. Untuk jasa-jasa perbankan (banking service) lainnya, seperti

pengiriman dan transfer uang, jual beli valuta dan penukarannya
dan lain-lain, tetap dapat dilaksanakan dengan prinsip tanpa
bunga.

397. Asuransi Menurut Islam

ot S ] _..,Hm_mauA&mEm:mm dan Macam-Macamnya
_”..:Umm_:_m. suransi

\ :_‘SC.—‘E Pasal 246:
“Asu atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana
&or nanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung,

enerima suatu premi, uniuk memberikan penggantian
ya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan
n yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena
g tak tertentu.”
acam Asuransi
i kerugian adalah asuransi yang memberikan ganti rugi
tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda
a, kerugian mana terjadi karena bencana atau bahaya terhadap
mamapertanggungan ini diadakan, baik kerugian itu berupa:
* Kehilangan nilai pakai atau
» Kekurangan nilainya atau
» Kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh tertanggung.
Sifat Asuransi Kerugian
Penanggung tidak harus membayar ganti rugi kepada tertanggung
kalau selama jangka waktu perjanjian obyek pertanggungan
tidak mengalami bencana atau bahaya yang dipertanggungkan.

b. Asuransi jiwa adalah perjanjian tentang pembayaran uang dengan

nikmat dari premi dan yang berhubungan dengan hidup atau
matinya seseorang termasuk juga perjanjian asuransi kembali uang
dengan pengertian catatan dengan perjanjian dimaksud tidak

Solusi Problematika Aktual Hukum Islam 475



termasuk wmdam.: mmcnmg xg gm masuk da].
asuransi kerugian) berdasarkan pasal 1. a. Bab 1. Staatbloag 194
- 101.
Sifat Asuransi Jiwa (yang mengandung SAVING)
Penanggung akan tetap mengembalikan jumlah uang yan
diperjanjikan, kepada tertanggung: k.
1. Kalau tertanggung meninggal dalam masa berlaku perjanjj,
atau, ,
2. Pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian keperluanngs
suka rela. .

c. Asuransi sosial, ialah asuransi yang memberikan jaminan kep, ., :

masyarakat dan diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu:
= Asuransi kecelakaan lalu lintas (Jasa Raharja).

» Asuransi TASPEN, ASTEK, ASKES, ASABRI.

Sifat Asuransi Sosial

1. Dapat bersifat asuransi kerugian.

2. Dapat bersifat asuransi jiwa.

e

= 5.

32. Pada waktu menyerahkan uang premi, pihak tertanggung

berniat untuk menabung untungnya pada pihak penanggung
(perusahaan asuransi).

. 33.Pihak penanggung berniat menyimpan uang tabungan milik

pihak tertanggung dengan cara-cara yang dibenarkan/dihalalkan
oleh syariat agama Islam.

m Apabila sebelum jatuh tempo yang telah disepakati bersama

antara pihak tertanggung dan pihak penan seperti yan,
telah disebutkan dalam polis (surat ﬁm&mnwmwws N_.:Wmnm ﬁunrmm
penanggung sangat memerlukan (keperluan yang bersifat
darurat) uang tabungannya, maka pihak tertanggung dapat
mengambil atau menarik kembali sejumlah uang simpanannya
dari pihak penanggung dan pihak penanggung berkewajiban
menyerahkan sejumlah uang tersebut kepadanya.

>m‘ﬁmnm suatu ketika pihak tertanggung terpaksa tidak dapat

membayar uang premi, maka:
3 ang premi tersebut menjadi utang yang dapat diangsur
Su_oy pihak tertanggung pada waktu-waktu pembayaran

II. Hukum Asuransi \/Z DONESIA J \ s ang premi berikutnya.
1. Asuransi Sosial N 3. .:vE._mm: antara pihak tertanggung dan pihak penanggung
Asuransi sosial diperbolehkan wa. ¥ etentuan sebagalil u....A yatakan tidak putus.
berikiit 3 ok B 353 Uang tabungan milik pihak tertanggung tidak dinyatakan
1.1. Asuransi sosial tidak termasuk #kad p L angus oleh pihak penanggung.
syirkah ta’awuniyah. 3.5 pabila sebelum jatuh tempo pihak tertanggung meninggal

1.2. Diselenggarakan oleh Peme

ditanggung oleh Pemerintah, ungnya,

dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.

2. Asuransi Kerugian

Asuransi kerugian diperbolehkan dengan syarat apabila

ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

2.1. Apabila asuransi kerugian tersebut merupakan persyaratan bag
obyek-obyek yang menjadi agunan bank.

2.2. Apabila asuransi kerugian tersebut tidak dapat dihindari, kare

terkait oleh ketentuan-ketentuan Pemerintah, seperti asura st

untuk barang-barang yang diimport dan dieksport.

3. Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa hukumnya haram kecuali apabila memenuhi ketentual

ketentuan sebagai berikut:

3.1. Apabila asuransi jiwa tersebut mengandung unsur savir,
(tabungan).

Ahkamul Fugaha

S unia, maka ahli warisnya berhak untuk mengambil sejumlah

hi
emel Nl

- " 5. Sebelum tercapainya cita-cita terwujudnya Asuransi Islam, hendaknya

g simpanannya, sedang pihak penanggung berkewajiban
Hw:@mﬂ.&m:rmb sejumlah uang tersebut.
Para

awirin mendukung dan menyetujui berdirinya Asuransi
secard TSIam.

sistem perasuransian yang ada sekarang ini diperbaiki dengan
menghilangkan unsur-unsur yang terlarang, sehingga tidak
bertentangan dengan tuntunan ajaran Islam. Untuk itu perlu diatur
langkah-langkah seperti yang ada pada komisi bank.[]
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2. Al-Wus’ah wa a?@n&avmu
G oy Saa8 Goall 53 3 40 &g a8 & Jod Y G306 QIS 55

' Keterangan, dari kitab:
H Figh al-Sunnah?6

Sl o oot aBie e ket s se Koy Faews ek \nnu;;.u
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~ Adapun hadits yang telah lewat (“Barang siapa meninggalkan shalat
e dengan sengaja, maka ia telah menjadi kafir secara nyata”), pengertian
ER. N ® "\ uhimya menetapkan kekufuran orang yang meninggalkan shalat dan
sesungguhnya kesimpulan pendapat Imam al-Syafi‘i -rahimahullah- tentang & kebolehan untuk dibunuh. Akan tetapi banyak ulama dari kalangan salaf
bilangan jamaah yang mengabsahkan shalat Jum'at ada empat. Pendapat $#* 4" dan khalaf di*antaranya Imam Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i menyatakan
yang dijadikan pedoman dan merupakan gaul jadid yaitu 40 orang, dan S&S bahwa o yang meninggalkan tersebut tidak kafir, namun fasik dan
tiga pendapat lain yang lemah dalam madzhab. Pertama, 3 orang, termasuk S 4.0, 1uh bestobat. Jika tidak mau, maka menurut Imam Malik dan Syafi‘i
imam. Kedua, 4 orang termasuk imam. Ketiga, 12 orang termasuk imam. E_..SMN_ harus dibunuh dalam rangka menerapkan hukum had.
Masing-masing pendapat tersebut disert agal syarat yal @r gk nurut Imam Abu Hanifah, ia tidak dibunuh namun cukup
disebutkan. =7 dita’zir ri sanksi) dan dipenjara sampai mau shalat. Para ulama
Jika hal itu sudah dimaklumi, maka ba Mmm_u C '/ ang berakal da ar hadits pengkafiran di atas bagi orang yang mengingkari dan
mencari ridha Allah Swt. maka tidak bol eninggalk: at Jui
selama masih memungkinkan sesuai (pili ! ;

menganggap halal meninggalkan (kewajiban shalat).
Dan jika shalat Jum’at tidak diketahui memenuhi syara wm%mamg%.

pendapat pertama, yaitu qaul jadid, maka disunatkattméngulan@i de
shalat Zhuhur di samping shalat Jum’at karena berhati-hati.

K J& s ...n& Sie ) ke, m&., .m.ﬁ 596 Gy m&., t.ﬁ :c

JUG5 4 T B I 125 G5 28 ) 559530 By s B I

e G5 e 108 9155 95 1 20 B G S S B0

Sridsiziald «00 o ¥ tigor yebil roe ) -
B G Ll 8518 4 5228 5.d 338 55 IV 031 e g
Jika hal tersebut sudah menjadi keputusan maka aku berpendapat,

O 300. Asuransi Jiwa
&&:

@:%:3 asuransi? Boleh ataukah tidak? (NU Cab. Pekalongan)

J. ?E:m“mwmimamb memutuskan seperti yang sudah diputuskan
oleh Ko es NU ke 14, yakni mengasuransikan jiwa atau lainnya
di kantor asuransi itu haram hukumnya, karena termasuk judi.

Keterangan, dari kitab:

1. Risalah Syaikh Bakhit al-Muthi'i2?

L o5 L. -t o +C Te \\ -3, 18 m\.r\ 23 4922 \.n A uu nn\
LA 35 e 22y 53 o (855 1 T3S 425755 IV e Gt s
Sh3b LA 385 £155 Y5 LW A0S e 15s Sl 6 3 J) o
b ) B35 3oLl 81 035 e (k8 46 I3 121 885 gl L

299. Maksud Hadis “Meninggalkan Shalat Menjadi Kafir’

S. Apakah orang yang meninggalkan shalat itu sampai menjadi kafir? Sebab i
ada hadits, yang artinya: “Barangsiapa meninggalkan shalat dengan sengaja, maka
menjadi kufur yang nyata.” (NU Cab. Pendopo SVPM) .,

J. Bahwa orang yang meninggalkan shalat itu tidak sampai menjadi
kafir, tetapi menjadi fasik dan harus tobat. Adapun arti hadits tersebut
ditujukan kepada orang yang ingkar atau menganggap halal akan |
meninggalkan shalat. Demikian menurut pendapat kebanyakan ulama
salaf dan khalaf seperti Imam Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i.

% Sayyid Sabigq, Figh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Cet. Ke-4, Jilid I, h. 81-82.
¥ Muhammad Bakhit al-Muthii, Risalah Syaikh Bakhit al-Muthi'i pada al-Nahdhah al-

25 Al-Bakri bin Muhammad Syatha, al-Wus'ah wa al-Ifadah pada Sulh al-Jama’atain bi
Islamiyah, h. 471 dan 472.

Jawaz Ta’addud al-Jum’atain, (Mesir: Mathba’ah al-Miyariyah, 1312 H), h. 25.
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Adapun asuransi harta kekayaan, maka cabangnya banyak sekali, dan
kita berbicara satu cabang saja yaitu asuransi rumah ... Namun akad asurans;
rumah ini merupakan transaksi perjudian dan tidak diperselisihkan lagi. Ia
menyerupai pembelian kupon Ya Nashib (lotre), yang membuat seseorang
selalu membelinya sepanjang hidup tanpa memperoleh lotre kemenangan,
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Transaksi perusahaan asuransi dengan para nasabahnya menyerupai
kupon Ya Nashib dari sisi nasabah dijanjikan memperoleh jaminan rumah %
bila terbakar. Asuransi rumah yang merupakan jaminan yang diminati
itu sering membuat seseorang harus membayar premi selar

diberikan pihak yang kalah kepada pihak yarig
pula yang terjadi dalam akad asuransi rumah ini.

yang telah disebutkan dalam pembahasan tentang asuransi harta benda
atau pemyataan yang sejenisnya. la akan berkata: “Sesungguhnya ketika aku
membayar satu premi, jika aku mendadak meninggal, maka ahli warisku berhak
mendapatkan apa yang telah aku jaminkan (di perusahaan asuransi) ketika
n?. masih hidup. Dan itu berarti, menadi pemasukan dan pelipur lara bagi
ahli waris setelah kematianku. Dan jika aku tetap hidup tempo yang telah ditetapkan,

26 Bakhit al-Muthi'i, Risalah Syaikh Bakhit pada Majalah Nur al-lslam, (Mesir: Th. Ke-6), Juz 1, h. 267
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maka aku berhak mermperoleh kembali sermua yang telah dibayarkan dan Keuntunganmy,
Dengan begitu, maka aku beruntung dalam dua hal tersebut (mati atau hidup). Begiy
halnya perusahaan asuransi, ia berhak mengelola keuangan yang dihimpun dayi,
dan dari orang lain, sehingga menjadi modal yang besar yang dikelola sebagaimgy,
yang Anda lihat berbentuk proyek-proyek niaga. Resiko kerugian sangat sedikit, kare,
masing-masing orang sangat berkeinginan menjaga hidup dan hartanya, dg,
akan berusaha semampunya. Masing-masing akan berkarya bagi kepentingan diriny,
sehingga masing-masing pihak beruntung.”

Kami katakan kepada peserta asuransi tersebut, bahwa semestiny,
setiap yang Anda ucapkan tidak keluar dari suatu transaksi yang mengandung
klaim denda terhadap salah satu pihak secara wajib tanpa suatu penggant
yang sepadan dengan keuntungan yang mungkin diraupnya. Dap
semestinya dari dua pihak terdapat pengganti yang pantas sehingga mampy
mewujudkan keadilan walaupun relatif, sehingga ruh keadilan terwujud,
Adapun bila salah satu pihak saja yang menanggung kerugian tanpa
mendapat imbalan baliknya, atau nienerima keuntungan tanpa ada tanggung
jawab memberi kompensasi, maka keadilan tidak ada, bahkan itu merupakan
gambling dan perjudian.

e

ONESIA| TN

kepercayaanh.pen

N
Sebagian orang menyatakan: “Kami me Wm i

D 1 Ol dltg
kekuatan materi dan eksplorasi psikis yang a‘ditutup-tuty WE
rhada

menjadi tunduk berpasrah diri sebagaimana kondisi pemenang ter .WE_M
orang yang dikalahkannya. Jika tidak, maka bila Anda menimbang semua
asuransi itu dengan neraca akal yang sehat dan hati yang bersih, maka
Anda akan mendapatkan bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Begitu
halnya semua hal yang berbahaya yang dilarang bagi kepentingan umum,
maka Anda akan mendapatkan bahayanya lebih besar dari manfaatnya.
Sehingga minuman keras dan judi, keduanya dalam kemudharatannya
tidak lepas dari adanya manfaat. Hanya saja manfaat tersebut tidak akan
berarti jika dibandingkan dengan bahayanya. Sebagaimana firman Allah
SWT: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: “Pada
keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetap
dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya.” (al-Bagarah: 219) Syari‘ah
Allah Swt. yang benar itu mesti berpedoman pada adanya keseimbangan
antara keuntungan dan bahaya. Jika keuntungannya lebih besar, maka Allah
Swt. akan menghalalkannya. Sedangkan jika lebih besar bahayanya, maka
Allah Swt. akan mengharamkannya.
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301. Membagi Waris Secara Gono Gini

oulusi Problematika Aktual Hukum Islam

‘Mohon ditinjau kembali Keputusan Muktamar NU ke 1 soal nomor 6
ang membagi waris secara gono-gini. Apakah itu_sudah mengikuti
sontuan Allah atau belum? (NU Cab. Kudus)
“eesudah keputusan tersebut dibahas kembali, maka Majlis Musyawarah
nakat bahwa memberi gono-gini diperbolehkan dengan jalan

rdamaian di antara para ahli waris, tidak atas ketentuan dari Allah.
ez g perdamaian mereka hendaknya menurut yang diteranglkan dalam
hamisy (pinggir) kitab Syargawi bab Syirkah. Sehingga tidak boleh dilakukan
gono-gini tanpa mendapat persetujuan sebagian ahli waris atau di
antara ahli warisnya terdapat mahjur. Lihat Ahkamul Fugaha buku ini,
s0al nomor 6.[1
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4 TSN I TEEm .
DEWAN SYARI’AH NASIONAL
MAIJELIS ULAMA INDONESIA

FATWA
DEWAN SYARI’AH NASIONAL
NO: 21/DSN-MUI/X/2001

Tentang

PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI’AH

Ih. . & b .
g oo Al oy

H Dewan v«%wr Nasional setelah:
M&g : a. bahwa dalam menyongsong masa depan

dan upaya meng-antisipasi kemungkinan
terjadinya resiko dalam kehidupan eko-
nomi yang akan dihadapi, perlu dipersiap-
kan sejumlah dana tertentu sejak dini.

/ \NDONESIA

&

=)

UNIVERSIT.

J

7))
\_S VLISHIAINO

N
26

bahwa salah satu upaya untuk memenuhi
kebutuhan dana tersebut dapat dilakukan
melalui asuransi;

s

ISLLA
INDONE

c. bahwa bagi mayoritas umat Islam Indone-
sia, asuransi merupakan persoalan baru
yang masih banyak dipertanyakan; apakan
status hukum maupun cara aktifitasnya
s¢jalan dengan prinsip-prinsip syari’ah;

d. bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi
“kebutuhan dan menjawab pertanyaan
masyarakat, Dewan Syariah Nasional
memandang perlu menetapkan fatwa

Hispunax Farwa DEwAN Syart At INDONESIA 129



Mengingat

130

*entang asuransi yang berdasarkan prinsip-
prinsip Syariah untuk dijadikan pedoman
oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

Firman Allah tentang perintah mempersiap-
kan hari depan:
al _.= b .u.C o At Wy .a.\.rmm.h AR RToA r‘.m. G
SO ) cumczf =
“Hai orang yang beriman! m.ngex\mﬁa.:
kepada Allak dan hendaklah setiap diri
memperhatikan apa vang telah dibuat
untuk hari esok (masa depan). Dan
bertagwalah kepada Allah. Sesungguhnya

A'lah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan™ (QS. al-Hasyr [59]: 18).

Firman Allah tentang
bermu’amalah, baik yang
sanakan_maupun dihindarkan,

o
sl

S 'y Lal G_.:.. \ownur
w/ VLISHIAIND
“Hai orang-orang yang beriman funai-
kanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu
binatang ternak, kecuali yang akan dibaca-
kan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan
tidak me :ghalalkan berburu ketika kamu
sedang mengerjakan haji. Sesungguhnyva
Allah menetapkan hokum-hukum menurut
yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah
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“Sesungguhnya AHah menyuruh kamu
menyampaikan amanat k.pada yang
berhak menerimanya dan apabila kamiu
menetapkan hukum di antara manusia,
hendaklah dengan adil...” (QS. an-Nisa
[4]: 58).
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“Hai orang-orang yang beriman, sesung-
guhnya (meminum) khamar, berjudi, (ber-
korban untuk) berhala, mengundi nasib
dengan panah, adalah perbuatan keji ter-
masuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah
perbuatan-perbuatan itu agar kamu men-
dapat wmvmwzaa:amn: " (QS. al-Maidah [5]:
90)
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“Dan \:E: menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba.” (QS. 2: 275)
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“Hai orang yang beriman! Bertagwalah
kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika
kamu orang yang beriman” (QS.2 : al-
Bagarah [2]: 278).

(v s 5525y 0 2

“Dan jita kamu bertaubat (dari peng-
ambilan riba), maka bagimu pokok harta-
mu; kamu tidak menganiaya don tidak
(pula) dianiaya. (QS. al-Bagarah [2]; 279)
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“Dan jika (orang yang berhutang itu)
dalam kesukaran, maka berilah tangguh
sampai berkelapangan. Dan menyedekah-
kan (sebagian atau semua utang) itu lebih
baik bagimu jika kamu mengetahui” (QS.
al-Bagarah [2]: 280)
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“Hal orang-orang yang beriman, jangan-
lah kalian memakan ?:m:%a_s?.:}aﬁs

orang lain secara batil, k fﬁ% @ m_ A

perdagangan yang dilandasi Eah sukarela
di antara kalian..” (QS. ap-Nisa
. q
Firman Allah tentang pe G%wr untuk
tolong menolong dalam perbuatan
antara lain :
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“Dan tolong-menolonglah kamu QE_?.:
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, don
Jjangan tolong-menolong dalam berbuat dnsa
dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu
kepada Allah, sesungguhnya Allah amat
berat siksu-N.a” (QS. al-Maidah [5]: 2)

Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi
wasallam tentang beberapa prinsip
Um:.::.m-:m_m.? antara lain:

=

5
UNIVERSITAS

A

ISLLAM
INDONESIA

P O e a4

(s oy f 0 AT ..L. S 3 .N:{.
“Barang siapa melepaskan dari seorang
muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan
melepaskan kesulitan darinya pada hari
kiamat; dan Allah senantiasa menolong
hamba-Nya selama ia (suka) menolong
saudaranya” (HR. Muslim dari Abu
Hurairah).
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“Perumpamaan orang beriman dalam

kasih sayang, saling mengasihi dan
mencintai bagaikan tubuh (vang satu);

Jikalau satu bagian menderita sakit maka

bagian lain akan turut menderita™ (HR.
Muslim dari Nu'man bin Basyir)
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“Seorang mu'min dengan mu’min yang
lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian
menguatkan bagian yang lain” (HR Mus-
lim dari Abu Musa al-Asy’ari)
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“Kaum muslimin rerikar dengan syarai-
syarat yang riereka buat kecuali syarat
vang mengharamkan vang halal atau
menghaialkan yang haram.” (HR. Tirmidzi
dari ‘Amrbin ‘Auf) - - .
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h.m.manv amalan itu hanyalah tergantung
niatnya. Dan seseorang akan mendapat
ganjaran sesuai dengan apa yang diniat-
kannya”. (HR. Bukhari & Muslim dari
Umar bin Khattab).
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“Rasulullah SAW melarang jual beli yang
mengandung gharar” (HR. Muslim,

Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah

dari Abu Hurairah).
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“Orang yang terbaik di antara kamu
adalah orang yang paling baik dalam
pembayaran hutangnya” (HR. Bukhari).

dan tidak boleh pula mem imvﬁ _
lain.” (Hadis Nabi riwayat Ibnu

Kaidah figh yang menegaskan:
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“Pada dasarmya, semua bentuk mu’amalah

bolch dilakukan kecuali ada dalil yang
menghnremkannya.”
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“Segala mudharat harus dihindarkan
sedapat mungkin.”
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“Segala mudharat (bahaya) harus di-
hilangkan.”

Hasil Lokakarya Asuransi Syari’ah DSN-
MUI tanggal 13-14 Rabi’uts Tsani 1422 H
/4-5 Juli 2001M.

Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno
Dewan Syari’ah Nasional Eﬁm Senin,
tanggal 15 Muharram 1422 H/09 April
2001 M.

Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno
Dewan Syari’ah Nasional pada 25 Jumadil
Awal 1422 H/15 Agustus 2001 & 29 Rajab
1422 H/17 Oktober 2001.

MEMUTUSKAN

FATWA TENTANG PEDOMAN UMUM
ASURANSI SYARI'AH

: Ketentuan Umum

19

Asuransi Syariah (Ta’min, Takaful atau
Tadhamun) adalah usaha saling melindungi
dan tolong-menolong di antara sejumlah
orang/pihak melalui investasi dalam bentuk
aset dzn / ata.. tabarru’ yang memberikan
pola pengembalian untuk menghadapi
resiko tertentu melalui akad (perikatan)

yang sesuai dengan syariah.
Akad yang sesuai dengan syariah yang

dimaksnd pada point (1) adalah yang tidak
mengandung gharar (penipuan), maysir
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(perjudian), riba, zhulm (penganiayaan),
risywah (suap), barang haram dan maksiat.

Akad fijarah adalah semua bentuk akad
yang dilakukan untuk tujuan komersial.

Akad tabarru’ adalah semua bentuk akad
yang dilakukan dengan tujuan kebajikan
dan tolong-menolong, bukan semata untuk
tujuan komersial.

Premi adalah kewajiban peserta Asuransi
untuk memberikan sejumlah dana kepada
perusahaan asuransi sesuai dengan kese-
pakatan dalam akad.
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perusahaan terdiri atas ak
atau akad tabarru’.

Akad tijarah yang dimaksud dalam ayat
(1) adalah mudharabah. Sedangkan akad
tabarru’ adalah hibah.

Dalam akad, sekurang-kuranguya harus
disebutkan :

a. hak & kewajiban peserta dan perusa-
haan;

b. cara dan waktu pembayaran premi:

c. jenis akad tijarah dan / atau alad
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tabarru’ serta syzrat-syarat yang
disepakati, sesuai dengan jenis asuransi
yang diakadkan.

Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tijarah
& Tabarru’

1. Dalam akad tijarah (mudharabah), pe-
rusahaan bertindak sebagai mudharib
(pengelola) dan peserta bertindak sebagai
shahibul mal (pemegang polis);

~

Dalam akad tabarru’ (hibah), peserta
memberikan hibah yang akan digunakan
untuk menolong peserta lain yang terke.a
musibah. Sedangkan perusahaan bertindak
sebagai pengelola dana hibah.

Ketentuan dalam Akad Tijarah & Tabarru’

1. Jenis akad tijarah dapet diubah menjadi
jenis akad tabarra’ bila pihak yang tertahan
haknyz, dengan rela melepaskan haknya
sehingga menggugurkan kewajiban pihak
yang belum menunaikan kewajibannya.

2. Jenis akad tabarru’ tidak dapat diubah
menjadi jenis akad *jarah.

Jenis Asuransi dan Akadnya
|. Dipandang dari segi jenis asuransi itu

terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi
jiwa.

2

Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi
tersebut adalah mudharabah dan hibah.

Himrunan Farwa DEwan SyArt' Al INDONESIA 137



Keenam

Ketujuh

: Premi

Klaim

@ Klaim dibayarkan berdasark

Pembayaran premi didasarkan atas jenis
akad tijarah dan jenis akad tabarru’.

Untuk menentukan besarnya premi perusa-
haan asuransi syariah dapat menggunakan
rujukan, misalnya tabel mortalita untuk
asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk
asuransi kesehatan, dengan syarat tidak
memasukkan unsur riba dalam peng-
hitungannya.

Premi yang berasal dari jenis akad mu-
dharabali dapat diinvestasikan dan hasil
investasinya dibagi-hasilkan kepada
peserta.

/ \WDONESIA
Premi yang berasal dari jenis Wma tab 4
dapat diinvestasikan.

ISLA

disepakati pada awal perjanjian.

Klaim dapat berbeda dalam jumlah. sesuai
dengan premi yang dibayarkan.

Klaim atas akad tijara’t sepenuhnya
merupakan hak peserta, dan merupakan
kewajiban pciusahaan untuk memenuhi-
nya.

Klaim atas akad tabarru’, merupakan hak
peserta dan merupakan kewajiban peru-
sahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Kedelapan

Kesembilan
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Kesebelas

Investasi

1. Perusahaan selaku pemegang amanah
wajib melakukan investasi dari dana yang
terkumpul.

2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan
syariah.

Reasuransi

Asuransi syariah hanya dapat melakukan
reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang
berlandaskan prinsip syari’ah.

Pengelolaan

1. Pengelolaan asuransi syariah hanyz boleh
dilakukan oleh suatu lembaga yang ber-
fungsi sebagai pemegang amanah.

2. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh
bagi hasil dari pengelolaan dana yang
terkumpul atas dasar akad tijarah (mudha-
rabah).

3. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh
ujrah (fee) dari pengelolaan dana akad
tabarru’ (hibah)

Ketentuan Tambahan

i. Implemcatas: dari {atwa ini harus selaiu
dikonsultasikan dan diawasi cleh DPS.

2. Jika salah satu pihak tidak menuraikan
kewajibannya atau jika terjadi perselisihan
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Nama

CURICULUME VITAE

: Maksum

Tempat / Tanggal Lahir : Indramayu, 6 April 1970 M.

Alamat Rumah : Komplek Masjid al-Ijtihad

Sukahaji Patrol Indramayu Jawa Barat.

Alamat Yogyakarta : JI. K.H. Ali Maksum PP. Al-Munawwir

Pusat Komplek k-2 Krapyak Sewon Yogyakarta

PENDIDIKAN FORMAL :
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MI. Madrasah Ibtidaiyah Ad-Ikhias F'Bugel Patrol 1978-1984.
SD. Sekolah Dasar Negeri @.Lgcl I Patrol 1978-1984.

MTs. Madrasah Tsanawiyah-Neg ywaringin Cirebon 1985-1988.
MTs. Madrasah al-hikam alalivah Giwaringin Cirebon 1990-1993.
SMA. Sekolah Menengah a Neg alimanan Cirebon 1988-1990.
MA. Madrasah Aliyah al-I 15-Sa ah| Ciwaringin 1993-1995.
PT. Universitas Cokroaming 'k

Program Pascasarjana MSTH i
Nty

Madrasah Diniyah Kuliyatus ash-Si b 1985-1993

PT. Ma’had ‘Aly Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta 1996-2002.

ALAMAN ORGANISA!S LA M
.

Pengurus Badan Hi a -sgkarang
Anggota Lajnah Wﬁfm&g
Pengurus UKM Jama’ah al-Izzah 2006-2008

Anggota PMII UCY 2006-2008

Pengurus Pondok Pesantren al-Munawwir Pusat 2005-2008.
Pengurus Madrasah Salafiyah al-Munawwir I1 1998-sekarang.
Anggota KODAMA Yogyakarta 1996-1997.

Aktif di Lembaga Perekonomian PWNU DIY 2008-2009

ALAMAN MENGAJAR:
Madrasah Salafiyah IT Al-Munawwir Yogyakarta 1998-sekarang
Madrasah Salafiyah V Al-Munawwir Yogyakarta 2005-sekarang.
PT. Ma’had ‘Aly Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta 2002-sekarang.
Madrsah Diniah Al-Kandiyas Krapyak Yogyakarta 2009-Sekarang



